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FATWA MUI TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK
(Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam) '
Oleh : Sahlan

ABSTRAK

Sebagai syariat terakhir, Islam diyakini sebagai sebuah syariat yang bersifat
komprehensif dan universal. Tujuan Hukum Islam (al-maqashid al-syari’ah)
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Di samping sebagai
way of life, Syariat Islam semestinya juga menjalankan fungsi sebagai rules of the
game, dalam segenap aspek dan sejarah perkembangan peradaban umat manusia,
yang tidak jarang menyangkut persoalan baru, yang belum jelas status hukumnya
dalam dua sumber tekstual pertama; al-Qur’an dan al-Sunnah.

Dalam bidang muamalah,~di mana perekonomian termasuk di dalamnya,
selama ini sarat dengan praktek pengambilan riba, yakni sejumlah penambahan
atas modal yang tidak saja dilarang daldtn Islan; tetapi juga oleh seluruh agama
samawi. Umat [slam sepakat bahwa riba adalah haram. Tetapi, untuk ‘sejumlah
penambahan atas modal’ yang” menjelma dalam bentuk bunga dalam sistem
perekonomian modern, muncul banyak interpretasi, yang mengindikasikan; belum
adanya kesepakatan akan status” keharaman bunga. Apa dan bagaimana bentuk
tambahan yang diharamkan, nampaknya menjadi persoalan kebahasaan yang turut
ambil bagian dalam menopang belun|/adanyd kesepakatan ini.

Dalam kerangka itulah, penelitiany“dengan judul; ‘Fatwa MUI tentang
Bunga; Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam’ ini dilaksanakan. Penelitian ini
adalah penelitian képuStakaar’ (Libfary Reséarch) syang. dilakukan dengan
menggunakan metode normatif-historis-deskriptif." Metode “normatif digunakan
untuk melihat konsep, kaidahrdan norma-norma hukum dalam Islam. Metode
historis untuk melihat latar belakang.turinnya Ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah
mengenai riba. Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mengetahui
pendapat-pendapat yang ‘berkembang dizkatangan-ahli/hukum Islam (al-fugdha),
alasan-alasan dan lingkungan sosial politik maupun budaya yang melingkupinya.
Ketiga metode ini kemudian dipadukan dengan pendekatan interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahimya Fatwa MUI, tidak terlepas
sama sekali dari kondisi sosial politik dan budaya yang muncul dalam realitas
kemasyarakatan di Indonesia. Dalam konsepsinya tentang bunga, MUI
nampaknya sepakat dengan kelompok Neo-Revivalis yang menyatakan bahwa
bunga adalah adalah riba yang diharamkan. Dalam bagian lain, MUI mencoba
bersikap realistis dengan sedikit melenturkan sikap, dan menyatakan bahwa fatwa
keharaman hanya berlaku bagi wilayah-wilayah yang telah terdapat
‘kantor/jaringan LKS’. Sikap ini bisa jadi terinspirasi oleh kenyataan akan
lemahnya dukungan politik pemerintah terhadap perkembangan perbankan
syariah di tanah air. Sejumlah peraturan perundang-undangan vang berlaku,
termasuk diterapkannya Dual Banking System, dirasakan belum cukup
mengakomodasi kepentingan perbankan syariah, yang memiliki sejumlah
perbedaan prinsip maupun operasional dengan perbankan konvensional,



THE FATWA OF THE COUNCIL OF INDONESIAN ULAMA (CIU)
ON THE PROHIBITION OF BANK INTEREST
(A Perspective from Socio-History of Islamic Law)

By : Sahlan

ABSTRACT

Being the last divine law, [slam is believed as a comprehensive and universal
law. The purpose of Islamic law (al-magqdshid al-syarTah) is to make better life of
human beings. In addition to be a way of life, Islamic law should also function as
the rules of the game in all aspects of life and history of human civilization
development, which often deals with new problems whose legal status are vague in
the the Quran and Hadith.

In the field of muamajah , which jincludes economy, it 1s often found the
practice of taking riba, a sum of additional capital that is prohibited not only by
Islam, but also by all A4brahamic religions. Muslims agree hat riba is prohibited
(haram). However, there are many! interpretations on 'a sum of additional
capital' which takes a forrd- of, bank interest in the modern economy. This
indicates that there has been no aggreement ori'the status of the prohibition of bank
interest. What kind of additionis prohibited and how the addition is added seem to
become linguistic problems which contribute 16 the absence of common agreement.

It is for the above matter that this research entitled “Farwa MUI tentang
Bunga: Perspective Sejarah-Sosial Hukum-Istam” is conducted. This research
is a library research which uses normative-historical-descriptive method.
Normative methed,is used toviewsthe=goneepts,.principlesgand nomms of law in
Islam. Historical, method iswused to view,the background\of.the revelation of the
Qur'anic verses and Hadith on the riba. Whereas, descriptive method is used to
know opinions prevalent among of the fugaha,persons who are experts in Islamic
law), arguments and socio-political"and cultural surroundings. The three methods
are then imegrated by.interpretative,approach:

The result of the research'reveals that the issuance-of the fatwa of the Council
of Indonesian Ulama cannot be separated from the socio-political and cultural
conditions of Indonesian society. On the conception of interest, the CIU seems
to aggree with the Neo-Revivalist group, which declares that interest is a
prohibited riba. On the other hand, the CIU tries to take a realistic manner by
taking a more flexible attitute stating that the fatwa on the prohibition of interest is
valid only in the regions in which the LKS office has been established. This
attitude may be inspired by the fact that the government's political support to the
development of Islamic bank in Indonesia is weak. A number of prevailing rules
and regulations, including the implementation of Dual Banking System, are not
sufficient to accommodate the will of Islamic banking which is different in principle
and operational system from conventional bank.
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para dosen lainnya. '
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menter
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I.  Konsonan Tunggal

Gain . g -

Fa 7 ;

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. Alif Tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

o Ba’ b -

< Ta t -

& Sa § § {dengan titik di atas)
z Jim J -

c Ha’ H h (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ feh -

s Dal d -

5 Zal Z  (dengan titik di atas)
) R r -

3 za’ z -
» Sin S -
5 Syin sy -
P Sad s 5 (dengan titik di bawah)
o Dad d (dengan titik di bawah)
b T I3 t (dengan titik di bawah)
b V4 . z (dengan titik di bawah)
¢ ‘Aln ) Koma terbalik ke atas
¢
-

d

Qaf q .




4 Kaf k -
J Lam [ -
¢ Mim m -
o Nin n -
3 | Wawu w -
o Ha’ h -
. Hamzah ‘ Apostrof
T Yﬁ’ ¥y -

II. Konsonar Rangkap Kanéna Sya’adah ditulis rangkap

PEE- Ditulis Muta’addidah

e Ditulis ‘iddah

1. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis 4.

FRN Ditulis Hikmah

ry

A4 Ditulis Jizyah

(Ketentuan 1ni tidak dipesiukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam Bahasa Indonesia, Seperti zakat,/salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta’ marbutah diikuti"dengan Kata sandang “a/” serta bacaan kedua
setelah itu terpisah, ditulis 4.

| sl g Ll s | Ditlis | karamahal-auiya’ |

c¢. Bila ta’' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan
dammabh ditulis ¢.

[ R [ Ditalis [ zakat al-fitr |

i



IV. Vokal Pendek

............. fathah ditulis a
SR kasrah ditulis i
e dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
Lty ditulis Jahiliyah
2. Fathah + ya' mati ditulis a
(s ditulis tansa
3. Kasrah + ya ' mmati ditulis 7
S ditulis karim
4. Dammah + wawu muti ditulis i
w2y h ditulis Furid
VI. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya; matl | ditulis ai
) I ditulis bainakum
2. Fathah + ya’ mati ditulis au
g ditulis qaul

VIL Vokal Pendek yang bermrutan dalamsatu kata dipisahkan dengan

apostrof
all ditulis a'antum
sl ditulis uidat
pa s il ditulis la'in syakartum
VIIL Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

Ol Al

ditulis

al-Our'an

el

ditulis

al-Qiyas
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

—

e lacdl

Ditulis

as-Sama

Y]

Ditulis

Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

wa s dlls 93
Ly

Ditulis
Ditulis

zawi al-furiid
Ahl as-Sunnah

xiil



MOTTO

9. - P o LI - o e
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 QCHEIEN )
Dan ...,

orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka
jalan<jalanKami '
Dan sesungguhnya
Allah benar-benar besertdiorang-orang yang berbuat baik.
(Q.S. dl-'Ankabiit/(29): 69)

Xiii



PERSEMBAHAN

Karya ini,
aku persembahkan untuk :
Keluarga

dan PP An-Nawawi Berjan Purworejo

6 ISLAM )

UNIVERSITA
N

:VISEINOG

y

SATES

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA

\

Xiv



DAFTARISI

Halaman JUdUL .......oooveeeeeeiieierie et ctee et srs s s 1
PEN@ESANAN ........ccoiireriise ettt e s e s i
TiM PENZUIL ....cerveveieeeeriesisiorenici st st s s il
INOEE DENAS.....ooeeceviiticieie s vt et e s eesere s esseeeesesaesessesbranesbesaesrsemeat b b re i nann e en e v
Persetujuan Pembimbing ... \%
Abstraksi Berbahasa INdomesia ............ccoocevvrviininnne e vi
Abstraksi Berbahasa INgEris.............coevevinvimininiiiiie e e vii
Kata Pengantar.........coooeveoninnvennfonn s AGLL A A N Viil
Pedoman Transhterasi.......ccocvoeveer b iovernernestBieceenr o doneninninnnniieienienissnesesees X
1% (1130 TR ORI I 7 A SU0F M- 2ot DR o OISR xiii
Persembahan.............cccoooveeeeevene b e S e Xiv
Dafar ISl ..o rrcsereeeede Zareeeese b e bbe e nesmme bbb e XV
BABI PENDAHULUAN........... 24l dl LA el LNz I
A. Latar Belakang Masalah...............cccooonnnis 1

B. Rumusan Masalah/.......... 00 D et i B 5

C. Batasan Masalah o g g.ceniie b 5

D. Tujuan Penelitian”. S b AN L Y e 6

E. Telaah Pustaka 70y o D L G 7

F. Metode Penelitian...........co.errermemeeeenenienesionneicnnnniseesreeeneenne 12

G. Sistematika Penulisan............ccoceerimenniiinii e 17

BABII FATWA DALAM ISLAM .....ccoimirreceemmemnnerccnessssnenesecsessessececescssnssens 19
A. Pengertian dan Landasan ............ccceviiiciiinninnnnn 19

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahimya Fatwa.................... 32

1. Faktor Sosial POlitiK...........covvveiriieiriciececrenvcncnniens 34

2. Faktor Sosial Budaya ........ccccocemeivinreneerecnnneercece e 37

C. Ribadan BungaBank...........ccccooiviininnn 38

1. Perspektif Agama-agama Samawi..........cccoocvvrirerenienennnnnn. 41

2. Perspektif Organisasi Masa Islam di Indonesia....................... 56

3. Bunga Bank dalam Pandangan Ekonom............cccceevnnen 58

- XV -



BAB Il FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA.......ccoiiiiiinnnns 63

A. Fatwa MUINomor 1 Tahun 2004 ... 63
B. Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Perbankan..............cc........... 67
1. UU Nomor 16 Tahun 1967 ........cocooouevicmniniciiieriiniiccenns 69
2. UUNomor 7 Tahun 1992 ......cccoriiiniencrrceeine 70
3. UU Nomor 10 Tahun 1998 .........cccciiiveeiiiinvecinec s 73
4. UUNomor 23 Tahun 1999 .......cooviirorreee e 75
C. Korelasi Fatwa MUI dengan Kebijakan Pemerintah dalam Sektor
Perbankan ............ccovervniiniinreccec e 78
1. Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah ........... e 87
2. Perkembangan Aset Perbankan Syariah....................cocooeee. 93
BAB IV VALIDITAS FATWA MUINOMOR L TAHUN 2004 ....................... 98
A.  Perspektif Hukum Islam. .l ..o e, 98
B. Perspektif Sejarah Sosial Hulum Islam . |.........c.c.ooovvvvvevnierens 114
BAB YV PENUTUP.....ooeereremiza il Al v 126
Al SIMPUlAN L e e s 126
B.  Saran-sagan,...s.s ... s g g, 0. 8 i oo @0 oeennns 127
LAMPIRAN ... L 128
DAFTAR PUSTAKA ......ccoovverin b S thecre e N b e 129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP........coeeeriieectecre e

-XVi -



BABI

PENDAHRULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an secara jelas menetapkan status keharaman riba. Pengharaman
riba muncul dalam al-Qur’an melalui metode tadriji (berangsur-angsur) pada
empat kali penurunan wahyu, dimulai dengan penegasan al-Qur’an bahwa riba
akan menjauhkan kekayaan/dari keberkahan Allah,' kutukan terhadap praktek
riba,” seruan kepada kaum Musliminuntuk| menjauhi riba apabila mereka
menghendaki adanya kesejahtera,an,3 danmterakhir yang turun menjelang
selesainya misi kerasulan, adalah kutukan keras bagi mereka yang mengambil
riba, menegaskan perbedaahtyang jelas -antara pemiagaan dengan riba.*
Rasnlullah saw. mengutuk bukan hanyagmereka~yang mengambil riba, tetapi
juga yang memberikan, yang.menulis dan para saksinya.’

Riba (4 ) secara harfiah biasa diartikan sebagai s, 3 atau tambahan atau

tumbuh, berkembang.’ Permasalahan tentang berapakah tambahan yang masuk

dalam kriteria riba menjadi persoalan serius dan menjadi bahan perdebatan

! Al-Raim (30): 39.

? A-Nfsa’ (4): 160-161.

3 Al-“Imréin (3): 130-132.

* Al-Baqarah (2): 278-280.

* Muslim, Shahih Muslim, “Kitab al-Masaqqah” (Semarang: CV. Thaha Putra, tt),
[:697, hadis no. 2995. Hadis dari Muhammad Ibn Shabah, Zuhair Tbn Harb dan Usman Ibn Abi
Syaibah, dari Husyaim dari Abu Zubeir dari Jabir. Lihat juga Imam Abi Dawud dalam Sunan 4bi
Dawud, “Bab fi Akl al-Riba wa Muwakkilihi”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 244, hadis no. 3333.
Hadis dari Ahmad ibn Yurus dar Zuhair dari Simak dari Abdurrahman ibn Abdufiah ibn Mas'ud
dari bapaknya, Abdullah. Juga Imam Tirmidzi dalam al-Jami’ al-Shdhih, “Bab Ma J3’a fi Akl al-
Rib3”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 340, hadis no. 1223. Hadis dari Qutaibah dari Abu ‘Awanah
dari Simak ibn Harb dari Abdurrahman dari Abdullah ibn Mas'ud dari Ibn Mas’ud. Juga dilihat
dalam Musnad Ahmad, “Biqi Musnad al-Mulktsirin”. (CD hadis).

S Attabik Ali, Kamus Arab Indonesia Krabyak al-‘Ashry, Cet. IV, (Yogyakarta: Multi
Karya Grafika, 20/45), hal. 956.



yang tidak kunjung usai di kalangan ahli hukura Islam (al-Fugaha).” Sebagian
di antara mereka, seperti halnya Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa segala
tambahan dari pokok harta, adalah perwujudan dari praktek riba. Pendapat ini
berimplikasi pada pengharaman suku bunga perbankan (interest), dengan tanpa
mempertimbangkan tingkat suku bunga yang berlaku maupun kedudukan
penerima bunga, sebagai kreditur (gl-mrugridh) ataukah debitur (al-mugtaridh)
perbankan.®

Pendapat ini tentu saja konfras,dengan pandangan kelompok kedua yang
diwakili oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, ahli terjemah al-
Qur’an, yang mengartikan riba- sebagai (usary ‘bunga yang tinggi’, dan
bukannya interest ‘bunga yang rendah’. Hal ini memicu munculnya persoalan
baru tentang perbedaan usury dengan’ inferest.” Suath tingkatan suku bunga,
apabila ditentukan oleh pasam.bisa..méenjadi ﬁnggi dan bisa pula menjadi
rendah, tergantung pada‘kuatnya permintaan damypenawaran atas dana yang
dipinjamkan, hakikat dan sejauh mana resiko dilibatkan serta laju inflasi.
Dengan demikian, apabila bunga bisa diterima, maka laju suku bungapun
seharusnya bisa juga diterima, dengan mengabaikan tinggi rendahnya suku

bunga tersebut. Karenanya, usury mestinya tidak dilarang, 1o

? M. Umer Chapra, Masa Depan llmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam (The Future

of Economics; An Islamic Perspektife), ed. Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.
221-222.

¥ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 1 (Hadyul Isldm Fatdwi

Mu’ashirah, ed. Achmad Yasin, Cet. II (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hal. 736-766.

® Usury berarti riba, makan atau menjalankan riba, sedangkan inferest bisa berarti

perhatian, minat dan bunga atau dibungakan. Lihat Kamus Inggris-Indonesia, An English-
Indonesian Dictionary, John M. Echols dan Hasan Shadily, Cet. XXIV, (Jakarta: Gramedia,
2000), hal. 327 dan 625.

' M. Umer Chapra, Masa Depan, hal. 222.



Sedangkan pendapat ketiga yang muncul dan merupakan pendapat paling
kontroversial adalah fatwa Rektor Al-Azhar Syech Muhammad Thanthawi
tentang halalnya bunga,'' yang menurut Syafi’i Antonio sarat dengan muatan
politis dan persaingan pasar obligasi di Mesir. "2

Dalam konteks ke-Indonesia-an, permasalahan riba dan bunga bank juga
menjadi objek kajian yang tetap’ saja menarik, sebagaimana nampak dalam
pandangan beberapa organisasi massadslampdi tanah air, seperti; Nahdlatul
Ulama, Muhammadiyah dan Pefsis (PerSatuanrlslam). Dalam Muktamar
Sidoarjo (1968), Muhammadiyah menetapkan 3 (tiga) status hukum perbankan,
haram untuk bank yang dikelola dengan sistem riba, halal untuk bank yang
dikelola tanpa riba, dan musytahibah-untulebanie=bankPemeringah.* Demikian
pula halnya dengan Nahdlatul Ulama melalui Munasnya di Bandarlampung
pada tanggal 21 s.d 25 Januari 1999, yang juga merekomendasikan bunga bank
konvensional kedalam 3’ (tiga) Kdtegoti hukurfi"haram, mubah dan syubhat.'
Pendapat kedua organisasi ini kontras dengan pendapat Persatuan Islam
(Persis), organisasi keislaman lain di Indonesia yang justru menganjurkan
untuk mengambil bunga yang diberikan oleh bank."

Lalu pendapat manakah yang paling mendekati kebenaran? Untuk

menyikapi permasalahan ini kita perlu bijak dengan tidak membenarkan satu

I M. Syafi’i Antonio, “Fatwa Kontroversi Riba Al-Azhar, Bag. 17, Republika, (Senin,
13 Januari 2003), hal. 4.

12 M. Syafi’i Antonio, “Sebuah Fatwa Dengan Dalil Lemah, Bag. 2", Republika, (Senin,
20 Januari 2003), hal. 4.

Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyyah, (Yogyakarta: PP

Muhammadiyah, t.t.), hal. 304-307.

M A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU
ke-1 s.d ke-29, (Surabaya: PP RMI, 1997), hal. 368-370.

13 Lihat A. Hassan, Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, ]. 3-4, (Bandung:
CV. Diponegoro, 2003), hal. 1191.



pendapat sementara yang lain kita persalahkan. Bagaimanapun, persoalan

bunga termasuk dalam lapangan ijtihad, di mana dalam kaidah fighiyyah

dikatakan bahwa :' simyy jazs¥ sigmyi,

Karena itu, penyikapan kita terhadap munculnya beragam pendapat
tentang status bunga bank harus diimbangi dengan obyektifitas dalam
memandang argumen yang meéndasari /muficuliya fatwa, sekaligus sebagai
usaha untuk keluar dari wilayah pérbedaan.” Jika demikian halnya, lalu
bagaimana dengan Fatwa MUI, dipenghujimg 2003 yang mengharémkan bunga
bank? Dari sisi substansi materiilnya/ saja, fatwa tersebut sudah memicu
munculnya sikap pro dan kontra antara mereka yang setuju dan yang tidak.
Mereka yang selama jinijaktif bergeraks~dan-hidup;,.dalam sgerakan ekonomi
syari’ah khususnya perbankan, tentu saja dengan sukacita menanggapi lahirnya
fatwa tersebut sebagai “kado manis di penghujung' 2003”. Sebaliknya mereka
yang telah mapan dengan—sistem konvensional,” walaupun untuk sesaat
terpengaruh, hanya memandangnya sebelah mata dan kemudian menganggap
sebagai bagian dari euphoria perpolitikan negeri ini."® Merujuk kepada
pendapat Azyumardi Azra, ada baiknya kalau sebelum mengeluarkan fatwa,
MUI sebaiknya memandang persoalan bunga bank dari berbagai perspektif,

baik politik maupun sosial budaya. Karena, apabila fatwa sudah keluar, maka

'6 Jalat al-Din al-Suyuthi al-Syafi’iy, al-Aspbah wa al-Nadzlir fi al-Furu’, (t.n.p.: Dar
al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), hal. 71. Juga dalam Ibn Nujaim al-Hanafy, al-Asybdh wa al-Nadzdir,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 115.

' Ibid, hal. 202.

12 htttp://www. kompas.com/accessed February 12, 2004.



yang nampak hanyalah nuansa hukumnya.' Perlu pula untuk dikajt, apakah
pemberlakuan suku bunga menjadi satu-satunya daya tarik sebuah bank.”
Selain itu, suatu penetapan hukum se}nestinya mengarah kepada usaha untuk
merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, untuk masa

sekarang maupun masa yang akan datang.21

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan kepada latar’belakang di atas, maka permasalahan yang
muncul dalam penelitian ini adalah :
1) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi iahimya Fatwa MUI tentang
pengharaman bunga bank tersebut ?
2) Apakah fatwa) tersebut/ memenuhi  Kniteria Suntuk™) merealisasikan

kemaslahatan” (}Lall s )?

C. Batasan Masalah
Dua sumber hukum tekstual pertama dalam Islam; al-Qur’an dan al-
Sunnah, telah secara jelas menetapkan status keharaman riba. Namun
demikian, mengapa riba diharamkan, masih saja menjadi persoalan yang

diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam, bahkan hingga hari ini, dan ini

19 pendapat ini dimaksudkannya untuk menanggapi fatwa MUI tentang pemimpin
perempuan. Namun menurut Penulis, pendapat tersebut cukup relevan untuk dikaitkan dengan
konteks fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Lihat Azyumardi Azra, Islam Substantif, ed.
Idris Thaha, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 119-121.

2 1 jhat “Bunga Bank Tak Lagi Jadi Daya Tarik”, Republika, (Selasa 17 Pebruari 2004),
hal. 3, kolom 3-4.

! Wahbah Zuhaily, Ushdl al-Figh al-Isldmy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986 M/1406 H),
J 11, hal. 1017. Juga dalam Sumanto ai-Qurtuby, KH MA Sahal Mahfudz;, Era Baru Figh
Indonesia, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hal. 1-22.



terkait utamanya dengan definisi dan identifikasi ‘idea moral’ di balik
pelarangannya. Begitupun terciptanya kemasalahatan bagi umat manusia,
sesuatu yang menjadi tujuan ditetapkan Syariat Islam (al-magashid al-
syari'ah), dengan mengesampingkan faktor suku, bangsa dan bahkan agama.

Dengan demikian, terbitnya Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Bunga (Interest/Faidah), bisa dianggap mewakili,sedemikian banyak persoalan
dan perkembangan pemikiran|hukumgdalam Islam, di samping merupakan
bukti bahwa Islam senantiasa dpplicable dan shalihun li-kulli zaman wa al-
makdn, juga menyiratkan adanya dimensi —kemanusiaan dalam sejarah
pembentukannya. Dalam kasus—<Fatwa MUI,>faktor-faktor yang mendasari
terbitnya fatwa, meliputi; faktor sosial politik dan budaya, dan adakah fatwa
telah mengarah kepada terwujudnya=upaya untuk mewujudkan kemaslahatan
menjadi sorotan utama dalam/penelitian ini:

Karena itu, sesual dengan temanya, maka-penelitian ini membatasi dirinya
pada persoalan sejarah sosial di sekitar fatwa, sebelum dan sesudah terbitnya

fatwa.

. Tujuan Penelitian
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk :

1) Mengetahui faktor-faktor yang melatari lahimya fatwa MUI tentang
haramnya bunga bank.

2) Mengetahui validitas fatwa, sehingga ada kepastian hukum untuk

diamalkan ataukah ditinggalkan.



3) Memberikan sumbangan akademik terhadap mutu fatwa dari sebuah

institusi resmi negara.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan dengan tema fatwa-fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) telah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh
M. Atho Mudzhar dengan judul; Fatwa-Fatwa Majelis Ulama In&onesia;
Sebuah Studi tentang Pemikiran \WHukum! Islam di Indonesia, 1975-1988
(Fatwas of The Council of Indonesia Ulama,; AStudy Islamic Legal Thought in
Indonesia, 1975-1988), merupakan, penelitian pertama yang menempatkan
fatwa-fatwa MUT sebagai objek utama kajiannya. Dalam penelitian yang
dilakukannya untuk'meraih gelar doktor<di UCL.A Universityjtersebut, beliau
menyimpulkan bahwa dalam merumuskan fatwa-fatwanya, MUT dipengaruhi 3
(tiga) faktor, termasukinyang-bersifat |politik"Béberaparfatwa memang hanya
terikat dengan satu faktor, namun adapula yang merupakan gabungan dan
beberapa faktor, sehingga sulit untuk menentukan faktor manakah yang paling
berpengaruh. Ketiga faktor tersebut adalah; kecenderungan untuk membantu
kebijakan Pemerintah,? keinginan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman
modern,” dan hubungan antara agama, yang dipengaruhi oleh persaingan di
antara umat beragama khususnya antara Islam dengan Kristen. Misalnya adalah

fatwa MUI tentang larangan bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal.

2 Seperti fatwa tentang peternakan kodok hijau, daging kelinci, pemotongan hewan
dengan menggunakan mesin dan fatwa tentang keluarga berencana.

2 Khususnya fatwa-fatwa yang terkait dengan dunia kedokteran, seperti fatwa yang
memperbolehkan sumbangan kornea mata dan cangkok jantung. Juga fatwa tentang keabsahan
Bandar Udara Raja Abd Aziz sebagai miqat jamaah haji asal Indonesia.



Juga fatwa mengenai perkawinan dan keluarga. Dalam fatwa mengenai
perkawinan, MUI bahkan terkesan mengambil sikép yang berlawanan dengan
al-Qur’an, karena melarang perkawinan dengan perempuan ah! al-kitab **

Untuk mendapatkan hasil penelitiannya, Atho menggunakan dua tingkat
penguraian. Pertama untuk menentukan identitas dan klasifikasi fatwa-fatwa
dalam hubungan isinya serta card Kerja para Ulama dalam merancang sebuah
fatwa, dan dalam kaitan ini, naskah-naskah aliran Syafi’i dipergunakan sebagai
sumber utama referensi, dan kedua,\untuk mengenali unsur-unsur sosio-politik
yang menyokong penetapan fatwa.”’

Kedua adalah penelitian tesis-yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni dengan
judul; Konsistensi Metode Istinbath al-Ahkam MUI Jawa Barat Tentang
Sertifikasi Halal (Bandung: PPs SGD, 2001)" Menurut Pedoman Fatwa MUI
yang ditetapkan melalui SK MUIFNeo=U596/MUL/X/1997, terdapat tiga bagian
proses utama dalam menentukan, fatwa, yaitu; dasar-ﬁasar umum penetapan
fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik dan kewenangan organisasi dalam
penetapan fatwa. Dasar-dasar umum penetapan fatwa pasal 2 ayat 1
mengatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada adillar al-ahkdm yang paling
kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Sedangkan ayat 2 menjelaskan
bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas dan dalil-dalil
hukum lainnya. Prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan 6 (enam) langkah,

yaitu; pertama, pembahasan dalam rapat komisi terhadap setiap masalah yang

2* M. Atho Mudzhar, Fatawl Majlis al-‘Ulamda’ al-Indonesia; Dirdsat fi al-Tafkir al-
Tasyri’ al-Isldmi bi Indonesia, edisi dwibahasa, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 139-141. Juga dalam
M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam, Cet. I1I, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2001), hal.
242-259.

% Ibid, hal. 8.



digjukan untuk diketahui substansi dan duduk masalahnya;, kedua,
dihadirkannya ahli yang berkaitan dalam rapat komisi untuk didengarkan
pendapatnya; kefiga, kajian terhadap pendapat imam mazhab dan fuqaha
dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dan cara istidial-nya dan
kemaslahatanya bagi umat, keempat, apabila terdapat perbedaan pendapat di
antara fuqaha, maka dilakukap~pemilihan,pendapat melalui metode tarjinh;
kelima, apabila rarjih tidak menyelesatkan masalah, maka dilakukan ilhag al-
masa’il binadzairihad dengan memperhatikan mdhdg bih, mulhaq alaih dan
wajh al-ilhaq, dan keenam, apabila ilhdaq tidak| menghasilkan produk yang
memuaskan, maka komisi melakukan ijtihad fama’i dengan menggunakan al-
qawd’id al-ushiiliyyat dan al-qawa’id al-fighiyyat. Kewenangan MUI dalam
berfatwa terbatas pada masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan
menyangkut umat Islam Indonesia=secara' nasional, dan masalah-masalah
keagamaan di suatu daerah\yang diduga dapaf meluas ke-dacrah lain. 28
Penelitian lain yang menempatkan fatwa MUT sebagai objek kajian adalah
penelitian yang dilakukan oleh Maftukhatusolikhah dengan judul, “Kontroversi
tentang Keabsahan Pemberian Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang
Menunda Pembayaran Hutangnya, Telaah atas Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-
MUI/IX72000”, 2002. Dalam penelitian yang dilakukannya untuk meraih gelar
Magister Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tersebut, peneliti mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok; (1)

apakah akar terjadinya kontroversi pendapat para ulama dalam permasalahan

% Ahmad Fathoni, Konsistensi Metode Istinbdth al-Ahkdm MUI Jawa Barat Tentang
Sertifikasi Halal, Tesis, Bandung: PPs SGD, 2001, dalam Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad
Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 170.
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pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
hutangnya, serta apa argumen yang dikemukakan oleh masing-masing pihak
dalam mempertahankan pendapatnya, dan (2) bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang permasalahan ini berkaitan dengan kontroversi pendapat tersebut.
Menurut peneliti, pihak yang setuju dengan adanya pemberian sanksi, di
antaranya Mustafa Ahmad az-Zarqa, Penasehat Agama (syar’i) pada Pusat
Pengembangan Persatuan Bank Investasiyyang berkedudukan di Riyadh Saudi
Arabia dén As-Sadiq Muhamad\ al-Amin ad-Darir, berpendapat bahwa
pemberian sanksi dalam bentuk gantiltugi (fa ‘widh) adalah sah dan tidak
mengandung unsur ribawi, karena|mengandunig pelajaran bagi nasabah yang
nakal. Dalam hal ini, az-Zarga menganalogkan dengan ghdsib yang harus
mengganti kerugianl karena menghalangt pemanfaatan barang oleh pemiliknya.
Sedangkan mereka yang tidak ‘setuju-denigan pemiberian sanksi, seperti Nazyah
Hamad Abdullah Ibn Bayh berargnmen bahwa“larangan pemberian sanksi
terhadap nasabah nakal sudah termasuk dalam larangan pengenaan riba. Dalam
bagian akhir, peneliti menilai bahwa Fatwa DSN-MUI tersebut masih terlalu
umum (global) dan perlu untuk ditindak lanjuti.?’

Sedangkan penelitian yang mengambil tema riba sudah banyak sekali
dilakukan, baik oleh peneliti dalam maupun luar negeri. Di antaranya adalah
penelitian tesis yang dilakukan oleh Syamsuddin dengan judul Praktek
Perbankan Bebas Riba; Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Surakarta 2003.

Dalam penelitian yang dilakukan untuk meraih gelar Magister Studi Islam

77 Maftukhatusolikhah, Kontroversi tentang Keabsahan Pemberian Sanksi terhadap
Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran Hutangnya, Telaah atas Fatwa DSN-MUI No.
17/DSN-MUVIX/2000, Tesis, Jogjakarta: PPs IAIN Suka, 2002 M/1423 H.
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Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tersebut, peneliti cukup banyak
membahas tentang riba dalam perspektif agama, khususnya Islam dan
ekonomi. Mengenai Jatar belakang turunnya ayat-ayat riba, peneliti
mengatakan bahwa di Mekah dikenal adanya 2 (dua) jenis riba, yaity ; riba
yang tidak menghasilkan (orang miskin) dan riba yang menghasiikan, yaitu
Saudagar Tanf dengan Saudagar-Mekah,~Sayangnya, pembagian ini tidak
diimbangi dengan penjelasan yang cukiip, dengan apa yang dimaksudkannya
sebagai riba yang menghasilkan dan\riba.yang tidak menghasilkan tersebut.?®
Dari keempat penelitian dizatas, [penelitian |yang dilaksanakan oleh M.
Atho Mudzhar menitikberatkan kepada'fatwa/yang dihasilkan MUI dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya dalam periode 1975-1988, penelitian Ahmad
Fathoni mengutamakan kepada metode istinbath al-ahkan~MUI, penelitian
Maﬂukhamsolikhah kepada aplikasi_fatwa\[DSN-MUI, sedangkan penelitian
Syamsuddin lebih cendemung kepada contoh-kasus perkembangan perbankan
syariah di Surakarta. Sehingga, menurut hemat penulis, penelitian fatwa MUI
tentang keharaman bunga bank dalam perspektif sejarah sosial hukum Islam,
merupakan sebuah tema yang masih saja menarik, mengingat keterkaitannya
dengan ketersediaan infrastruktur perbankan syariah di tanah air dan dalam
upaya merealisasikan kemaslahatan umat manusia, batk dalam kehidupan di
dunia maupun di akhirat. Sebuah upaya untuk mengaplikasikan Islam secara

kdffah.

 Syamsuddin, Praktek Perbankan Bebas Riba, Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri
Surakarta 2003, Tesis, Yogyakarta: MSI-UIL, 2003.
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F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research) dengan
pendekatan deskriptif, yaitu mengumpuikan d:ﬁa sebanyak-banyaknya
mengenai faktor-faktor yang mendukung.?’ Dengan demikian, maka penelitian
ini bukan dimaksudkan untuk—menguji—hipotesis tertentu, tetapi hanya
menggambarkan “apa adanya” tentang sésuatu variable, gejala atau keadaan.*
2) Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian inil adalah metode dokumentasi
dan metode obsérvasi atau pengamatan/ Mémurut Cooper dan Emory, penelitian
terdii dari empat kategori, yaitu pelaporan (reporting), gambaran
(description), penjelasan (explanation) dan‘ramalan (predittion).’! Penelitian
ini menggunakan desain penelitian deskriptif, yaituidengan menguraikan Fatwa
MUI tentang haramnyay bungal bank)yang ‘kemudian dianalisis dengan
menggunakan kaidah-kaidah Hukum Islam, khususnya teori a/-Istishlah.
3) Penentuan Obyek

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka obyek utama penelitian int
adalah Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Fatwa dalam pengertian
bahasa diartikan sebagai jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa).

Sedangkan pengertian syara’ adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu

? Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi V,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 86.

% Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cet. VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2003), hat. 310.

3! Winarmno S., Pengantar Penelitian Deskriptif, (Bandung: ttp, 1989), hal. 139.
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persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas
identitasnya maupun tidak, perseorangan maupun kolektif** Fatwa memiliki
kedudukan yang 'strategis dalam strata hukum Islam, karena seorang mufti
(pemberi fatwa) merupakan penerus tugas Nabi saw. Fatwa merupakan
substansi pemikiraﬂ hukum MUI, dan termasuk satu di antara 5 (lima) produk
pemikiran hukum Islam yang bisa diteliti dan dipelajari.®

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data'yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi, yaitu usaha untuk mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, transkip, buku,>stirat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.’® Data-data yang ditemukan
kemudian diklasifikasikan menjadi diia, data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dafi*hal-hat yang berkaitan langsung dengan objek
penelitian, seperti, Farwa MUIL_Nontor 1 {ahun/-2004 tentang Bunga
(Interest/al-Faidah), dan informasi-informasi lain yang terkait dengannya.

Pada mulanya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Bunga
(Interest/al-Faidah), bukan merupakan fatwa yang berdiri sendiri. Dalam fatwa
tersebut, MUI juga menetapkan 2 (dua) fatwa lain, yakni; tentang Penetapan
Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dan fatwa tentang Terorisme. Fatwa
tentang bunga masuk dalam romawi pertama fatwa, dan terbagi dalam empat

bagian, yaitu, (a) pengertian bunga (inferest) dan riba, (b) hukum bunga

32 Yusuf Qardhawi, Fatwa, hal. 5.

3% Kelima produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah, kitab-kitab fikih, keputusan
pengadilan agama, perundangan yang berlaku di negara Muslim, Kompilasi Hukum Islam dan
Fatwa. Lihat M. Atho Mudzhar, Pendekatan, hal. 245.

34 Suharsimi Arikunto, Prosedur, hal. 206
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(interest), (c) bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, dan (d)
tentang dasar-dasar penetapan. Fatwa dalam versi ini belum dilengkapi dengan
nomor, sebagaimana administrasi modern pada umumnya.

Kemudian, dalam versi resmi, beberapa hal nampak mengalami perubahan
yang bukan hanya mengarah kepada penyempumnaan dari sisi administrasi dan
redaksional, tetapi juga mengenajmateri-fatwa-Secara administrasi, fatwa sudah
dilengkapi dengan nomor urut,<dsementara dari |sisi redaksional antara lain
nampak dengan adanya beberaparangkaian’kalimat yang dibuang, seperti dalam
definisi riba.

Perubahan yang paling tajam,((adalahmefigenai muatan materi fatwa.
Fatwa yang sebelumnya memuat tiga materi hokum; bunga, penetapan awal
Ramadlan, Syawal; dan' Zulhijjah;=dan “Terorisme, ‘berubal” menjadi fatwa
khusus tentang bunga (interestnal-faidah); terpisah.dengan dua materi lainnya.
Fatwa inilah yang kemudian dikenal/dengan-Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004
tentang Bunga (/nterest/al-Faidah), dan disahkan pada tanggal 5 Dzulhijjah
1424 H/24 Januari 2004.

Dalam hal ini, penelitian akan diarahkan untuk mempelajari sejauh mana
akurasi argumen yang dikemukakan, maupun sumber-sumber otoritas yang
disebutkan. Penelitian tidak akan menganalisa keseluruhan sumber, tetapi
hanya beberapa.di antaranya, seperti, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab karya
al-Nawawi (t.t.p; Mathba’ah al-‘Ashimah, t.t.), dan Ahkam al-Qur’'an karya

Muhammad Ali al-Shabuny.
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Dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, pembahasan Al-Nawawi tentang
rba cukup luas. Setidaknya 20 (dua -puluh) halaman dari 441 sd 461

dikhusukannya untuk mengupas permasalahan ini. Dengan berdasarkan kepada

firman Allah yang berbunyi;®® ,— ) 3 e kY J>1y, menurut al-Nawawi, riba

adalah sesuatu yang diharamkan._Para-ulama felah sepakat akan hal ini dan
menyatakan bahwa riba termasuk;dalamydosa bésar (al-kabdir). Menurut an-
Nawawi, pengharaman riba dilaksanakan déngan | tanpa membedakan antara
laki-laki dan perempuan, antara seorang budak (hamba sahaya) maupun dengan
seseorang yang dalam status pesjanjian/(al<mukatab). Pengharaman riba juga
berlaku lintas wilayah, yakni dengan tidak adanya pemilahan antara Negara
Islam maupun Negara' non-Islam {(dar ‘al-hdrby), baik’ dalam-transaksi yang
terjadi antara dua orang muslim, mhaupun/yang terjadi antara seorang muslim
dengan non-muslim. Permasalahan(apakah orang muslim/ini memasuki Negara
non-Islam dengan aman atau tidak, bukaniah menjadi hal penting, karena;

‘sesuatu yang haram di Negara Islam adalah juga haram di Negara asing’

(0 A3 018 Sy sl > o15'L3). %

Kemudian untuk melihat faktor-faktor apa yang mendasari lahirnya Fatwa,
Penulis akan mempergunakan buku Fatawi Majlis al-'Ulama’ al-Indonesia;
Dirasat fi al-Tafkir al-Tasyri’ al-Islami bi Indonesia, karya M. Atho Mudzhar,
(Jakarta: CENSIS, 1996). Dalam penelitiannya tersebut, M. Atho Mudzhar

memetakan beberapa faktor yang mendasari lahirnya fatwa, menjadi tiga, yaitu;

¥ Qs al-Baqarah (2): 275.
3%al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, J. IX, (t.t.p: Mathba’ah al-*Ashimah,
tt.), hal, 442,



16

faktor kecenderungan membantu program Pemerintah, keinginan untuk
menjawab tantangan zaman dan hubungan antar agama.

Sedangkan data sekunder, yaitu jenis-jenis data yang dapat digunakan
sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan
dengan tema penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui kitab-kitab, buku-
buku, makalah, jurnal dan literatur-lain; yang, berkaitan dengan penelitian,
seperti; al-Asybah wa al-Nadzair fi al<Furu’, karya Jalal al-Din al-Suyuthi al-
Syafi’i, (tn.p..Dar al-Kutub al-Islamiyyahy tt), al-Asybdh wa al-Nadzair,
karya Ibn Nujaim al-Hanafy, @.t.p.. Dar al-Fikr, t.t.), Ushil al-Figh, karya
Muhammad Abu Zahrah, (Jakartd!' Pustaka/ Firdaus, Cet. VIH, 2003),
Pendekatan Studi Islam, karya M. Atho Mudzhar, (Yogyakarta: PT Pustaka
Pelajar, Cet. 111, 2001), dan lain-lait
5) Analisa Data

Metode analisa data‘yang digunakan datam“penelitian ini adalah metode
histories, deskriptif, komparatif dan analitis.

Metode histories digunakan ketika membahas tentang latar belakang
turunnya ayat-ayat riba. Demikian pula metode deskriptif. Metode komparatif
digunakan ketika membahas latar belakang munculnya beragam penafsiran di
kalangan ahli hukum Islam. Sedangkan metode analitis digunakan sebagai
pisau untuk menganalisa akurasi ketetapan hukum yang ditetapkan oleh fatwa

MUI Nomor 1 Tahun 2004.
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G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian int secara sistematik terbagi dalam 3 (tiga)
bagian pokok, yang merupakan satu kesatuan utuh alur pemikiran dan
sckaligus menggambarkan keseluruhan proses penelitian.

Bagian pertama terdiri atas 2 (dua) bab, bab satu dan bab dua. Bab satu
merupakan pendahuluan, memuat, latar belakang\masalah, rumusan masailah,
tuyjuan dan kegunaan penelitian, telaah ‘pustaka, kerangka teon, metode
penelitian dan . sistematika pembahasangyvang secara umum memberikan
informasi tentang berbagai aspek yang mendasari penelitian ini. Sedangkan
pembahasan dalam bab kedua, 1ebih /dititik beratkan pada uraian tentang riba
dan bunga bank dalam perspektif Islam dan_agama-agama samawi lain, riba
dan bunga bank dalam perspektif organisasi-organisasi masa Islam di Indonesia
seperti; Persatuan Islam, Muhafimadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan bunga
bank dalam pandangan'pelaku.ekonemi.

Sebagaimana bagian pertama, bagian kedua juga terdiri atas 2 (dua) bab,
yaitu bab tiga dan bab empat. Bab ketiga merupakan bab pembahasan. Dalam
hal ini akan diuraikan beberapa hal, yang meliputi; pengertian dan landasan
dalam penetapan Hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya
sebuah fatwa dan Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Sedangkan bab ke
empat yang merupakan bab analisis, meliputi; korelasi Fatwa MUI dengan
kebijakan Pemerintah dalam sektor perbankan, dan validitas Fatwa MUI dalam

Perspektif Hukum Islam dan Sejarah Sosial Hukum Islam.
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Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir, berisikan satu bab yaitu
bab ke lima, yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri

dengan lampiran daftar pustaka dan lain-lain.
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BAB II

FATWA DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Landasan
1. Pengertian Fatwa

Fatwa (s ) secara bahasa berarti ‘jawaban mengenai suatu kejadian atau

peristiwa. Sedangkan menurut syara’, farwd berarti ‘menerangkan hukum
syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik
penanyanya itu jelas identitdsriya maupun’ tidak, perseorangan maupun
kolektif 1

Pemberian fatwa (al-istifta’), sebagai, Salah satu metode penyelesaian
hukum dalam Islam dimulai semenjak abad ke - 7 dan ke - 8, khususnya di
tempat-tempat yang jauh dari kota besar atah dalam/persoalan-persoalan yang
tidak terdapat keterangannya dalam al-Qur’an dan Hadis. Ulama pertama yang
memberikan fatwa adalahrIbrahim,an-Nakha’i{(w) 96°H), diikuti Ata bin Abi
Rabah (w. 115 H), dan Abdullah bin Abi Nujaih (w. 132 H). Ketika kekaisaran
Turki Usmani mulai memasukkan hukum barat ke dalam dunia Islam, sehingga
muncullah dikotomi antara hukum umum (sekular) dengan hukum syariat,
kebiasaan memberikan fatwa dalam dunia Islam tidak berhenti karenanya.
Hanya saja, jangkauannya menjadi terbatas pada persoalan-persoalan pribadi,
dan dilaksanakan dengan berbagai cara. Menurut M. Atho Mudzhar, dewasa ini

terdapat tiga jenis negeri Islam dalam hal fatwa. Pertama, adalah negeri-negeri

' Yusuf Qardhawi, Fatwa; Antara Kejelian dan Kecerobohan, Cet. 1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), hal. 1.

19
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yang masih menganggap syariat sebagai hukum dasar, seperti Arab Saudi.
Kedua, yaitu negeri-negeri yang telah menghapuskan hukum syariat sama
sekali dan menggantikannya dengan hukum sekular, seperti Turki. Sedangkan
jenis ketiga, adalah negeri-negeri yang mengkompromikan kedua hukum
tersebut secara bersamaan. Indonesia, Tunisia, Mesir, Irak, dan Siria, termasuk
dalam jenis ketiga ini.’ Di Indonesia; kebjasaan,memberikan fatwa diberikan
oleh ulama secara perorangan, yang beflangsung hingga permuiaan abad ke-20.
Pemberian fatwa secara kelompokypertama kali dilakukan oleh Nahdlatul
Ulama dalam Kongres pertamanya,| [1926. Fatwa-fatwa yang dihasilkan
organisasi ini kemudian diterbitkan dalam sebuah buku dengan judut Ahkdam al-
Fugaha. Muhammadiyah, sebuah organisasi modern yang didirikan pada tahun
1912, dan sebelumnya tidak perniah memperhatikan soal fatwa, menyusul
dengan mendirikan Majelis Tatjih' pada tahun 1927, Fatwa-fatwa 6rganisasi ini
diterbitkan dengan judul Himpunan Putusan Majelis Tarith Muhammadiyah.
Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Seorang
mufii (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakaﬁ al-Syathibi, adalah penerus
tugas Nabi saw, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli warisnya.’
Dalam kapasitasnya tersebut, seorang mufif mer;yampaikan hukum-hukum
syari’at, mengajar manusia, dan memben peringatan kepada mereka agar sadar
dan hati-hati. Seorang mufiT juga menggantikan kedudukan beliau dalam

memutuskan hukum yang digali dari dalil-dalilnya melalui kemampuan analisis

2 M. Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, edisi dwibahasa, (Jakarta:
INTS, 1993), hal. 2-3. .

* Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Darda. Lihat Imam Abu Daud, Sunan
Abu Daud 3:317, “Bab ai-Hatsts ‘ala Thalab al-‘ilmi, “dan Sunan Tirmidzd 4:153, “Bab Fi Dzilal
al-Figh ‘ala al-'Ibadah.
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dan ijtihadnya. Inilah tugas khilafah (penggantian tugas) yang sebenarnya.
Dalam posisinya sebagai pengganti tugas-tugas Nabi saw. ini, al-Syathibi
berpendapat bahwa keputusan hukum yang ditetapkan seorang ng’t:‘, menjadi
wajib untuk diikuti dan dilaksanakan.® Imam Abu Abdillah Ibn al-Qayyim,
bahkan menganggap seorang mufi7 sebagai penerima mandat dari Allah swt
mengenai apa yang ia fatwakan.’

Memberikan fatwa adalah tugas luhirfidan mulia. Agar kualitas fatwa yang
dihasilkannya tetap terjaga, seorang,mujtahid perlu memperhatikan faktor-
faktor yang dapat menyeret hasil ijtthadnya- ke dalam kesalahan atau
penyimpangan.® Dalam kerangka ity [para lahia/ishul menetapkan beberapa
prasyarat bagi calon mujtahid.”

2. Landasan

Berfatwa memerlukan pemahaman /s€Cara komprehensif atas dalil-dalil
hukum, yang menjadi dasarataulandasan‘dalam istinbath-hukum. Dalil .adalah
sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki.®

Sedangkan menurut istilah, dalil adalah:

* Yusuf Qardhawi, Fatwa, hal. 14,

S Ibid.

¢ Yusuf Qardhawi, Ijitthad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan (al-
Ijitihdd al-Mu'dshirah baina al-Indhibdth wa al-Infirdth), Cet. 11, (Surabaya: Risalah Gusti,
2000), hal. 63-121.

7 Muhammad Amin Suma, [jtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Figih Islam, Cet. 11, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2002), hal. 68-70.

¥ Abu Ishagq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, al-Luma’ fi Ushal al-Figh, (Surabaya: Syirkah
Bungkul Indah, t.t.), hal. 3.
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Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan
pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’ yang bersifat
amali, baik secara gath'i maupun zhanni”.?

Landasan berfatwa adalah dua sumber tekstual; al-Qur’an dan al-Sunnah.
Dalam kedua sumber ini banyak terdapat lafal-lafal ‘am-khash, muthlag-
mugayyad, nasikh-mansitkh, dan- |, muhkam=mutasyabbih, yang masih
memerlukan penjelasan lebih| lanjut#®Di, kalangan ulama klasik, ternyata
terdapat perbedaan dalam memahami beberapadafal di atas, berdampak pada
munculnya perbedaan dalam meénentukan pola atau corak penetapan hukum
(al-istinbéth al-ahkam), maupun langkah-ldngkati/yang ditempuhnya.’®
a. al-Qur’an

Secara bahasa {etimologis), al-Qur’an merupakan masdar dari kata kerja

‘| yang berarti ‘bacaan’. 'Se€dangkan’ mentinit terminologi, Abu Syahbah

menyatakan bahwa al-Qur’anadalah:
Firman Aliah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang
memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bemilai ibadah, diriwayatkan
secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat a/-

Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas."!

® Abdul Wahhab Khallaf, ‘llmu Ushul Figh, Cet. VIII, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-
Islamiyyah, 1990), hal. 20.

' Munculnya perbedaan pendapat di kalangan mazhab, antara lain disebabkan oleh adanya
perbedaan dalam memahami lafal nash, hadis, dalam memahami dan menggunakan kaidah
lughawiyah nash, ta’arudl al-adillah, qiyas, penggunaan dalil-dalil hukum, ‘illat hukum dan
nasakh. Lihat Romli SA, Mugaranah Mazahib fil Ushul, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
1999), hal. 13-18.

1 Said Aqil Husin al-Munawar, Al-Qur’an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Cet.
11, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 4 -5.
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Kehujjahan al-Qur’an, terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang
tidak mengandung keraguan sedikitpun.'? Al-Qur’an secara pasti (al-qath’iy)
dinukil dari Allah SWT."

Sebagat sumber dari segala sumber hukum, al-Qur’an harus dilihat dari
sisi dalalahnya. Para ulama ushul biasanya menggunakan terma qarh’iy dan
dzanniy. Terma gath’iy dan hubufganiiya dengan nash, kemudian dibagi lagi
menjadi dua; gath’iy al-wuriid dangath'iy ‘alsdalGlac. Yang dimaksud dengan
Qath'iy al-Wuridd, adalah nash‘nashQyang sampai kepada kita secara
mutawatir, sudah pasti dan tidak dapat diragukanylagi. Sedangkan Qath’iy al-
Dalalat adalah kelompok nash-nash) yangbanya merujuk kepada satu
pengertian tertentu yang sudah jelas.

Sebagaimana terma gath’iy, terma dzanniy juga dibagi lagi menjadi dua
macam. Pertama, dzanniy al-wuriad, yaitu nash-nash yang masih diperdebatkan
keberadaannya karena tidak dinukil'seCara murawatir, dankedua, dzanniy al-
dalalat, yaitu nash-nash yang pengertiannya tidak tegas dan masih mungkin
untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari literalnya.”” Al-
Qur’an termasuk dalam kategori gath iy al-wuriid. Namun bila dilihat dari sisi
dalaldr-nya, maka nash-nash al-Qur’an ada yang qath'iy al-daldlat dan ada
pula yang dzanniy ai-dalalat. Nash-nash al-Qur'an yang termasuk dalam
gath’iy al-dalalat secara umum dapat diketahui dari lafal dan susunan kata-

katanya yang menyebutkan angka, jumlah, atau bilangan tertentu, sifat atau

12 Abdul Wahab Khallaf, Hmu, hal. 24. Lihat pula JM.S. Baljon, Tafsir al-Qur’an
Muslim Modern, terj. A. Niamullah Muiz, Cet. I11, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 1.

1 al.Qur’an, al-Dzikr (15): 9. :

“ Romli SA, Mugaranah, hal. 62.

1 Abdul Wahab Khallaf, [lma, hal. 35.
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nama dan jenis secara jelas. Sedangkan yang termasuk dalam kategori dzanniy

al-dalalat adalah bila lafal-lafalnya diungkapkan dalam bentuk umum (;w),
musytarak (8::1), dan mutlak (s%Y), yang mengandung banyak makna atau

pengertian yang tidak jelas. Nash-nash inilah yang menimbulkan perdebatan di
kalangan ulama.
b. al-Sunnah

Sunnah menurut bahasa, berarti_‘cara atau jalan yang terpuji maupun
tercela’. Sedangkan menurut istilah (terminologi), definisi a/-Sunnah dapat
dibedakan antara rumusan ah/ hadis-dan ahl-ushi/. Kalangan ahl hadis, secara
umum mensyaratkan adanya tiga komponen dalam al-Sunnah, yaitu ; al-agwal,
al-af’dl, dan taqrir Nabi'saw.

Sedangkan menurut ahlifushiilldan apli figh, seperti; Ajjaj al-Khatib dan
Abu Ishaq al-Syatibi, sependapat menyebutdriteria.al-Sunnah dengan: ucapan
Nabi saw., yang dapat dijadikan dasar (alasan) untuk penetapan hukum
syara’"" Definisi al-Sunnah menurut Abu Ishaq al-Syatibi adalah :

Apa-apa yang dinukil dari Nabi saw., secara khusus tentang apa yang

tidak dinashkan (disebutkan) kepada Nabi melalui kitab al-Qur’an, tetapi

ia vlahir dari Nabi sendiri, baik sebagai penjelasan terhadap al-Kitab
maupun tidak.

Dengan demikian, al-Sunnah meliputi ucapan-ucapan, perbuatan dan

pengakuan Rasulullah saw., sebelum maupun sesudah misi kerasulannya

16 Hafizuddin al-Nasafi, Kasyful Asrdr, Juz II, Cet. I, (Beyrut: Dér al-Kutub al-Islamiyyah,
1986), hal. 3. Juga Imam al-Subki, Matn Jam’u al-Jawdmi’, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dar al-
Thya al-‘Arabiyyah, t.t.), hal. 94, Juga Abdul Wahab Khallaf, Ilmu, hal. 36.

' Romli SA, Mugaranah, hal. 66-68.
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dimulai."® Definisi ini lebih luas dari ramusan ulama ushul, yang membatasi a/-
Sunnah hanya pada ucapan-ucapan yang disandarkan kepada Nabi saw., yang
mempunyai nilai hukum syara'. Artinya, ucapan-ucapan Nabi saw. yang tidak
memtliki relevansi dengan hukum syara’ atau tidak mengandung misi
kerasulannya, menurut ulama ushul, tidak termasuk a/-Sunnah.

Al-Sunnah bisa dibedakap—atas, dasar bentuk dan jumiah rawinya.
Berdasarkan bentuknya, a/-Sunnah dapat dibagi-menjadi tiga macam; sunnah
gauliyah, sunnah fi'liyyah dan sunnah tagririyyah.

Sedangkan berdasarkan kuastitas fawinya, para ulama juga membaginya
menjadi tiga macam, yaitu; sumnah mutawdtir; sunnah masyhir, dan sunnah
ahad. Sunnah Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang
banyak mulai dan™Sahabat, tabi’in dan tabi” al-tabi’in, dan tidak mungkin
mereka bersepakat mendustakafinya-'>-Sdnnah' Mitawatir kemudian dibedakan
menjadi dua macam. |Pertama, mutawatiy dari segi' lafal (al-mutawatir al-
lafdzy), yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafal dan makna yang sama.?
Kedua, mutawdatir maknawi (al-mutawdtir ma’nawi), yaitu hadis yang

diriwayatkan secara mutawdtir dalam makna, tetapi tidak dalam lafal*!

'®* Muhammad Mustafa Azami, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, ter. Ali
Mustafa Ya’kub, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 14.

1 Mahmud al-Thahan, Taysfr Musthalah al-Hadls, (Beyrut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 19.
Mutawatir berasal dari kata kerja fa-wa-ta-ra, semakna dengan fa-ta-ba-‘a, yang berarti berturut-
turut datang atau terjadi lagi. Lihat Atabik Aly dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Arab-
Indonesia Krabyak al-‘Ashry, Cet. IV, (Yogyakarta; PP Krapyak, 2000), hal. 608.

2 Seperti hadis yang berbunyi; © Lt ;s edaia [yl taesie o 8" o= Lihat Mahmud al-Thahan,
Taysir, hal. 20-56.

2! Seperti hadis tentang ‘mengangkat tangan sewaktu berdo’a’. Setidaknya terdapat seratus
buah hadis yang mengangkat tema sama, tetapi dengan menggunakan lafal atau marn yang
berbeda. Lihat Mahmud al-Thahan, Taystr, hal. 20.
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Sebagai sumber hukum kedua, al-Sunnah bisa dipabami dari dua sisi, yaitu
dan sisi keberadaannya sebagai dasar penetapan hukum dan dari sisi
dalalahnya terhadap hukum. Dan sisi keberadaannya sebagai dasar dalam
penetapan hukum, a/-Sunnah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu; gath iy
al-wuriid dan dzanny al-wurtid. Al-Sunnch yang termasuk gath'iy al-wuriid
adalah hadis-hadis mutawatir. /Sedangkan. a/-Supnah yang termasuk dalam

zanny al-wuriid adalah hadis-hadis mdsykiir danahad.

Demikian halnya dari sisi dalalahnyé, al-Stnnah dapat dibz;gi menjadi 2
(dua), vaitu, gath'iy al-dalalat dan dzanny al-dalalat. Yang dimaksud dengan
gath'iy al-daldlat adalah hadis-hadis*yang ’ memiliki pengertian yang
penunjukkannya sudah pasti dan_jelas. Sedangkan dzanny al-daldlat adalah
hadis-hadis yang makna lafalnya tidak menunjukkan kepada sebuah pengertian
yang jelas, karena masih menibuka Kemungkinan untuk diartikan dengan
makna lain.”?

c. al-Ijtthad

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa urgensi ijtihad terletak pada
kenyataan bahwa nash telah berakhir, padahal dalam sisi lain, waktu terus
berjalan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan yang datang silih Eerganﬁ
(al-wahyu gad intaha wa al-waqa’i la yantahi).” Persoalan dan peristiwa ini
terkadang sudah disebutkan hukumnya di dalam nash, namun seringkali pula
merupakan kejadian yang sama sekali baru yang belum ada ketentuan

hukumnya. Kondisi ini memeriukan usaha serius dan sungguh-sungguh untuk

2 Romli SA, Muqaranah, hal. 77.
B Abu Zahrah, Tartkk al-Mazahib fi al-Sipdsah wa al-Aqd’id wa al-Tarikh al-Mazhib
al-Fighiyyah, (Kairo: Dir al-Fikr, 1989), hal. 160.
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menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak ditunjukkan nash. Dengan
demikian, ijtihad terkait dengan kegiatan‘ penalaran yang membuka
kemungkinan munculnya beberapa sumber hukum yang lain. Para ulama
berbeda pendapat mengenai sumber hukum ini, tetapi hampir semua aliran
hukum Islam sependapat mengenai kehujjahan al-Iima’ dan al-Qivas. Kedua
sumber ini, dan juga sumber-suniberchukum, Tain, yang berasal dari penalaran,
bertugas menjalankan fungsi sub-ordinat dari dua sumber tekstual sebelumnya;
al-Qur’an dan al-Sunnah, dan berfungsi di bidang hukum untuk melaksanakan
kategorisasi atas semua perbuatar manusia,>

1) Iima’

ljma’ secara bahasa (etimologi), berarti_‘sepakat’ atau_‘konsensus dari
sejumlah orang terhadap sesuatu’. Dalam pengertian istilah ushul figh, ijma’
dapat dibedakan antara pengertian’ yang diberikan oleh ulama ushul figh klasik
dan ulama ushul figh kontemporer.

Menurut al-Ghazali,? ifma’ adalah kesepakatan umat Muhammad saw.,
atas satu dari beberapa perkara yang berhubungan dengan urusan agama.

Definisi ini masih mengundang perdebatan di antaranya tentang konsepsi ‘umat

* Penulis memilih statemen ini, mengingat masih adanya aliran yang mempertanyakan

kehujjahan al-Ifma’, seperti Daud al-Zahiri, yang membatasi ijma pada ijma shahdby. Demikian
pula al-Ghazali, seperti nampak dalam konsepsinya mengenai ijma. Persis (Persatuan Islam),
nampaknya cukup mewakili penggunaan ‘ijma terbatas’ ini dalam konteks organisasi masa Islam
di Indonesia. Lihat A. Hasan, Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, J. 3-4, Cet. X111,
(Bandung, CV. Diponegoro, 2003), hal. 1531-1546.

» Kategorisasi dilakukan dengan menempatkan perbuatan atau tindakan itu ke dalam salah

satu dari lima kategori; wajib atau fardhu, sunnah, mubah, makruh dan haram. Lihat Abdurrahman
Wahid, “Nilai-nilai Normatif dan Reaktualisasi Ajaran dalam Islam”, pengantar dalam Sa'di Abu
Habieb, Ensikiopedi [jma’, terj. K. H. MA. Sahal Mahfudz dan K.H. Musthofa Bisri, hal. ix-xvii

% Lihat dalam Romli SA, Mugaranak, hal. 78.
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Muhammad’. Bagi al-Ghazali, dan juga Ibn Hazm,” ijjma’ seakan menjadi
sesuatu yang tertutup kemungkinan terjadinya. Sebab, apa yang
dimaksudkannya sebagai ‘umat Islam’ adalah mencakup keseluruhan orang
yang beriman kepada Rasulullah saw., semenjak beliau diutus hingga hari
Qiyamat.”® Pengertian yang lebih spesifik diberikan — di antaranya, oleh Imam
al-Subki,”® yang menyatakan bahwa; gjma"adalahk kesepakatan para Mujtahid
setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Merhadap persoalan yang berkaitan
dengan hukum syara’.

Sedangkan dari kalangan Ulama ushul kontemporer, Abdul Karim Zaidan
mengatakan bahwa yyma adalab-kesepakatan|'ddari para mujtahid umat Islam
pada suatu masa tentang hukum syara’ setelah wafatnya Nabi saw.

Sebagai salah™satu sumber hukum Islam, ijma’ harus berpijak kepada
sejumlah unsur yang menjadi ‘dasar kesepakatan, ‘dtau Rukun [ima.** lima® pada
prinsipnya adalah kesepakatan ‘pendapat. Sebuah| Kesepakatan, bisa jadi
diperoleh secara tegas dan bisa jadi secaia inklusif. Karena itu, para ulama
ushul membagi ijma’ menjadi dua. Kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu

masa terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara’ dan

?7 Ibn Hazm dikenal sebagai pendukung kuat aliran Zahiriyyah, yang berpendapat bahwa

ijma sahabat adalah kesepakatan yang tiada bandingnya. Kesepakatan golongan lain yang tidak
disepakati oleh sahabat adalah batal. Lihat Hashi as-Shiddiai, Pokok-Pokok Pegangan Imam
Mazhab Dalam Membina Hukum Islam, Jilid I1, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 115.

2 Dalam penjelasan selanjutnya, al-Ghazali mengatakan bahwa ijma’ dapat dibagi menjadi

dua; ijma’ yang mencakup seluruh umat Islam tanpa membedakan apakah ia aktif atau tidak,
seperti wajibnya shalat, haji, zakat dan lain-lain. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa jjma’
tidak mungkin terjadi kecuali dalam hal yang tidak diragukan bahwa setiap muslim
mengatakannya. Karena kalau tidak, ia berarti telah kafir (keluar dari agamanya). Kedua, ijma’ ahl

‘ilmi, seperti perincian hukum shalat dan sebagainya. Ketetapan mereka tentang sesuatu hai

menjadi kewajiban bagi orang awam untuk melaksanakannya. Lihat Sa’di Abu Habieb,

Ensiklogedi, hal. xoodv
® al-Subki, Matn, hal. 176.
39 Abdul Wahab Khallaf, lmu, hal. 45-46.
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kesepakatan tersebut ditegaskan secara jelas oleh masing-masing mujtahid,
disebut al-ijma’ al-sarth. Imam Hafizuddin al-Nasafi menyebutnya dengan a/-
lima’ al-Qauli’' dan Abdul Wahab Khalaf menyebutnya al-ljma’ al-Haqigi
[jma’ ini menunjukkan kepastian hukum. Sedangkan kesepakatan sebagian
mujtahid tentang hukum satu peristiwa pada suatu masa, sementara yang lain
bersikap diam, tidak menerima ataupur-menolak disebut al-lima’ al-Sukiity.*
Para ulama berbeda pendapit tentang,kehujjahan ijma’. Perbedaan ini,
banyak dipengaruhi oleh persoalan-persoalan zsubstansial iji1a’; apakah
kesepakatan itu dalam arti kesepakatan| seluruh mujtahid tanpa terkecuali
ataukah hanya kesepakatan dari sebagian besar/mujtahid saja, dan aspek-aspek

internal masing-masing mazhab ushul **

2) Qiyas
Qiyas secara etimologi (bahé&sa) berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu

yang lain’ ( »0 « 2 =N 2050 /Sedangkan«.seécara—terminologi adalah

menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di
dalam nash, dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash, karena
di antara keduanya terdapat pertautan (persoalan) ‘i/lat hukum.

Qiyas harus memenuhi rukun dan syarat-syarat, meliputi; syarat bagi
pokok, syarat bagi cabang, syarat bagi hukum pokok, dan syarat bagi ‘illat
hukum. Qiyas yang dilakukan dengan mengabaikan syarat-syarat dan rukun

yang diperiukan, dipandang tidak sah.

3! Hafizuddin al-Nasafi, Kasyful, hal. 180.

32 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu, hal. 51.

3 Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi, hal. xooxviii

3 Romti SA, Mugaranah, hal. 84 dan selanjutnya.
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Kehujjahan giyas sebagai sumber dalil, sampai saat ini masih merupakan
permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pendapat
mereka mengenai hal ini, setidaknya terangkum dalam tiga paﬁdangan.
Pertama, para ulama yang berpandangan bahwa giyas adalah sumber dalil dan
bahkan merupakan sumber hukum yang wajib diikuti. Kedua, ulama yang
berpandangan bahwa giyds bukantah dalil; dan bukan pula sumber hukum.
Ketiga, ulama yang berpandangan bahWwa, giyds bukan dalil maupun sumber
hukum, tetapt hanya merupakan‘metode’(al<manhaj) dalam menggali sumber
hukum dari daliinya.

3) Al-Mashlahah

Al-Mashlahat berasal dari kata ‘al-shalah’ yang berarti ‘keadaan yang

baik’ (J ), BtAU ‘keadaan yang batk dan’ bermanfaal™ (wdy s J ).

Sedangkan secara istilah, menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Jaih
Mubarok*® adalah :

Sesungguhnya perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan adalah
maksud penciptaan, dan menyelamatkan makhluk dalam memperoleh
tujuan mereka. Akan tetapi, kami bermaksud (menjelaskan) bahwa yang
dimaksud maslahat adalah pemeliharaan terhadap tujuan syara’; dan
tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu;
pemeliharaan agama, pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan
keturunan, dan pemeliharaan harta mereka. Setiap sesuatu yang
mengandung pemeliharaan pokok-pokok ini adalah maslahat; setiap
sesuatu yang mempersempit pokok-pokok ini termasuk mafsadat; dan
menolak (sesuatu yang mempersempit penjagaan pokok-pokok tersebut)
adaiah maslahat.

Dengan demikian, menurut ai-Ghazali, maslahat memiliki dua sisi

pengertian, yakni; pertama, perolehan terhadap manfaat, dan kedua, penolakan

3% Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UTI Press, 2002), hal.
152, '
% Ibid, hal. 153.
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terhadap kesulitan. Al-Maslahat dibagi tiga, yaitu, mashlahat mu'tabarat,
mashlahat mulghat (ghair al-mu’tabar), dan mashlahat mursaldat. Mashlahat
mu'tabar adalah mashlahat yang pemeliharaannya didukung oleh dalil.
Mashlahat ini dibagi lagi menjadi tiga; dardriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.
Mashlahat mulghat adalah kemaslahatan yang diabaikan oleh syari’ (ulama).
Sedangkan yang dimaksud dengan-mashlahat-mursalat, menurut Ibn Burhan
adalah sesuatu yang tidak disandarkan_kepadaZayat al-Qur’an (dan hadis)
tertentu, baik yang bersifat global| maupun partikular *’

4) Al-Istihsan

Istihsan menurut etimologis’(bahasa) adalah ‘berusaha mendapatkan
yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk
dilaksanakan’ ** Sedangkan mentrut-istilah,\Abu’Hasan/al-Karkhi al-Hanafy*®
memberikan definisi sebagai berikut;

Berpindahnya seorangsmujtahid dari hal-penetapan hukum pada suatu

masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan

karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan

tersebut.

Penggunaan Istihsan sebagai sumber dalil, diwamnai oleh perdebatan
khususnya antara penganut aliran Hanafy dan Syafi’iy. Al-Syafi’i berpendapat
bahwa orang yang melakukan Istihsan telah menyerupai Syarik (Allah SWT).

Perdebatan ini sebenarnya bertitik tolak dari definisi [stiisan itu sendiri atau

37 Ibid, hal. 155-164.

: 3% al-Sarakhshi, Ushal al-Sarakhsi, Juz. 1i, Cet. X1I, (Krwait: Dar al-Qalam, 1977), hal.

200.
% Muhammad Abu Zahrah, Ushall al-F igh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), hal. 262.
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menurut siapa. Al-Karkhi al-Hanafy mengelompokkan /stihsdn menjadi empat
kemungkinan. Pertama, mengikuti hadis dan meninggalkan qiyas, kedua,
mengikuti (mengutamakan) gaul sahabdt atas giyas, ketiga, mengikuti adat
yang berlaku di masyarakat; dan keempat, mengikuti makna yang tersembunyi.

Dua kemungkinan pertama, adalah bentuk /stihsdn yang diterima oleh
kalangan Syafi’iyyah, dan al-Ghdzali menyebufnya Istihsan shahth, sedangkan
dua yang disebut_ terakhir adalah /stihs@n bétil/, dan merupakan jenis yang tidak

diterima oleh Syafi’iyyah.

B. Faktor-faktor yang mempengariuhi/lahirnya/sebuah fatwa

Fatwa adalah keterangan syara’ dalam suatu persoalan hukum. Sebagai
sebuah produk hukum'yang berasaldari hasil*pemikiran manusia (al-ijtihad),
maka fatwa masih membuka +peluang fmtuk’ dipertanyakan kekuatan yang
dimilikinya, bisa berubah“atau tidak.)Kalaupun berubah misalnya, perlu pula
untuk dibahas dan dipelajari lebih jauh menganai apakah faktor-faktor yang
mendasari terjadinya perubahan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh MB.
Hooker dalam pengantar bukunya /slam Mazhab Indonesia -

Islam, memang tidak berubah secara teori, dapat berubah dari segi praktek

sebagaimana ditunjukkan terus menerus oleh bermacam-macam fatwa.

Perubahan adalah faktor utama dan, karenanya buku ini dibatasi pada

keadaan dan masanya. Yang terjadi di masa depan merupakan ketetapan

Tuhan yang mesti ditafsirkan dalam fatwa-fatwa mendatang. *°

Dalam mazhab Syafi’i misalnya, perubahan fatwa ini nampak dengan

adanya Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid. Seperti pandangan Syafi’i tentang

rempah-rempah dan minyak ikan. Dalam Qaul al-Qadim, al-Syafi’i

“° M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, Cet. 11,
(Jakarta: Teraju, 2003), hal. 14.



33

berpendapat bahwa dalam keduanya tidak terkandung unsur riba, karena
statusnya sebagai alat atau permulaan (a/-Istishdb). Pandangan ini berubah
dalam Qaul al-Jadid, di mana al-Syafi’i berpendapat sebaliknya, dengan alasan
karena keduanya termasuk dalam kategori benda yang dimakan sebagaimana
biji-bijian. Di samping itu, keduanya juga termasuk dalam jenis makanan yang
diukur dengan timbangan atau takaran, sebagaimana telah dijelaskan dalam
hadis Nabi saw.

Dalam Qaul al-Qadim, al;Syafi’i menggunakan ra’y sebagai argumen,
sedangkan dalam Qaul al-Jadid=disamping 7a 'y)ia juga menggunakan hadis.*!
Faktor atau hal yang menyebabkan terjadinya perubahan fatwa al-Syafi’i dalam
Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid, juga dengan fatwa-fatwa lainnya inilah yang

dalam terminologi.Hukum Islar biasa dikenal.dengan istilah-al?illar ().*?

Uraian di atas, hanyalah"sata’ dari-sekian‘banhyak contoh kasus perubahan
hukum karena satu atan beberapa.faktor'yang, mémpengaruhinya. Penundaan
atau penyesuaian pelaksanaan Hukum Islam karena keadaan sosial budaya dan
politik, juga diakui sendin oleh Hamka, Ketua Umum MUI Pertama (1975-

1981).* Menurutnya, Hukum Islam bersifat dinamis. Hamka menunjuk

! Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qaul Qadim dan Qaxl Jadid,
Cet. 1, (Jukarta: RajaGrafindo Press, 2002), hal. 251.

T ‘Illat menurut bahasa berarti ‘penyakit berat’, dan ‘kotoran yang mengganggu wajah
seseorang’ Dalam istilah filsafat, ‘i//at berarti causa atau sebab, yaitu sesuatu yang dapat merubsh
sesuatu yang yang lain yang ditempatinya, di mana perubahan itu terjadi dengan sendirinya.
Karena itulah, ‘illar kemudian diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan yang lain bergantung
kepadanya, atau yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. Term ‘liat dalam filsafat hukum
Islam terkadang juga dipakai untuk sinomim sebab (a/-sabab), walaupun sesungguhnya di antara
keduanya terdapat sedikit perbedaan. Sebab adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hukum,
tetapi tidak menetapkan hukum, sedangkan ‘iffat menetapkan hukum. Lihat Juhaja S. Praja,
Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Unisba, 2002), hal. 65.

“* Hamka mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI, sebagai konsekwensi moral
atas pendiriannya mempertahankan berlakunya Fatwa MUIT yang melarang kehadiran umat Islam



34

Khalifah Umar ibn Khattab sebagai contoh baik seorang muslim yang
memahami semangat hukum Islam (ruh al-syari’ah), dengan menolak
memberikan sebagian dari zakat kepada orang-orang bukan Islam yang
diharapkan akan masuk atau yang baru masuk Islam (muallaf), dan
menghapuskan pelaksanaan hukuman potong tangan terhadap pencuri pada

musim paceklik.** Dalam kaidahAukum Istam dikenal kaidah yang berbunyi :

Wy gy 1Sy s e (S o

Perubahan hukum itu terjadi karena perubahan waktu, ruang, niat dan

manfaat.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fatwa antara lain :

1) Faktor Sagsial Politik

Manusia adalah makhluk §osial. Sedangkan hukum (Islam) disyareatkan
adalah untuk tujuan terwujudnya kemaslahatan.umat manusia. Karena itu,
pembicaraan mengenai hukum dalam Islam, adalah sésuatu yang tidak bisa
terpisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri; yang senantiasa penuh dengan
permasalahan sosial yang ada dalam hidup kesehariannya, atau dalam bahasa
E. Durkheim disebut dengan fakta sosial.

Fatwa tentang penggunaan minyak babi sebagai ‘pengantar’ dalam
pembuatan zat perasa, ajinomoto, nampaknya bisa menjadi contoh kasus ini.

MUI dengan secara tegas menyatakan haramnya ‘pemakaian ajinomoto bagi

pada upacara perayaan Natal. Suatu kebijakan yang dianggap merugikan penguasa yarg tengah
giat menjalankan program kerukunan antar umat beragama. Lihat M. Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa,
hat. 71-73.

“ Ibid, hal. 65.
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umat Islam. Namun Pemerintah, melalui Presiden Abdurrahman Wahid
menyatakan bahwa ajinomoto layak konsumst.

Hal yang sama juga nampak dalam fatwa tentang pelarangan penggunaan
alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Devices) dalam Program Keluarga
Berencana, karena pemasangannya melanggar aurat kaum wanita. Fatwa yang
muncul pada tahun 1971, ini/oleh; Pemerintdh dianggap dapat merugikan
keberhasilan Program Keluarga: Beréncana, schingga Pemerintah berusaha
sekuat tenaga membujuk para julamauntuksmenarik fatwa tersebut. Usaha ini
baru memperoleh hasilnya |dua belas tahun kemudian, 1983, setelah
diadakannya Konferensi Ulama di’Jakarta di bawah dukungan keuangan dan
Departemen Agama dan BKKBN.*

Sebenarnya, masuknya kepentingan politik dalam fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh Komisi Fatwa” MUI, bukahlah merupakan hal yang sama
sekali baru. Pendirian 'MUlL.sendiri{ yang.diprakarsai-ofeh pemerintah Orde
Baru, kental dengan nuansa politis. Misalnya adalah fatwa tentang program
Keluarga Berencana, fatwa tentang penerimaan azas tunggal Pancasila, dan
lain-lain.*

Selain faktor sosial dan politik, persoalan ekonomi nampaknya juga ikut
mengambil peran dalam mempengaruhi munculnya sebuah fatwa. Dalam

sejarah Fatwa MUI, kita bisa merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan tanggal

* Ibid, hal. 71.

“ Dalam fatwa tentang penerimaan azas tunggal Pancasila misalnya, digunakan kaidah
figh (figh legal maxim) vang berbunyi ‘sesuatu yang tidak bisa diterima seluruhmya, maka tidak
perlu ditolak semuanya’. Artinya bahwa pada saat pendirian Negara Islam menjadi sesuatu yang
dilarang/tidak boleh, maka menerima negara Pancasila, di mana di di dalamnya diberi kebebasan
untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, menjadi pilihan yang harus diterima. Lihat Sudirman
Tebba, Sosiologi Hukum Islam, Cet. 1, (Yogyakarta: UTI Press, 2003), hal. 10.
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12 November 1984, yang menyatakan kehalalan betemmak kodok hijau bagi
umat Islam, namun dalam sisi lain, fatwa ini menyatakan keharaman memakan
dagingnya. Dalam fatwa ini, nampak sekali bahwa MUI mengambil sikap
kompromi di antara dua aliran hukum islam, dan dalam kasus ini juga bisa
diartikan memiliki tujuan untuk ‘mendamaikan’ dua MUI Propinsi yang
bersitegang. Persoalan ini dipicu; eleh kebijakan Pemerintah, yang
menganjurkan para petani di | Sumatefa \Barat-untuk beternak kodok hijau.
Untuk memperoleh dukungan; Departemen” Pertanian Sumatera Barat
berinisiatif mengirimkan surat kepada Majelis—Ulama daerah tersebut untuk
meminta pendapat mengenai soal-beternak dan memakan daging kodok hijau.
Dalam sidang tanggal 21 Juli 1984, majelis ulama daerah menyimpulkan
bahwa membudidayakan maupun memakan kodok hijau a;dalah sesuatu yang
dibolehkan dalam Islam. Argumen mereka dalam hal ini adalah bahwa setiap
makhluk hidup yang dapat_dimakan yang_diciptakan-Allah di dunia pada
dasarnya adalah halal (boleh dimakan), kecuali beberapa binatang tertentu yang
jelas dilarang dalam al-Qur’an. Larangan ini tidak ditemukan dalam kodok
hijau. Fatwa ini memicu munculnya reaksi dan Majelis Ulama NTB, yang
menyatakan sebaliknya. Mereka beralasan bahwa kodok bisa hidup di darat
maupun di air dalam waktu bersamaan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi’i.
Pertikaian dua Majelis Ulama Daerah ini membuat bingung masyarakat dan
Pemerintah, sehingga rencana perluasan wilayah peternakan ke beberapa
propinsi dihentikan. Untuk itu, Sekretaris Menteri Muda Peternakan

mengirimkan surat kepada MUI pada tanggal 17 Oktober 1984, untuk
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menanyakan persoalan tersebut dalam pandangan agama. Kemudian, Komisi
Fatwa menggelar sidang di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1984, dengan
mengundang wakil-wakil majelis ulama daerah, termasuk Sumbar dan NTB,
sejumlah Dekan Fakultas Syariah dari seluruh Indonesia, dan beberapa pakar
dari IPB. Hasilnya, adalah fatwa kompromistis yang menggabungkan pendapat
diperbolehkannya beternak kodok -dan ,mazhab Maliky dengan larangan
memakan daging kodok dari mazhab Syafizi *’

2) Faktor Sosial-Budaya

Kultur dan budaya termasuk faktor yang memiliki tempat khusus dalam
kajian hukum Islam. Adat kebiasaan (a/<urf) bahkan dijadikan sebagai salah
satu metode dalam penetapan hukum Jslam, *® dan terkait dengan tujuan
penetapan hukum,”yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam
masyarakat. Karenanya, apabila’ swatu’ masyarakat sudah memiliki norma
hukum kebiasaan yang baik, dan.dapat menjaminterwuyudnya ketertiban dan
keadilan sosial, maka hukum tersebut dikukuhkan oleh Islam. Sebaliknya,
Islam akan merevisi dan menggantinya dengan hukum baru apabila hukum
kebiasaan yang sudah berlaku pada masyarakat tersebut tidak mencerminkan
rasa keadilan.*

Namun demikian, apa yang disebut sebagai faktor kultur dan budaya suatu

masyarakat ternyata sangat luas. Jalal al-Din al-Suyuthi memberikan kriteria

tentang bagaimana suatu adat (a/- ‘urf) bisa menjadi faktor yang berpengaruh

‘M. Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa, hal. 85-86.

# Jalal al-Dien al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nadzdir fi al-Furn’, (Beyrut: Dar al-Kutub al-
Islamiyyah, t.t.), hal. 63.

* Sudirman Tebba, Sesiologi, hal. 4-5.



38

terhadap hukum Islam. Di samping itu, dalam pembahasan mengenai adat
kebiasaan, perlu juga diperhatikan apabila ternyata adat tersebut bertentangan
dengan hukum syara’. Secara umum, kasus pertentangan adat dengan hukum
syara’ dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, apabila terjadi
pertentangan antara adat dengan ketentuan syara’ yang tidak memiliki
implikasi hukum, maka adatlah yangdijalankan:Contoh dalam kasus ini adalah
apabila ada orang yang bersumpzh tidaK kan miakan daging. Ia tidak dikatakan
sebagai orang yang mengingkari sumpah dengan memakan ikan, walaupun
Allah sendin menyebut ikan|sebagail bagian_dari daging. Sedangkan yang
kedua, yaitu apabila adat bertentangdn| déngan ketentuan syara’ yang

mengandung implikasi hukum, maka ketentuan syara’lah yang didahulukan.®

. Riba dan Bunga Bank

Riba (\— ) secara bahasa bdrarti a/ziyadairatau tdmbahan. Pengertian ini

bersumber dari firman Allah SWT dalam S. al-Nisa (4): 29.°!
,_,LL_JL_J‘,‘_<__..¢£J~_,._, il 591 |L,JJ._J|L45L.‘

Hai orang-orang yvang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

% Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Asybak, hal. 66-71.
* Al-Nisa’ (4): 29.
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Sedangkan menurut istilah, terkait dengan penafsiran lafal al-bathil (juuh)

di atas, terdapat beragam definisi yang berbeda secara redaksional di kalangan
ahli hukum Islam. Raghib al-Asfahani dan Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip
Syafi’i Antonio’> misalnya, keduanya berpendapat bahwa riba adalah
“penambahan harta atas pokok”, baik tambahan itu sedikit maupun banyak.
Definisi ini masih sangat umum, danlbeluh meémberikan penjelasan yang
cukup, khususnya apakah penambahanfitu diberikan atas dasar keikhlasan si
peminjam (kreditur), atau karena.dipefsyaratkan debitur. Definisi yang relatif
lebih lengkap diberikan oleh Ibn al-*Arabj\al-Maliki, di mana riba menurutnya
adalah :*

Pengertian  riba  secarq bahasa —adalah | tambpahang=namun  yang

dimaksudkan riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap pénambahan vang

diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang

dibenarkan syariah.

Pengertian Ibn al-‘Arabi ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh
Badr al-Din al-*Ayni dalam Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari.*

Sedangkan M. Ali al-Shabuny berpendapat bahwa riba adalah tambahan

yang diambil oleh debitur dari kreditur karena adanya tambahan waktu.>> Hal

M, Syafi’i Antonio, Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek, Cet. 1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2002), hal. 39.

*> Ibn al-* Arabi, Ahkdm al-Qur’dn, 1, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al’ Amaliyyah, t.t.), ha.
321,

** Badr al-Din al-‘Ayni, Umdatul Qdri Syarah Shahih al-Bukhdri, (Constantinople:
Mathba’ aal Amira, 1310 H), vol. V, dalam M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hal. 38.

* M. Ali al-Shabuny, Tafsir Ayas al-Ahkam, J1, Cet. 1, (Beyrut: Dar al-Kutub al-

*Amaliyyah, 1999 M/1420 H), hal. 271.
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yang kurang lebih sama, juga terdapat dalam definisi Qatadah,” dan mengarah
kepada praktek pengambilan riba jahiliyyah.
Adanya khilaf di kalangan ahli Hukum Islam (al-fugahd) int juga

dirasakan oleh Im3m al-Nawawi al-Syafi’i, di mana riba menurutnya adalah :*’

oty o W 2 3 0L 4 elrliplybod Cali) 63,501 UL ¢ s HAS0 JB
A ol O OT A Jast Ol 49 pS b tidiarcielrls S giind) 45 s Jots aif LAuS
Jr 0 aslyr JUIG 83l Ll gelendil ) e lalondlis pgne DISTLe Jglslé) O 3 @, OF 30

A e U 3l a2 LY 5ol Al 0y ¢

Penjelasan Imam NawawiZni memberikan pengertian bahwa salah satu
bentuk nba yang dilarang roleh| al-Qurian' maupun al-Sunnah adalah

penambahan atas harta pokok karena unsur waktu (|~ 5545 JWig sy 5 (b)), atau

dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah ‘bunga kredit’ berdasarkan
lamanya waktu peminjaman (kredit).

Transaksi pengganti atau” periyeimbang yang dimhaksudkan di sini adalah
transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut
secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.”
Karena itu, berdasarkan beberapa definisi sebagai‘mana tersebut di atas, maka
dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah

pengambilan tambahan dari pokok secara batil.

% 1 ihat dalam M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hal. 39.

57 an-Nawawi al-Syafi’i, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, J. IX, (tt.p: Mathba’ah al-
‘Ashimah, t.t.), hal. 442.

¥ M. Syafii Antonio, Bank Syariah, hal. 38.
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1. Perspektif Agama-Agama Samawi

Semua agama samawi, melarang dijalankannya praktek riba karena di
dalamnya terkandung bahaya yang besar. Beberapa bahaya yaﬁg terkandung
dalam riba tersebut, antara lain :

(1) riba menyebabkan munculnya permusuhan di antara sesama anggota
masyarakat. Riba juga dipandang sebagai il yang menurunkan semangat
al-ta’awun (tolong menolong) di antara mereka.

(2) Riba menyebabkan naiknya harta tanpa adanya.usaha atas harta tersebut.

(3) Riba menjadi perantara a/-isti 'mar.

(4) Islam mengajak kepada manusia agar) suka menolong saudaranya dengan
sebuah pinjaman yang baik (al-gard! al-hasan), apabila memeriukan
pinjaman.

a. Perspektif Islam

Untuk membahas tiba dalam perspektif.Islam, setidaknya dapat dilakukan
melalui tiga bidang kajian; al-Qur’an, al-Sunnah dan Figh.

1) Riba dalam al-Qur’an

Larangan riba dalam al-Qur’an tidak disampaikan secara langsung, tetapi
secara bertahap (tadarruj) dan didahului dengan berbagai larangan lain yang
secara moral tidak dapat ditoleransi dan dibenarkan. Al-Qur’an menganjurkan

kepada umatnya untuk menolong fakir miskin dan anak-anak yatim di

sekelilingnya. Barangsiapa yang tidak mendirikan shalat dan tidak

memperhatikan fakir miskin, menurut al-Qur’an, diancam dengan hukuman

% Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, J. 11, (Beyrut: Dir al-Tsqafah al-Istamiyyah, 1.¢.), hal.
124-125.
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siksa neraka,” karena dalam harta benda orang-orang kaya terdapat bagian
untuk fakir miskin.®'

Menurut Abdullah Saeed, riba {4 ) dalam al-Qur’an bisa dipahami dalam

8 (delapan) arti, yaitu; pertumbuhan (growing), peningkatan (increasing),
bertambah (swelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big), besar
(grear), dan bukit kecil (hillodk)® Namun demikian, dari beberapa makna
tersebut, dapat diambil satu pengertian umum yakni meningkat (increase),
baik dalam sisi kualitas maupunr kuantitasnya, Ada beberapa pendapat lain
yang menjelaskan riba, namun-secara” umum-terdapat benang merah yang
menegaskan riba sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi' jual beli
maupun pinjam meminjam sccara—batilataw, bertentangan~dengan prinsip
mu’amalah dalam Islam.* Orarig-:Afab mefigenal riba dari orang Yahudi, jauh
sebelum kedatangan Islam; Riba yang, diambil jeleh orang Yahudi berkisar
antara 40 sampai dengan 100 %.%

Wahyu pertama yang membicarakan larangan riba dan turun dajam
periode Mekkah adalah surat al-Riim (30): 39.

Ayat ini oleh kalangan mufassir kiasik dipergunakan untuk mengartikan
riba sebagai gift (pemberian), sehingga Ashan (w.370 H/980 M), dan Ibn

Manshur sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saced, menjelaskan bahwa riba

0 Q.S. 74:43-44, 69: 34, 89:17-20.
1 Q.8. 70:24-25, 68:17-33.
2 Abdullah Saced, Bank Istam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer

tentang Riba dan Bunga (Islamic Banking and Interest; A Study of the Prohibition of Riba and

its Contemporary Interpretation) alih bahasa M. Ufuqul Mubin dkk, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003), hal. 32-34.

“ M. Syafii Antonio, Bank Syariah, hal 37.
8 Ensiklopedi Islam, Cet. 111, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 167-168,

artikel “Riba”.
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terdiri atas nba yang dilarang dan riba yang dibolehkan (legal) menurut
hukum.*> Penafsiran {interpretasi) Ibn Manshur dan Ashari ini, selain
memmbulkan dorongan bagi para mufassir mutaakhkhirin untuk menemukan
interpretasi baru terhadap larangan riba yang disesuaikan dengan konteks
ketika istilah tersebut dipergunakan, tidak memberikan pemahaman lain
tentang riba. Karena, di samping keduanya tidak bisa mendapatkan contoh
pemakaian istilah riba yang digunakan dalam makna gift (pemberian), istilah
riba dengan makna ini bahkan tidakinampak pada masa sebelum dan setelah
datangnya Islam.

Pembicaraan riba yang lain, dan/turin dalam periode Madinah adalah QS.
al-Nisa (4): 160-161, berisikan informasi telah dilarangnya riba bagi orang
Yahudi, tetapi mereka tetap memakan (mengambilnya), sehingga mereka
menerima laknat dan azab "dari Altah VSWT. Konteks riba d:;llam ayat int
menggunakan ‘falwih’, bukan‘tashrih’, sehingga.mennrut Muhammad Al al-
Shabuny, dalam ayat ini tidak terdapat keharaman riba bagi orang Islam.*

Ayat kedua turun setelah terjadinya peristi‘wa Perang Uhud (3 H/625 M),
hampir 11 (sebelas) tahun sejak turunnya larangan pertama dalam periode
Mekkah, adalah Surat al-‘Imran (3): 130. |

Ayat ini harus dipahami dengan konteks saat turunnya, dan terkait dengan
kesalahan yang terjadi dalam Perang Uhud. Saat itu, umat Islam hampir meraith

kemenangan tetapi karena kesalahan beberapa orang yang terpengaruh oleh

% Riba yang sah menurut hukum dalam pandangan Tbn Manshur adalah setiap bentuk
pemberian seseorang kepada orang lain yang diharapkan hanya untuk mengharapkan sesiatu yang
lebih baik di masa mendatang (akhirat).

% Muhammad Ali al-Shabuny, Tafsir, hal. 276-277. Lihat juga Abdullah Saeed, Bank
Islam, khususnya hal. 28-53.
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harta, menyebabkan kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi
kekalahan tragis dengan terbunuhnya 70 orang syahid, yang meninggalkan
banyak anak yatim, para janda dan orang lanjut usia yang sangat membutuhkan
bantuan finansial untuk menopang kehidupan mereka selanjutnya.

Menurut ayat yang turun di Madinah ini, niba jelas diharamkan. Namun
demikian, pengharaman masih/bersifat/ parsial\(juz’i), belum menyeluruh
{(kully), karena yang diharamkan-adalah jenis riba yang fakhis atau riba yang
terlalu keji karena sangat mencekik;pbunganya [berlipat ganda dan sangat
memberatkan peminjam (debitur); Pengharaman riba dalam konteks ini sama
dengan status ketiga pengharaman minuman keras'pada surat a/-Nisa (4): 43, di
mana minuman keras hanya diharamkan pada waktu-waktu sholat.

Dalam analisa Thabari (w. 310 H/923 M), dan Abi Zaid ibn Aslam (w. 136
H/754 M), penggunaan statemen™janganlah kamu memakan riba’ dalam surat
al-‘Imran (3): 130, menunjukkan./diperbolebkannya=mengkonsumsi riba
sebelum datangnya Islam,”” sehingga setiap hutang yang tadinya kecil akan
dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat
menghabiskan seluruh kekayaan pihak yang berhutang (debitur), meningkat
secara berlipat ganda, dan debitur mustahil dapat melunasinya. Ini
menunjukkan bahwa praktek nba pada masa pra-Islam (riba jahiliyyah) adalah

meliputi segala bentuk tambahan (peningkatan) jumlah hutang yang menjadi

S7 Thabari, Jami’ al-Baydn fi Tafstr al-Qur'an, J. IV, (Beyrut: Dar al-Ma’rifah, 1986),
hal. 59,
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tanggungan debitur, apabila tidak dapat mengembalikan hutangnya pada waktu
vang telah ditentukan.®®

Wahyu terakhir tentang larangan riba yang turun pada tahun 8 H (630 M),
adalah QS. Al-Baqarah (2): 275-280. Pemakaian istilah riba dalam versi ini,
sebagaimana dijelaskan oleh kalangan Mufassir klasik, seperti; Thabari,®
Zamakhsyari (w. 538 H/1144 MY,"Sdan Tbn Katsir (w. 744 H/1337 M), tidak
memiliki perbedaan dengan makna_yang, dipakai pada masa awal turunnya
wahyu yang melarang riba, dan"merjuk langsung terhadap praktek riba pra-
Islam. Pandangan yang sama juga dibefikan oleh Rasyid Ridla (w. 1935 M).”!

Surat al-Bagarah (2). 275-280)|uni, |mengatakan bahwa orang yang
memakan riba digambarkan sebagai orang yang tidak dapat berdiri, melainkan
seperti berdirinya“orang yang kerasukan setah karera ketetiferaman jiwanya
terganggn. Namun demikian=Allah=- masth/ mémberikan kelonggaran bagi
mereka yang belum “sampai_kepada merekd lardngan’Tuhannya”.”* Larangan
riba dalam konteks ayat ini, mengarah kepada riba nasi’ah yang banyak
dipraktekkan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Apabila larangan itu telah
sampai kepada mereka dan mereka tetap saja mengambilnya, maka mereka

diancam akan ditetapkan sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya.

%% Interpretasi Thabari ini kemudian dibantah oleh Jassas (w. 370 H/980 M), dari mazhab

Hambaly yang beranggapan bahwa pernyataan Thabari ini tidak didukung oleh fakta sejarah.
Menurutnya, riba yang dikenal dan dipraktekkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyyah adalah
meminjam uang {dalam bentuk dinar atau dirham} dengan menetapkan suatu pembatasan khusus
{waktu) mengenai kesepakatan kelebihan dari nilai pokok pinjaman maupun di atas jumlah
pinjaman. Lihat Abu Bakar Akhmad Jassas bin Ali al-Razi, Ahkdm al-Qur’dn, J. 1, (Beyrut: Dar
al-Kitab al-* Arabi, 1355 H), hal. 465.

* Thabari, Jami’, J. 1L, hal. 67.
™ zamakhsyari, Kasysydf ‘an Haqdiq al-Tanzil, (Calcutta: Mathba’ah ‘al-Laysi, 1856),

hal. 179-180.

7! Rasyid Ridla, Tafsfr al-Mandr, X1, (Cairo: Dar al-Manr, t.t.), hal. 94.
™2 QS. Al-Bagarah (2): 275.
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Penegasan Allah dalam ayat ini kemudian diikuti dengan pernyataan tentang
kehalalan jual beli,” perintah untuk bertaubat dengan meninggalkan sisa riba,™
dan ancaman bagi mereka yang tidak mau meninggalkan riba, karena hak orang
yang berbuat baik dengan meminjamkan kepada orang lain adalah sejumiah
harta pokok, sehingga mereka tidak menga:niaya dan tidak pula teraniaya,”
memberikan tambahan waktu k€pada orang yang merhinjam sehingga mereka
mendapat kelapangan, dan akan lebihy baik- kalau hutang itu kemudian
disedekahkan atau dibebaskan.®

2) Riba dalam Sunnah

Sedikit berbeda dengan al-Qurian;'|konteks riba dalam Sunnah dapat
berupa pinjaman atau pembayaran jual beli yang ditangguhkan ataupun
praktek-praktek jual beli tertentu pada masa pra-Islam, walaupun tetap
memiliki dasar rujukan yang“sama=déngan’ al*Qur’an, yakni permasalahan
hutang piutang. Selain itu]_pembahasan riba «ddlam/Sunnah juga memiliki
permasalahan tersendiri, mengingat sedikitnya pembahasan dalam literatur
hadis, sebagaimana juga diakui oleh Umar ibn Khattab (w.23 H/644 M),
sehingga beliau berpesan agar bukan saja riba yang ditinggalkan, tetapi juga

ribah (keraguan).”” Dalam sebuah kesempatan, Nabi SAW menyebut riba

™ QS. Al-Bagarah (2): 276.

™ QS. Al-Bagarah (2): 278.

” QS. Al-Bagarah (2): 279.

76 S. Al-Bagarah (2): 280.

7 Menurut Umar ibn Khattab, Nabi SAW wafat tanpa meninggalkan pesan yang
menerangkan makna riba dalam al-Qur’an. Lihat Ibn Katsir, Tafsfr, I, hal. 335. Dalam HR.
[Jsamah, Rasulullah saw, bersabda; “Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah (menanti)”. Lihat juga
Bukhari, Shahik al-Bukhdiri, Kitib al-Buyu’, Bab Ba'i al-Dindri bi al-Dinari Nasa’an, Semarang:
Karya Thaha Putra, t.t.), J. Ifl, hal. 31. Juga dalam Muslim, Shahlk Muslim, Kitab al-Buyu’, Ba’i
al-Ta’am Mithlan bi Mithlin, hal. 697. Hadis dari Hakam Ibn Musa, dari Haql, dari al-Auza’i, dan
‘Atho’ Ibn Abi Rabah, dari Abu Sa’id al-Hudzry, dari Ibn Abbas.
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sebagai bagian dari tujuh perkara yang merusakkan. Karena itu, beliau
berpesan kepada umatnya agar mereka menjauhi 7 (tujuh) perkara tersebut,”®
adanya ancaman laknat Allah bagi mereka yang bersekutu dalam sebuah
transaksi riba,” dan bahwa dosa memakan riba, bagi Allah, adalah tiga puluh
enam kali lebih berat daripada dosanya orang yang berzina tanpa sengaja (ai-
khathi’ah), memiliki sembilan pululr sembitan p_intu (tingkat) dan serendah-
rendahnya adalah seumpama lakillaki yang berzina dengan ibunya sendiri.®
Keterbatasan literatur hadis‘imy menurut Abduilah Saeed, menuntun kita
agar menggunakan istilah-istilah lain [yanhg mengandung kesamaan maksud;
yaitu; istilah pinjaman (/oan) ratau/ hutang| (ded?). Namun sekali lagi, hadis
tentang pinjaman (loan) atau hutang (debt) yang tidak terkait langsung dengan
riba menyebabkanSebagian ulama B€rpendapat bahwa aktualisasi dilarangnya
riba sebenarnya terformulasikan “-dari’ Ketentdan jual beli, sebagaimana
dijelaskan hadis,® sehingga tidak imengherankan.apabila-mereka berpandangan
bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an, ketentuan riba yang
dijelaskan oleh Nabi terkait dengan transaksi jual beli, - dan - bukan termasuk
dalam pinjaman atau hutang. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat
mayoritas ulama yang mengatakan bahwa seluruh riba dalam al-Qur’an adalah
bentuk pemaksaan beban hutang terhadap debitur yaﬁg melanggar pelunasan

hutang sampai batas waktu yang ditentukan, sedangkan larangan dalam Sunnah

7® Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Harairah. Lihat dalam Muslim, Shahth Muslim, hal.
697 Lihat juga Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J. 111, hal. 124.

” Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidz, dari Jabir ibn
Abdullah. Lihat Sayyid Sabiq, Ibid.

% Hadis Riwayat ad-Daruquthniy, dari Abdullah ibn Handzalah. Ibid.

¥ Abdullah Saeed, Bank Islam, hal. 54.
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dikaitkan dengan bentuk aktifitas jual beli (sale). Di antara hadis yang
membicarakan riba, adalah hadis yang populer dikenal dengan “hadis tentang
enam komoditi”, yaitu:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandung dengan gandum, gerst

dengan gerst (semacam gandum yang dipakai untuk campuran bir), kurma

dengan kurma, garam dengan garam: dapat ditukar dengan cara suka

sama suka, kadar yang sama, secara langsung dari tangan ke tangan. Jika

komoditi yang ditukarkan berbeda, maka lakukan transaksi itu sesuai yang

kamu ingini, jika dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan secara

langsung (tidak ditangguhkan).®

Untuk menggunakan keseluruhan tuntutan teks hadis, sebagaimana dalam
versi lain sering diketemukan adanya<penggunaan istilah “mitsian bi mitslin”
(suka sama suka), “sawaan bi sawain”, (berdasarkan ketentuan yang sama),
“‘aynan bi ‘aynip” (Sceara \langsung -dari ‘person| ke/ person), yang dapat
dipahami sebagai kesamaan dalam kualitasy kuantitas, ukuran, maupun aspek-
aspek yang lain, dalam artian.-tidak-ada satupun yang diistimewakan melebihi
vang lain, seperti dikatakan Abu Yusuf (w.182 H./798 M.), adalah tidak
mungkin, karena di samping tidak adanya keterangan yang mengharuskan
penggunaan seluruh kriteria hadis, ini juga merupakan sebuah kesulitan
tersendiri. Karena itulah, para ulama biasanya hanya menyoroti aspek-aspek
khusus dari setiap persamaan (equality).®’

3) Riba dalam Figh

Pembahasan riba dalam terminologi hukum Islam (al-figh) berawal dan

‘illat yang terangkum dalam enam buah hadis tentang komoditi dan beberapa

82 Muslim, ShahTh, V, hal. 44.
8 Abdullah Saeed, Bank Islam, hal. 56.
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komoditi lain yang memiliki kesamaan ‘i//at melalui metode analogi (al-giyas).
Dengan demikian, aspek pelarangannya tidak hanya dilihat dari sudut pandang
sosial dan moral saja, tetapi dengan mendirikan kandungan hukum secara
mandiri ketika hadis tidak memberikan perhatian terhadap sebab-sebab
dilarangnya kbmoditi tersebut. Itulah sebabnya, para ulama kemudian
mengadakan identifikasi terhadap—iffar dengan. berpijak kepada term khusus
yang terdapat di dalam hadis**{ Permdsalahanniya adalah bahwa para ulama
tidak sependapat dalam memandang™‘iflar hukum suatu komoditi,¥ yang
berdampak pada timbulnya  Zkonsckuensi hukum yang berbeda-beda.®
Identifikasi terhadap ‘if/ar ini menyebabkan hadis memiliki cakupan yang lebih
luas. Mazhab al-Zahin bahkan menolak pembatasan hanya dalam enam jenis
komoditi yang disebutkan” hadis. "Karena ‘itu;“penting” untuk memahami lebih
dahulu apakah yang dimaksudkan--dengan “i//ar hukum dan apa pula
perbedaannya dengan Arkmah yang dalam [sisi {din)juga.dipahami sebagai hal
yang menjadi tujuan syara’ (al-maqashid al-syari’ah). Pembahasan ‘illat di
kalangan Filosof Muslim, sebenarnya bersumber dari pandangan Aristoteles.’
Dalam analisa Abdullah Saeed, setidaknya te‘rdapat dua titik sentral yang

menyebabkan munculnya perbedaan dalam menafsirkan riba di kalangan para

$ Ibid, hal. 60.
% ‘Illat emas dan perak misalnya. Menurut Hanafiyah, yang menjadi ‘i/lar adalah kadar

berat dan ukurannya, sedangkan kalangan Syafi'iyyah, Malikiyah dan Hanbaliyah memandang
masa (kurun waktu) peredarannya (currency) yang menjadi ‘illar hukuinnya. Abdullah Saeed,
Ihid, hal. 61,

% Misalnya telur. Menurut Hanafiyah, apabila terjadi pertukaran antara satu telur dengan

dua telur, maka hal ini termasuk riba karena perbedaan kadar dan ukuran. Menurut Syafi’iyyah hal
ini tidak boleh karena telur bukanlah makanan pokok, dan Malikiyyah membolehkan karena tefur
bukanlah jenis makanan pokok yang biasa disimpan dalam jangka waktu lama seperti halnya
gandum,

% Juhaja S. Praja, Filsafdt Hukum Islam, (Bandung: LPPM-UNISBA, 2002), hal. 65-66.
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ahli hukum islam (ael-fugdha), yaitu: (1) larangan ribal dipahami dengan
menekankan péda aspek rasional dengan mengusung unsur keadilan sebagai isu
utama pelarangannya. Mereka yang aktif menyokong paham ini adalah mereka
yang kemudian disebut sebagai Reformis, dan (2) larangan riba dipahami
berdasarkan legal formal sebagaimana dikonseptualisasikan dalam hukum
Islam, khususnya aliran klasik"yang kemudian disebut sebagai aliran Neo-
Revivalis yang menekankan bahwa setidplbunga adalah riba.®®
(a) Pandangan Reformis

Unsur ketidakadilan (a/-zudm) yang |dijadikan argumentasi oleh kalangan
reforrrﬁs seperti hainya; FazlurRahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said
an-Najjar (1989) dan Abdul Mu’'min al-Namir (1989), bersumber dari
pernyataan al-Quran, ‘/a fadzlimiind wa-la tudzlamin (kamu tidak menganiaya
dan tidak pula teraniaya). Aspek moral Pelarangan riba dengan tema adanya
ketidakadilan (a/-zulm) i jugamenjadi pandangan beberapa ulama klasik,
seperti; Razi, Jbn al-Qayyim dan Ibn Taimiyyah. Kenyataan bahwa pemberi
pinjaman (/ender) akan semakin kaya, sementara peminjam akan semakin
miskin dalam pandangan Razi, dan adanya kasus penangguhan pembayaran
hutang oleh kalangan miskin dalam pandangan Ibn al-Qayyim,
mengindikasikan adanya aspek moral pelarangan riba. Argumentasi inilah yang
kemudian mendasari pandangan kalangan reformis, bahwa secara moral, riba
ikut menopang terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat.* Pandangan

reformis ini pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan bahwa termasuk

%8 Abdullah Saced, Bank Islam, hal. 71.
¥ Ibid, hal. 73.
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dalam kategori riba adalah yang tujuan akhirnya mencerminkan tindakan
amoral, yang secara langsung berhubungan dengan sosial ekonomi yang
mendasari saling keterikatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.”

Dengan kata lain, penambahan atas sejumlah harta pokok asalkan tidak
menimbulkan eksploitasi, seperti pemberlakuan bunga dalam perekonomian
modern, dalam pandangan méreka;>ladalah sésuatu yang bisa diterima
sepanjang tidak berlipat ganda (&d ‘afah muda 'dfah), seperti dijelaskan dalam
Q.S. al-Imran (3):130. Ketika melihatitanggapaft mayoritas mustim terhadap
bunga, Fazlur Rahman berkata : | -

Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan sangat bijaksana
fetap berpegang teguh pada keimanannya, mengatakan bahwa al-Qur’an
melarang seluruh bentuk bunga. bank. (Menanggapi penjelasan tersebut)
sedih rasanya| pemahamanyang mereka, dapatkan/dengam) mengabaikan
benuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa
al-Qur'an mencelanya sebagal perbuatam, k€ji dan kejam, mengapa
menganggapnya sebagai tindakan eksgloitatif serta melarangnya, dan apa
sebenarnya fungsi bunga pada saat ini.’'

Pendapat ini berseberangan’ dengan pendapat-yang menyatakan bahwa
Q.S. al-‘Imran (3):130, merupakan tingkat pertama larangan riba. Penggunaan
term ad'afan mudd 'afah, adalah untuk menerangkan praktek riba yang telah
dijalankan ofeh orang-orang Arab, dan tidak menerangkan ketentuan bunga
(interest) yang tidak diperbolehkan. Dalam Q.S. al-Baqgarah (2). 275-278, al-
Qur’an bahkan secara jelas menyebutkan bahwa setiap bentuk tambahan yang

melebiht dar nilai pokok yang dipinjamkan adalah riba dan hal itu dilarang.

Dengan demikian, aplikasi ayat ini dalam bentuk penerapan bunga dalam

% Muhammad Asad, The Massage of the Quran, (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1984), hal.
633.

%! Lihat Fazlur Rahman, “Challengges and Opportunitics” in Alford T. Welch and Pierre
Chacia (ed.) Islam: Past Influence and Present Challenge, (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1979), hal. 326,
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perekonomian modern, bukanlah suatu yang urgen apakah ia berlipat ganda
atau tidak, tetap ataupun berubah-ubah.’* |

Kalangan modemis lain, seperti Dawalibi, politisi kontemporer Syria,
berpendapat bahwa larangan riba dalam al-Qur;an bertumpu pada konteks
untuk meringankan beban penderitaan para fakir, miskin, kelompok masyarakat
femah dan pihak yang terbelenggu-oleh—beban kutang dan tidak mampu
melepaskan din. Dengan demikian, ribdjyang dilarang adalah bunga konsumtif,
dan bukan bunga produktif yangberada difluar fenomena Qur’ani.”

Pandangan bahwa riba dalam al-Qur’an mengarah kepada larangan riba
konsumtif, juga menunai kritik“dari(méreka/yang menyandarkan pendapatnya
terhadap informasi Thabar, bahwa praktek riba pada waktu dilarang di Arab
(Hijaz), umumnya~digunakan untuk-tujuan produksi.

Selain beberapa hal tersebut di.atds;"permasalahan apakah larangan riba
berlaku individual ataukah mem@asukkan juga badan hukum, termasuk dalam
daftar permasalahan yang menjadi kajian para ulama. Begitupun mengenai
penerimaan bunga oleh individu dari suatu badan hukum. Kemudian adapula
yang mengatakan bahwa yang dilarang al-Qur’an adalah usury bukan inrerest,
dan antara bunga nominal dan bunga real.

(b) Pandangan Neo-Revivalis
Rerbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok ini lebih menekankan

pada bentuk legal larangan riba. Menurut mereka; al-Qur’an (2:275-280) telah

%2 Abd. Razzaq Sanhuri, Masddir al-Hagq fi al-Figh al-Isldmi, 111, (Beyrut: al-Majma’ al-
‘Arabi al-Islami, 1967), hal. 241-242,

3 Abu Zahrah, al-Buhits fi al-Riba, (Kuwait: Dar al-Buhits al-‘Ilmiyyah, 1970), hal. 52-
57.
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secara jelas menyatakan bahwa hanya uang pokok yang boleh diambil, maka
tidak ada jalan lain kecuali mengartikan riba sesuai dengan pernyataan tersebut.
Dengan demikian, adanya ketidakadilan maupun sebaliknya dalam sebuah
transaksi pinjaman, bukanlah sesuatu yang relevan untuk terus diperdebatkan.
Kalangan Neo-Revivalis utama seperti halnya Mawdudi dan Sayyid Quthb
menyatakan bahwa adanya unsur ketidakadilan adalah raison d'efre dari
larangan riba. Mawdudj menafsitkan riba,dengan jumlah yang diterima oleh
pemberi pinjaman dari peneritha \pinjaman dengan angka bunga pasti.**
Begitupun Chapra dan Muhammad Uzatr, yang menyatakan bahwa bunga
dengan segala bentuknya adalah'samid|dengafi riba[*

4) Jenis-Jenis Riba dan Barang Ribawi

(a) Jenis-jeniis Riba

Riba secara garis besar dapat‘dibedakan‘atas2 {dua) kelompok, yaitu; riba
utang-ptutang dan riba jual’beli /Riba’utang-pititafigydibagi,lagi atas riba gardh
dan riba jahiliyyah. Demikian pula riba jual beli yang terbagi atas riba fad! dan
riba nasi'ah.

(b) Barang Ribawi

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, pembahasan riba dalam sunnah
lebih banyak mengacu kepada hadis tentang “enam ‘komoditi”. Menurut ahli
figh, jenis-jenis barang ribawi meliputi:

(1) emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun lainnya.

%4 Abdullah Saeed, Bank Islam, hal. 87.
%5 Ibid, hal. 88.
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(2) bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan

makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.”®
b. Perspektif Agama-Agama Lain

Riba bukanlah permasalahan baru yang muncul bersamaan dengan
disyariatkannya Islam sebagai agama terakhir. Sebelum kedatangan Islam, riba
telah menjadi kajian kalangan YahudizYunani, Romawi dan Kristen.

1) Riba dalam Perspektif Yahudi

Larangan praktek pengambilan bunga bagi orang-orang Yahudi banyak di
muat dalam Old Testament (Kitab Perjanjian [:ama) maupun dalam undang-
undang Talmud. Dalam Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 misalnya,
dinyatakan bahwa; ‘“Jika engkau meminjamkan kepada_ salah seorang
ummatKu, orang yang miskin di antaramu, maka jaﬁganlah engkau berlaku
sebagai penagih hutang terhaddp dia: Janganiah “engkau bebankan hutang
kepadanya”. Hal yang sama juga'nmampak dalam, Kitab Deuteronomy (Ulangan)
pasal 23 ayat 19 dan Kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7.5

2) Riba dalam Perspektif Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani (VI SM-I M), terdapat beberapa jenis bunga, yang
bervariasi dan tergantung jenis kegunaannya. Secara umum, jenis pinjaman
bunga dan nilai bunga yang dikenakan dapat dikategorikan dalam 4 (empat)
jenis, yaitu; pinjaman biasa (6 — 18 %), pinjaman properti (6-12%), pinjaman

antarkota (7-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12-18%).

% M. Syafii Antonio, Bank Syariah, hal. 42.
*7 Ibid, hal. 65-66.
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Pada masa Romawi antara abad V SM sampai dengan IV M, saat itu
terdapat undang-undang yang membenarkan praktek pengambilan bunga
selama sesuai dengan ‘tingkat maksimal yang dibenarkan hukum’ (maximum
legal rate), dan tidak bunga berbunga (double countable). Pengainbilan bunga
yang berlaku saat itu dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkat suku
bunga, yaitu; bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa
di Roma (4-12%), bunga untuk daerahsaklukan-(6-100%) dan bunga khusus
Byzantium (4-12%).

Praktek pengambilan bunga pada masa ini mg¢hunai kecaman dan protes,
khususnya dari para ahli filsafat, Seperti; Plato|(427-347 SM), Aristoteles (384-
322 SM).

Plato berpendapat bahwa bunga berdampak pada munculnya perpecaban
dan perasaan tidak puas dalam Tasyarakat. Bunga merupakan alat golongan
kaya untuk mengeksploitasi__golongan® miskin.) Sédangkan Aristoteles
memandang praktek pengambilan bunga sebagai suatu bentuk ketidak adilan.
Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange). Sehingga tidak
pada tempatnya apabila sebagai alat tukar, uang dapat menghasilkan tambahan.
Bunga adalah wang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu
yang belum tentu pasti terjadi.

Penolakan praktek pengambilan bunga juga dilakukan oleh ahli filsafat

Romawi, seperti halnya; Cato (234-149 SM), dan Cicero (106-43 SM).”®

% Menurut Cato, perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai resiko, sedangkan
memberi pinjaman dengan bunga merupakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Saat itu,
dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara pencuri dengan pemakan bunga. Pencuri
didenda 2 x lipat, sedangkan pemakan bunga didenda 4 x lipat. 7bid, hal. 67-68.
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3) Riba dalam Perspektif Kristen

Dalam ajaran Kristen, larangan praktek pengambilan bunga tidak
disebutkan secara jelas. Namun demikian, kalangan Kristiani berpendapat
bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas:34-5, dipandang sebagai ayat yang
melarang praktek ini.

Ketidaktegasan ini berdampak pada.muncuinya beragam penafsiran di
kalangan pemuka Kristen tentang bolehdidaknya pengambilan bunga.”

2. Perspektif Organisasi Masa'Islam di Indonesia

a. Persatuan Islam (Persis)

Mengenai riba, organisasi ini memiliki| pandangan yang sangat kontras
dengan dua organisasi massa keislaman lain di Indonesia, Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama, yang juga akan dibahas kemudian. Tidak banyak yang
penulis temukan dalam hal ini,“famun ‘setidaknya”pandangan organisasi ini
dapat kita lihat dari pernyataan-Ahmad Hasan.(AH), satah satu tokoh sentral
organisasi. Ketika diajukan pertanyaan kepadanya tentang bagaimana hukum
menerima bunga dari bank, ia menjawab bahwa; ‘kelebihan yang kita terima
dari bank bangsa manapun, asal saja secara sekarang ini, tak dapat dikatakan
haram. [a berpandangan, bahwa sikap yang tidak mau menerima renten dari
bank justru dapat dipandang salah lantaran melepaskan hak tidak pada
tempatnya.'® Bunga yang ada di bank sekarang (saat itu), menurutnya boleh

diambil, dan bahkan harus diambil. Lebith Ilanint Ahmad Hasan

* Ibid, hal. 69-73. .
19 A. Hasan, Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, J. 3-4, (Bandung: CV.
Diponegoro, 2003), hal. 1191.
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mempersilahkan untuk mempelajari argumentasi pendiriannya tersebut dalam
sebuah buku yang ditulisnya dengan judul Kitab Riba.'®
b. Muhammadiyah
Pandangan Muhammadiyah mengenai riba dan bunga bank dapat di lihat
di antaranya dalam buku Himpunan Putusan Majelis 1arjih Muhammadiyah.
Pembahasan dimulai dengan defintsi-riba-yang-dilarang oleh syara’ yaitu rukar
menukar mas dengan mas, perdk dengan perak dan makan dengan makanan
lebih melebihi. Namun demikian, pinjammeminjam dengan melebihi itu haram
apabila menggunakan akad/perjanjian, sedangkan apabila tidak memakai akad
maka hukumnya boleh.'”? Pembahasan’ lebih-dilaksanakan dalam Muktamar
Sidoarjo (1968), yang memutuskan; (1) riba bukumnya haram dengan nash
sharih Qur’an dan-Sunnah, (2) bank-dengan“sistem riba hukumnya haram dan
bank tanpa riba hukumnya halal,/dan.{3)‘bunga‘yang diberikan oleh bank-bank
negara kepada nasabahnya atau)sébaliknya termasuk pefkara musytabihat.'®’
c. Nahdlatul Ulama (NU)
Pembahasan secara komprehensif dan mempakan keputusan terakhir
mengenai bunga bank di lingkungan Nahdlatul Ulama, dilaksanakan dalam

Munas 1999 di Bandarlampung,m“ yang merekomendasikan hukum bunga

Y A. Hasan, Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, J. 1-2, (Bandung: CV.
Diponegoro, 2003), hal. 678.

2 Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: PP
Muhammadiyah, t.t.), hal. 297-299.

193 Keputusan ini disertai saran kepada PP untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi
sistem perekonomian yang sesuai dengan kaidah Islam. Jbid, hal. 304-307.

14 Dalam beberapa forum lain yang diselenggarakan sebelum Munas, NU juga pernah
membahas permasalahan bunga dan riba, seperti; Muktamar ke-14 di Magelang (1939 M/1351 H),
tentang hukum pinjam dari Koperasi, Kongres ke-2/1927, mengenai ‘hukum menerima gadai
dengan mengambil manfaatnya, Muktamar ke-12/1937 di Malang, mengenai hukum menitipkan
uang di bank; Muktamar ke-25/1971 di Surabaya, mengenai hukum mendepositokan uang; dan
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bank konvensional ke dalam 3 (tiga) kategori, haram, mubah dan syubhat.
Pendapat pertama mempersamakan bunga dengan riba secara mutlak, dengan
beberapa variasi pendapat, antara lain; (2) bunga dengan segala jenisnya sama
dengan riba, sehingga hukumnya haram, (b) bunga sama dengan nba dan
hukumnya haram, namun boleh dipungut sementara sebelum adanya sistem
perbankan Islami yang bebas bunga;-dan—(c)~bunga sama dengan riba dan
hukumnya haram, tetapi boleh dipungutykarena- adanya kebutuhan yang kuat
(al-hajjah al-rdjihah). Pendapatckedua’juga dengan beberapa variasi pendapat,
yaitu; (a) bunga konsumtif samazdengan nba yang hukumnya haram, dan bunga
produktif tidak sama dengan riba.ddn hukumnya halal, {b) bunga dari bank
tabungan giro tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal, (c) bunga
uang deposito yang” dipertaruhkanke "bank ‘hukumnya boleh; dan (d) bunga
bank tidak haram kalau secara umum.meftetapkan/tarifnya terlebih dahuiu.'®®

3. Bunga Bank dalam Pandangan\Ekonom

Faktor ketercukupan atau ketersediaan modal dalam perekonomian
modemn menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Permasalahan
bagaimana cara mereka (pengusaha-pengusaha) tersebut mencukupi kebutuhan
mereka akan permodaian dalam usaha untuk memperbesar dan memperluas
jangkauan usahanya menjadi permasalahan rutin yang tidak pernah habis
dibicarakan. Karena itu, mereka seringkali mengajukan permohonan pinjaman

kepada pihak lain, yang hanya mau memberikan bantuan pinjaman dengan

Munas NU di Cilacap Tahun 1987 mengenai boleh tidaknya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Lihat A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU ke-1 s.d
ke-29, (Surabaya: PP RMI, 1997).

1% Ibid, hal. 368-370.
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syarat adanya ‘sejumlah tambahan atas modal pokok pinjaman’ yang
dibayarkan oleh peminjam. Inilah yang kemudian disebut sebagai ‘bunga’ atau
‘bunga modal’, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang
besarnya bervariasi. Besaran persentase bunga atas sejumlah modal pokok ini
kemudian dikenal sebagai ‘fingkar bunga’.'® Kalangan Ekonom Klasik
berpendapat bahwa besarmnya tingkat-bunga-akan memberi pengaruh positif
terhadap tingkat tabungan masyarakat gArtinya/semakin tinggi tingkat bunga
yang ditawarkan, semakin |#inggisipula; keinginan masyarakat untuk
menabung.'”” Pandangan ini|berlawanan défigan pendapat Keynes yang
mewakili pandangan ekonom modern: Menurutnya, tinggi rendahnya tabungan
masyarakat tidak terpengaruh oleh besaran tingkat bunga. Dalam tingkat
pendapatan nasional "yang sangat—rendah;tabungan “adalah’ negatif, yaitu
konsumsi masyarakat akan lebihitinggi dari pendapatan nasional. Munculnya
dua pandangan yang berbeda inif sebenamya-terletak pada adanya perbedaan
dalam memandang dan menganalisa faktor-faktor yang menentukan tingkat
bunga. Kalangan Klasik berpendapat bahwa tingkat bunga ditentukan oleh
permintaan ke atas tabungan dan penawaran tabungan, sedangkan Ekonom
Modern berpandangan sebaliknya, tingkat bunga tergantung kepada jumlah
uang yang beredar dan preferensi likwiditet atau permintaan uang. Preferensi
likwiditet adalah permintaan ke atas uang oleh seluruh masyarakat dalam
perekonomian yang secara umum memiliki 3 (tiga) motivasi atau tujuan; (i)

untuk tujuan transaksi, yaitu permintaan uang oleh masyarakat untuk

1% Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Cet. XVI, Ed. Kedua, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 377.
17 Ibid, hal. 381



60

membayar konsumsi yang dilakukannya, (ii) untuk berjaga-jaga, yaitu untuk
persiapan menghadapi masalah yang datangnya tidak terduga-duga, dan (iit)
untuk tujuan spekulasi, yaitu untuk ditanamkan ke dalam saham-saham atau
surat berharga lain.'%

Beberapa teori yang membenarkan praktek pengambilan bunga dalam
perekonomian modern, antara lain-

(a) Teori Abstinence

Menurut teori ini, ketika krédituf menahan diri (abstinence), ia
menangguhkan keinginan unfuk memanfaatkan uangnya sendiri, untuk
memenuhi keinginan orang lain.!” Ini adalah/alasan yang terlalu mengada-ada.
Pada kenyataannya, seorang kreditor hanya akan meminjamkan kelebihan uang
yang dimilikinyasdan tidak 14 pergunakan“sendiri! Defigafi~demikian, faktor
apakah yang menyebabkan ia.hdrus_menahan \dirl, yang karenanya ia pantas
menuntut imbalan? Selain 1tu,) dpakahizstandar vang dapat digunakan untuk
mengukur penundaan konsumsi, dan bagaimana menentukan suku bunga yang
adil di antara pemilik dan pengguna uang tersebut. Unsur penundaan konsumst
atau investasi, dalam kacamata syariah tidak dapat dijadikan sebagai i//at untuk
menetapkan hukum.

(b) Teori Produktifitas Modal
Teori ini berpandangan bahwa modal yang dimiliki oleh seseorang

semestinya bisa digunakan untuk untuk tujuan produksi, sehingga dapat

1% fbid, hal. 382-284.
19 M. Syafii Antonio, Bank Syariah, hal. 69.
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menghasilkan. Karena itu, pemakaian atas modal sudah semestinya diberi
bunga. Teori ini didukung antara lain oleh J.B. Say, tokoh utama teori ini.'"°
(c) Teori Pengorbanan
Teori Pengorbanan berpandangan bahwa kepemilikan atas modal bisa
diartikan sebagai sebuah kesempatan atau kenikmatan. Karena itu, ketika
kesempatan itu harus dikorbankan, karena-digunakan oleh orang lain, maka
orang yang menggunakan modal tersebut harfis membayar bunga sebagai
kompensasi kesempatan yang digunakannya. Di antara ahli ekonomi yang
mendukﬁng aliran ini adalah J.S.2Mill dan Nassam William Senior.'"!
(d) Teori Agio
Menurut Van Bohn Bawerk, tokoh utama pemikiran ini, kebutuhan
sekarang lebih mendesak | daripada. kebutuhan | mendatang,.akibatnya nilai
modal sekarang menjadi lebih bésar dari silai modal yang akan datang. Selisih
antara nilai modal sekarang dengan hilai,modal Yang akan datang inilah yang
kemudian disebut Agio.'2
(e) Teori Preferensi Likuiditas
Teori ini didukung oleh J.M. Keynes, seorang tokoh ekonomi modern dan
penulis buku The General Theory of Employment, Interest and Money, yang
diakui sebagai buku yang mampu menjawab tantangan zaman sesudah buku
The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith. Dalam pengamatannya
terhadap perekonomian Inggris dan dunia pada saat itu, Keynes mengkritik

teori perekonomian klasik yang menyatakan bahwa dalam posisi

i“’ Bank Soal Ekonomi SMU, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hal. 84-85,
11 .
Ibid.
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keseimbangan, penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Ia juga

mengkritik pendapat teori klasik yang mengatakan bahwa jumlah tabungan

akan selalu sama dengan jumlah investasi.'"
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"3 Ibid, hal. 194-196,



BAB III
FATWA MUI TENTANG BUNGA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM SEKTOR PERBANKAN

A. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga, pada
mulanya bukan merupakan fatwalyang berdiri séndini, tetapi gabungan dari dua
fatwa lain, yakni; fatwa tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan
Dzulhijjah, dan fatwa tentang “Terorisme. Fatwa ini kemudian, mengalami
beberapa perubahan dan penyempurnidan; “baik-dari sisi redaksional maupun
mengenai materi fatwa.

Sistemétika Fatwa ‘Womer/1 Tahun-2004-tentang Bunga-(interest/faidah),
terdiri atas; dasar pemikiran, dasaf fenetapan, dan fatwa itu sendiri.

Dasar pemikiran terdini atas 3 (tiga) peint,-yaitu; (a) keberadaan umat Islam
Indonesia yang masih mempertanyakan status hukum bunga (i:;terest/f&idah)
dalam transaksi pinjaman (al-gardh) atau utang piutang {(a/-dayn), (b) ijtima’
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dalam sidang tanggat 22 Syawwal 1424 H/16
Desember 2003 yang telah menetapkan status hukum bunga; dan (c¢) perlunya
penetapan fatwa tentang bunga sebagai pedoman.

Dalam butir a, dikatakan bahwa :

“bahwa umat islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum

bunga (interest/fiidah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-

gardh) atau utang piutang (a/-dayn), baik yang dilakukan oleh

lembaga keuangan, individu maupun lainnya.”
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Fatwa tidak memberikan informasi yang cukup tentang siapa yang
dimaksudkan dengan ‘umat [slam Indonesia yang masih mempertanyakan’
tersebut.' Informasi ini perlu, mengingat konsepsi fatwa sebagaimana
dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi, yakni sebagai jawaban dari suatu
pertanyaan, baik penanyanya itu jelas identitasnya maupun tidak, perseorangan
maupun kolektif* Fatwa hanya—berlaku—bagi mereka vang mengajukan
pertanyaan, tetapi tidak bagi yang lainlpDengan demikian, Fatwa memiliki
cakupan yang relatif terbatas. Inirnampaknya dihindari atau bahkan disengaja
oleh MUIL Karena itu, tidak Zdisebutkannya’ identitas umat [slam yang
mempertanyakan tersebut, bisa.dipahami’(s¢bagai sebuah upaya MUI untuk
memperluas jangkauan fatwa, mengingat kedudukan mufti sebagai pengganti
tugas-tugas khilafahySebagaimana diterangkafi-al-Syatibi dan thn'al-Qayyim.

Sebagai dasar penectapan«fatwa,. MUL menyebutkan beragam sumber
otoritas, meliputi; ayat-ayat al-Qur’an) hadis NabiSaw. /Kitab-kitab figh klasik,
dan keputusan Forum Ulama Internasional maupun keputusan organisasi masa
Islam di Indonesia. Ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan sumber otoritas oleh
fatwa adalah Q.S. al-Baqarah (2); 275-280, dan Q.S. al-‘Imran (3). 30.
Sedangkan sumber hadis yang disebutkan ada 7 (tujuh) buah hadis, yang
masing-masing; 2 (dua) buah hadis diambil dan Shahth Musiim, satu buah hadis

dari Sunan Nasdi, dan 4 (empat) buah hadis dari Sunan Ibn Majjah. Kitab-kitab

! Dalam kaitan ini, kalangan bankir syarish dipandang sebagai pihak yang paling
berkepentingan dengan Fatwa ini. Namun demikian, hal ini secara tegas ditolak oleh Ketua Umum
Asosiasi Bank Svariah se-Indonesia {Asbisindo), Wahvu Dwi Agung, dalam jumpa persnva di
Jakarta, 19 Desember 2003. Lihat, “Scal Fatwa Haram Bunga Bank: Bankir Svariah Tidak
Mendesak”, Republika, Sabtu, 20 Desember 2003, hal. 2.

* Yusuf Qardhawi, Fatwa; Antara Kejelian dan Kecerobohan, Cet. 1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), hal. 1.
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hadis lain, seperti Shahih al-Bukhdri yang oleh banyak kalangan seringkali
dijadikan rujukan pertama hadis,’ justru tidak termasuk sebagai salah satu
sumber yang disebutkan. Selain menyebutkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis
Nabi SAW sebagai sumber otoritas, Fatwa juga menyebut sumber otoritas lain
dalam bentuk kitab-kitab klasik, seperti; al-Majmu’ karya Imam Nawawi,
Ahkam al-Qur’an karya Ibn al;*Araby,—Umdat «l-Qari karya al-‘Aini, al-
Mabsith karya al-Sarakhsyi,* al-Mufradatfi Gharib ai-Qur’an karya Raghib al-
Asfihany, Rawa'i al-Bayan fi Tafsiri Avatal-Qur '‘an karya Muhammad Ali al-
Shabuny, Buhiits fi al-Ribi karya Muhammad Abu Zahrah, Fawa'id al-Buniik
karya Yusuf al-Qardhawi, dan al-Figh al-Isigm-wa Adillatuh karya Wahbah al-
Zuhaily.

Sumber otoritas’ dalam béntuk—hasil “Keputusan ‘berbagai’ Forum Ulama
Internasional, antara lain, Majmd» al-Bubsts alsi§lamiyyah di al-Azhar Mesir
pada Mei 1965, Mujmct alsFigh a%IslanyNegara-negard Organisasi Konferensi
Islam (OKI) di Jeddah pada tanggal 10-16 R. Awwal 1406 H/22-28 Desember
1985, Majma’ Figh Rabithah al-'Alam al-Isiamy, Keputusan 6 Sidang IX di
Mekkah pada tanggal 12-19 Rajab 1406 H, Keputusan Dar al-Ifia’ Kerajaan
Saudi Arabia, 1979, Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan, 22 Desember

1999, dan keputusan organisasi masa Islam dalam negeri, seperti; hasil Sidang

* Syech ‘Athiyah, Hawasyi, dicetak pada bagian pinggir Muhammad al-Zarqany, Syarh
Mandziimah al-Baiquny, (ttp: Nur Asia, t.t.), hal. 17.

¢ Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Sahl (w.483 H/1090 M), dan dikenal sebagai
Syams al-A’immah (matahari para Imam). Selain sebagai pemikir figh mazhab Hanafy dengan
salah satu karyanya, al-Mabsiith, beliau juga dikenal ahli dalam ilmu kalam dan hadis. Tbnu Kamal
Pasya memasukkannya sebagai Mujtahid fi al-Masdil. Lihat Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-
pakar Figh Sepanjang Sejarah, (Fath al-Mubin fi Tabagat al-Ushuliyyin), terj. Husein
Muhammad, Cet. I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hal. 162-163.
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Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan
kepada PP Muhammadiyah agar mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem
perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam,
Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung
yang mengamanatkan berdirinya Bank‘ Islam dengan sistem tanpa bunga, Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI-Tahun-2000 yang menyatakan bahwa
bunga bank tidak sesuai dengan<yari’ahy. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia tentang FatwarBunga (inferest/faidah) tanggal 22 Syawwal
1424 H/16 Desember 2003, dan terakhir Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI
tanggal 11 Dzulga’idah 1424 H/03. Jahuari(2004;28 Dzulga’idah 1424 H/17
Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januan 2004,

Fatwa terdiri atas'tiga pasal!Pasal-l tentafig-pengertian bunga (interest) dan
riba, pasal 2 mengenai hukum <bunga_(interesf)\dan pasal 3 tentang hukum
bermuamalah dengan Lembaga Ketangan\Konvensignal/ Masing-masing pasal
kemudian dipecah lagi menjadi dua ayat. Dalam pasal 1, yang dimaksud dengan
bunga (interest/faidah) adalah :

“...tambaban yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (al-

gard) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan

tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada
umumnya berdasarkan persentase.”

Sedangkan yang dimaksud riba adalah :

* Dalam Fatwa No. 02/DSN-MUL/2000 ini, MUI membedakan tabungan ke dalam 2 (dua})
jenis. Pertama, jenis tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang
berdasarkan perhitungan bunga, dan kedua, tabungan yang dapat dibenarkan, yaitu tabungan yang
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah. Lihat Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan
Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta: p.t. Intermasa, 2003), hal. 8-14. ’
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“tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (_»,— %) yang terjadi karena
penangguhan dalam pembayaran (J—~4'is—;} yang diperjanjikan
sebelumnya (Lais + 221). Dan inilah yang dimaksud #iba nasiah.’

Dalam Pasal 2 mengenai hukum bunga (interest), MUI berargumen bahwa
praktek pembungaan uang pada saat ini telah memenuhi kriteria riba yang
terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba’nasiah.” Praktek pembungaan
uang ini sudah termasuk dalam salalysatubentuk riba yang diharamkan, baik
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan lembaga
keuangan lain, maupun oleh individu, |

Kemudian dalam Pasal 3, MUI menyatakan bahwa untuk wilayah yang
sudah ada kantor/jjaringan VLembaga ‘Keuangan (Syariah) maka tidak
diperbolehkan lagi melakukan fransaksi gang /didasarkan kepada perhitungan
bunga. Sedangkan unthk\wildyahyangsbelum ada kartor/jaringan Lembaga
Keuangan Syanah, diperbolehkan melakukan trénsaksi di lembaga keuangan

konvensional, berdasarkan prinsip dlarirat/hdjat.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Perbankan
Rakyat Indonesia mulai mengenal keberadaan Bank Syariah semenjak
tahun 1992, yakni setelah secara resmi diterapkannya UU Nomeor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, yang disahkan pada tanggal 25 Maret 1992. Undang Undang

¢ Dalam konsep, definisi ini disertai rangkaian kalimat “dan inilah yang disebut riba
nasiah. Riba jenis kedua yang disebut riba fadl ialah pertukaran dua barang sejenis (_~—s. sL_2)
dengan kelebihan. Riba yang dimaksud dalam fatwa ini adalah riba nasi'ah” yang tidak lagi
muncul dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004,

7 Dalam konsep SK, ditemukan adanya kata-kata ‘dan riba fadl .
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inilah yang menjadi dasar pertama beroperasinya perbankan syariah di
Indonesia.  Sayangnya, walaupun sudah cukup diberi kesempatan,
perkembangan Bank Syariah masih belum menggembirakan, baik volume usaha
maupun jaringan usahanya. Kemudian ketika terjadi krisis moneter pada akhir
1997, dan tumbangnya perekonomian Orde Baru,® berbagai kalangan mulai
mempertanyakan tentang sejauhmana kekuatan pondasi perekonomian negara.

Sampai dengan pertengahan1999¢dilindonesia baru ada satu bank umum
syariah, yaitu Bank Muamalat| Indonesia {(BMB) yang berdiri pada tanggal 3
Nopember 1991 dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), jauh di
bawah populasi lembaga keuangan konvensional yang mencapai 206 buah bank
dan 2.231 buah BPR. Kondisi int memicu munculnya pertanyaan sejauh mana
perhatian Pemerintah terhadap keberadaan/perkembangan perbankan syariah di
tanah air.”

Dalam kaitan ini, imaka_kita, perlu ‘melihat. Kepada'\beberapa peraturan-
peraturan perbankan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, baik dalam

bentuk Undang-Undang maupun beberapa peraturan lain yang ditetapkan,

® Di bawah pemerintahan Orde Baru, sejak 1967 Indonesia mengadopsi Teori
Pertumbuhan yang diperkenalkan W.W. Rostow. Teori Pertumbuhan adalah teori modernisasi
yang menggunakan metafora pertumbuhan, yakni tumbuh sebagai organisme. Dalam pandangan
Rostow, perubahan sosial, yang disebutnya sebagai pertumbuhan, adalah proses evolusi perjalanan
dari tradisional ke modern, dan dikenal dengan the five-stage scheme. Tahapan tersebut meliputi;
masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, masyarakat pematangan
pertumbuhan, dan masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang
disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi (high mass consumption). Lihat dalam
Mansour Faqih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Cet. 11, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Offset, 2002), hal. 55-57.

® Lihat, “Bank Indonesia Harus Adil kepada Bank Syariah”, Republika, Kamis, 20
Januari 2005, hal. 15.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
merupakan undang-undang perbankan pertama yang dibuat oleh Pemerintah,
setelah dicapainya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saat itu,
kegiatan usaha perbankan terinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis.

Undang-undang menyebutkan—bahwa sebagai lembaga keuangan, bank
mengusahakan keuntungan (profif) yangdiperoleh [dengan memanfaatkan dana
simpan-pinjam dari masyarakat ‘melaluivpengambilan bunga (interest), yang
ditetapkan di muka. Dengan demikian, bank terhindar dari resiko kerugian atas
pinjaman dananya kepada peminjam| (debitir);dan memberi kepastian bagi
bank terhadap keuntungan yang diperolehnya. '

Kegiatan usaha*bank yang diattr“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967,
meliputi 4 (empat) jenis bank,
a. Bank Sentral

Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang memiliki tugas pokok:
1) mengatur, menjaga dan memelihara kestahilan nilai rupiah (mata
uang Indonesia).
2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta
memperiuas kesempatan kerja.
b. Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya

terutama menerima deposito, serta dalam usahanya terutama

101 ihat Bab 1 Pasal } sub (c) UU Nomor 14 Tahun 1967.
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memberikan kredit jangka pendek. Bank Umum dapat dibedakan
menjadi bank umum milik Negara, bank umum kof)erasi, bank umum
swasta dan bank umum asing.
c¢. Bank Tabungan
Bank Tabungan ialah bank yang dalam’ pengumpulan dananya
terutama dengan menerima simipanan dalam bentuk tabungan dan dalm
usahanya terutama memperbungakdnhdanafiya dalam bentuk kertas
berharga. Berdasarkan kepemilikannya, bank'ini dapat dibedakan antara
Bank Tabungan Negara (BTN), bank tabungan swasta dan bank
tabungan koperasi.
d. Bank Pembangunan
Bank Pembangunan adalah™ bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama menerima“simpanan daiam‘bentuk deposito dan atau
mengeluarkan kertds berharga jangka menengalbdan-jangka panjang di
bidang pembangunan. Bank ini juga dapat dibedakan menjadi tiga
macam, Bank Pembangunan Milik Negara, Bank Pembangunan Swasta
dan Bank Pembaﬂgunan Koperasi.
2. Undang-Undang Nomeor 7 Tabhun 1992
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dipandang
sebagai dasar legalitas pertama beroperasinya perbankan syariah di tanah air.
Namun demikian, belum ada satupun pasal yang menyebutkan secara jelas
keberadaan perbankan syariah. UU hanya menggunakan istilah ‘bagi hasil,

yang antara lain terdapat pada :



12

a. Pasal 1 ayat 12, yang berbunyi "'

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga
atau pembagian hasil keuntungan.

b. Pasal 6 Usaha Bank Umum meliputi a s/d |, berbunyi _:12
Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang|ditetapkan dalam Reraturan Pemerintah.

c. Pasal 13 Usaha Bank Perkreditan Rakyat. meliputi a s/d b, berbunyi ;"
Menyediakan pembiayaan bagi-nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan-dalam Peraturan Pemerintah.

Istilah ‘bagi hasil’ juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP), yang
merupakan peraturan | ‘pelaksapna UU .Nomeor | 7 | Takun “1992. Peraturan
Pemerintah (PP) ini, meliputi; JRP*Nomor 70, Tahuni 1992 tentang Bank Umum,
PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP Nomor 72
Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Namun demikian, penjelasan mengenai istilah ‘bagi hasil’ dan ketentuan-
ketentuannya tercantum dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam pasal 2, dikatakan bahwa :

Prinsip bagi hasil dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat
dalam melakukan kegiatan usaha bank, sepérti dalam hal: |
1. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat

sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang
dipercayakan kepadanya;

! Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Muhammad,
Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 45-46.

2 Ibid.

B Ibid.
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2. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan
penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik
untuk keperluan investasi maupun modal kerja;

3. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim
dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. .. ..., ?

Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank

Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil juga memperkenalkan istitah Dewan Pengawas
Syariah, sebagai pengontro! aktivitas perbankan dengan prinsip bagi hasil ini.
Ketentuan ini berbunyi:

a. Bank berdasarkan prinsip bagi vthasil wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah yang mémpunyai tugassmelakukan pengawasan
atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkannya kepada |masyarakat agar-sejalan dengan prinsip
syariat; ‘

b. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang
bersangkutan berdasarkan konsultasi “dengan lembaga yang
menjadi wadah para ulama Indonesia;

¢. Dalam melakukan' \tugasmya,...Dewan = Pengawas-, Syariah
berkonsultasi“dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama
Indonesia dimaksud butin@2;

Mengenai jenis-jents bank,“BU"Nenmor 7 Tahun 1992 hanya mengenal 2

(dua) jenis bank, yaitu Bank Umunt (BU),dan.Bafk Perkfeditan Rakyat. Kedua
jenis bank ini diberi keharusan untuk memilih salah satu jenis kegiatan usaha.

a. Bank Umum atau Bank Perkreditan Syariah yang kegiatan
usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak
diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil;

b. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Syariah yang
kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip
bagi hasil.

Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 70

Tahun 1992 tentang Bank Umum, yang berbunyi;, “Bank Umum yang
beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan
rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.” Sedangkan dalam PP Nomor 71
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Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, terdapat dalam Pasal 6 ayat (2),
yang berbunyi; “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip bagi hasil harus secara tegas méncantumkan kegiatan usaha
bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan
anggaran dasar dan rencana kerjanya.”

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Sebagai akibat adanya tuntutah reforfiiasi di Segala bidang, termasuk dalam
sektor perbankan, Undang-Undatig Nomor 7' Tahun 1992 kemudian direvisi
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan/

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka
dimulailah babak bafu perkembangaft sistem Perbankan Syariah di Indonesia.
Walaupun pengertian bank dengan’prinsip bagi hasil yang dimaksudkan dalam
undang-undang belum cukup mengakomodasi pengertian\Bank Syariah yang
memiliki cakupan jauh lebih luas dari bagi hasil. Uhdang—Undang ini juga
menandai bahwa sistem perbankan di Indonesia menggunakan dua sistem {Dual
Banking System), yakni Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998, maka segala ketentuan
pelaksanaan yang terkait dengan Kebijakan Pemerintak dalam sektor perbankan
yang sebelumnya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), kemudian
dialihkan kepada Kebijaksanaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan pada
prinsipnya merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang mendukung

operasional Perbankan Syariah di Indonesia. Perangkat ketentuan ini meliputi:
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a. Kelembagaan, meliputi; peraturan mengenai tatacara pendirian,

C.

kepemilikian, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Dalam hal ini,

peraturan yang telah ditetapkan B, antara lain adalah:

(1) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) SK Direksi Bank Indonesia Neo. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Perkreditan RakyatdBerdasarkan Prinsip Syariah.

Pengaturan yang diperlukan dalamiusaha untuk mengatasi masalah likuiditas

dan instrument moneter yang sésuai dengan prinsip 'syariah.

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (PudentialBanking Regulation).

d. Peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain

sebagai pendukufig operasional Bank Syanali, Peraturan ini feliputi;

(1) Ketentuan berkaitan dengan’pelaksaniaan tugas Bank Sentral,

(2) Ketentuan Standar Akuntansi dan Audit;

(3) Ketentuan Pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah
(Abitrase Muamalah),

(4) Ketentuan mengenai standarisasi fatwa produk Bank Syariah;

(5) Dan peraturan pendukung lainnya.

Keberadaan peraturan-peraturan pendukung menjadi bagian yang sangat

penting dalam upaya dan strategi pengembangan Perbankan Syariah di

Indonesia. Bank Indonesia sendiri, sejak 1 Juni 2001 telah membuka Biro

Perbankan Syariah yang bertugas menangani pengaturan, pengawasan dan
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perizinan Bank Syariah, yang saat ini telah ditingkatkan statusnya menjadi
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indones.ia merupakan
revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam
UU yang terdiri atas 13 bab dan/79 pasalriny tidak ada satupun bab maupun
pasal yang secara khusus membicardkan pérbankan syariah. Ini cukup
memberikan gambaran bahwa perhatianterhadap keberadaan perbankan syariah
bahkan jauh lebih sedikit daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998.
Tentang jenis-jenis bank, UU natapaknya-mengambil pola yang sama dengan
UU Nomor 7 Tahun 1998, yaitu hanya membedakan atas Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan perbankan syariah sebagai sebuah
lembaga tersendiri yang sama sekali'betbeda dengan bank konvensional kembatli
terabaikan dalam UU ini.'Pembahasan‘mengenai. perbankan\syariah dal.am Uu
ini nampak dengan penggunaan 3 (tiga) istilah ‘prinsip syariah’ yang bisa
ditemukan dalam 2 (dua) pasal, yakni; Pasal 1 ayat (7), dan Pasal 11 ayat (1)
dan (2). Dalam Pasal 1 ayat (7), dikatakan bahwa :"
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Bank yang mewajibkan
Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Dalam Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

posisi perbankan syariah juga nampak dipandang sebagai sesuatu yang sama

dengan bank konvensional. Fungsi penjelasan adalah untuk menjelaskan

14 Ibid, hal. 35.
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Undang-Undang itu sendiri. Dengan alasan ini, maka minimnya pembahasan
perbankan syariah dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,
adalah menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi. Sehinga bukan hanya tidak adanya
pasal yang secara khusus membicarakan perbankan syariah, tetapi dalam strategi
pengembangan yang dilaksanakannyapun sebatas untuk mengakbmodasi
perkembangan di masyarakat. Dalam akhir, alinea ke empat Bagian Umum
misainya, dikatakan bahwa :'°

Mengantisipasi  perkembangan'y perbankan | berdasarkan prinsip

syaniah, tugas dan fungsi Bank Indonesia petlu mengakomodasikan

prinsip-prinsip syariah.

Bank Indonesia memiliki tujuan_untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai ruptah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar
fnerupakan bagian dari kebijakan pemuliban dan reformasi perekonomian untuk
keluar dari krisis ekonomi yang.melanda Indonesia./Dalam kerangka mencapai
tujuannya tersebut, Bank Indonesia perlu ditopang dengan tiga pilar utama;
kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat
dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Dalam
melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan
sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian maneter dengan cara-cara
yang ditetapkan dalam undang-undang. Bank Indonesia melaksanakan
kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola

cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara

15 Ibid, hal. 63.
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keseimbangan neraca pembayaran, dan menerima pinjaman luar negeri. Dalam
upaya mencapai sasaran-sasaran moneter tersebut, Bank Indonesia memiliki
fungsi /lender of last resort dan melaksanakan pemberian kredit program yang
telah disetujui tetapi belum ditarik. Fungsi /ender of resort dilakukan oleh Bank
Indonesia hanya untuk membantu mengatasi masalah mismacth vyang
disebabkan oleh resiko kredit atau_tesiko pembiayaan yang dilaksanakan
berdasarkan Prinsip Syariah, resiké manajémen, dan resiko pasar. Sesuai dengan
status dan kapasitasnya sebagai’ otoritas” moneter yang independen, Bank
Indonesia tidak lagi melaksanakan pemberian kredit program.

Berdasarkain Undang Undang'(Dasar(1945;(Bank Indonesia berwenang
untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat
pembayaran yang ‘sah’ Kelancaran=sistem' pembayaran sangat penting bagi
pelaksanaan kebijakan moneter..Selain/ituy Bank Indonesia juga memiliki
wewenang dan tanggungjawab untuk méngatur dan ihelaksanakan kegiatan
kliring, jasa transfer dana, penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank,
serta hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar
masyarakat luas dapat memperoleh layanan j.asa sistem pembayaran yang
efisien, cepat, tepat dan aman.

Bank Indonesia bertugas melaksanakan pchgahnan dan pengawasan
terhadap bank, menetapkan peraturan dan perijinan bagi kelembagaan dan usaha
bank, serta mengenakan sangsi terhadap bank, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesja juga berwenang

menetapkan priofita mnyaluran dana kepada pengysghs golongan ekonomi
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lemah dan kopérasi, dan sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir l.a
Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, kewenangan Bank Indonesia juga
dimaksudkan untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah yang wajar.
Ketetapan MPR tersebut juga mengamanatkan bahwa sebagai otoritas moneter,
Bank Indonesia harus membangun —sistem" kelembagaan yang kuat dan
independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. Independensi ini
membawa konsekuensi yuridis logis bagiyBank Indonesia untuk mengatur dan
membuat peraturan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dan
menjangkau seluruh bangsa dan:mnegara .Indonesia, termasuk di antaranya
melalui pemberian sangsi administratif.

Pengelolaan keuangan nasional yang sehat, diupayakan oleh Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral yang mandiri dan terbebas dari campur tangan
Pemerintah dengan pihak' “lain, -Serta " kinerjanya/ dapat diawasi dan

dipertanggungjawabkan. '®

C. Korelasi Fatwa MUI dengan Kebijakan Pemerintah dalam Sektor
Perbankan
Undang-Undang pada prinsipnya memiliki fungsi untuk melayani
masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Undang-Undang
merupakan sarana maksimal untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan

material, baik bagi individu maupun masyarakat.

'* Lihat Penjelasan UD Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Bagian Umum,
dalam Ibid, hal. 61-65.
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Namun demikian, kekuasaan Undang-undang akan berlaku efektif, apabila
memenuhi dua unsur, yaitu, unsur kejiwaan yang murni, dan unsur adanya
sangsi (jaminan).'” Unsur kejiwaan yang mumi adalah unsur yang
menghubungkan teks-teks undang-undang dengan jiwa-jiwa individu dan kalbu
mereka, sehinggé mereka menerima nash (teks-teks) undang-undang itu dan
menerima pula untuk menaatinya; serta mempunyai hasrat yang benar untuk
menghormatinya, dan merasakan dalafmhdirinya) bahwa ia berdosa dengan
melanggar undang-undang itu. |Sedangkan unsur kedua, yakni adanya sanksi
(jaminan) adalah bagian konskuensi yang disusun oleh undang-undang bagi
siapa-siapa yang melanggarnya seperti| siksd, [denda {ganti kerugian), penolakan,
pemisahan, pembatalan dan sebagainya.

Dalam Undang<Undang Nomor=i4 Tahufi 1967," unsur~Kedua terpenuhi
dengan adanya ketentuan pidana-pada-Bab VII'/Pagal 38 s.d Pasal 40, dan dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)\terpentthi, dalam Bab VIII Pasal 46
sampai dengan Pasal 53. Dalam hal ini, ancaman dengan pidana penjara antara 5
s.d 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miiiar
rupiah) bagi siapa saja yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 46), pidana
penjara sekurang;kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp. 10,000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan

paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi siapa saja

17 Abdul Kadir Audah, Islam dan Perundang-Undangan, (tt.p: International Islaq'uc
Federation of Student Organizations, 1978), hal. 53.
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yang dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan
keterangan sebagaimana di maksud pasal 40 (Pasal 47 ayat 1), ancaman pidana
penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun bagi anggota Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja;
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan
suatu catatan pembukuan (Pasal 49, ayat 1.c).

Namun mengenai unsur yang pertainay yakni junsur kejiwaan yang murni
terhadap segolongan masyarakat tertentu berlakiZsebaliknya. Dalam ketentuan
umum, Bab I Pasal 1.c, yang dimaksud dengan kredit adalah:

Penyediaan uang atau tagihanrtagihan |yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank

dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban
melunasi utangnya ‘setelah/jangka-waktus tertentu’ dengan jumlah
bunga yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nemor/10,/Tahun 1998, Bab I Pasal 1
butir 11, kredit diartikan sebagai:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.

Kedua definisi kredit di atas, seringkali menimbulkan pertentangan antara
unsur kejiwaan yang mumi dalam diri individu pemeluk agama yang dalam
ajaran agamanya terdapat ketentuan mengenai larangan praktek pengambilan
riba, yaitu berupa kelebihan pengembalian pinjaman yang telah diperjanjikan
semenjak awal transaksi pinjam meminjam tersebut yang harus ditentukan oleh

peminjam pada waktu yang telah ditentukan. Padahal, kredit menjadi titik tolak

semua kegiatan usaha perbankan.
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Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, akomodasi terhadap
Perbankan Syariah di Indonesia bisa dibuktikan dengan adanya penggunaan
istilah ‘prinsip syariah’ sebagai pengganti istilah ‘bagi hasil’ yang terdapat
dalam Undang-Undang sebelumnya. Penggunaan istilah ini dapat ditemukan
dalam 15 (lima belas) tempat, yaitu: dalam Pasal 1 ayat (3), (4), (12), (13), dan
(20); Pasal 6 huruf m; Pasal 7 hupuf'c; Pasal;9 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (1),
(3) dan (4); Pasal 29 ayat (3); Pasal 37 ayat (1) kuruf c. Khusus dalam Pasal 11
ayat (4), istilah ‘Prinsip Syariah’ disebutkan sebanyak dua kali.

Beberapa perubahan yang terkait| langsung | dengan perbankan syariah,
antara lain terdapat dalam :

a. Pasal 1 ayat 12, yang menyatakan :'®

Pembiayaan berdasarkan Prinsip“Syariah adalah penyediaan‘uang atau
tagihan yang dipersamakangdengan itu\berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank dengan-pihak-lain‘\yang mewajibkan pihak
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalanataubagi-hasil.

b. Pasal 1 ayat (13), berbunyi :"°

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan (murabahah), atan pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain (ijarah wa itgina).

'® yihat Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono (Pengh.), Undang-Undang (UU),
Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-Dir) Tentang Perbankan
Syariah, Cet. 1, (Yogyarakarta: UII Press dan P3EI-UII, 2004), hal. 4.

19 .

Ibid.
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¢. Pasal 6 huruf m, berbunyi :2°

Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan uang ditetapkan

oleh Bank Indonesia.

d. Pasal 13 huruf ¢, berbunyi :*!

Menyediakan pembiayaan daf penempatan dana berdasarkan Prinsip

Syariah, sesuai dengan ketentuafi | yang (ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Dari uraian di atas, perhatian Pe¢merintah terhadap keberadaan dan
perkembangan usaha perbankan; syariah’|di| tanah air, nampaknya cukup
mengalami peningkatan. Tetapi untuk menyimpulkan hal ini_sebagai bentuk
perhatian Pemerintah terhadap pelaksanaan perekonomian yang bebas riba,
masih memerlukan analisa dan pémbahasan lebili lanjut. Dalam pertimbangan
butir b misalnya, dikatakan bahwa :

“bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional

yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan

tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang
semakin ma;u, diperiukan penyesuaian di bidang ekonomi, termasuk
perbankan. ™2

Hal yang kurang lebih sama, juga nampak dalam pasal 1 ayat (3) dan (4),
UU mengatakan bahwa :2

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang
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dalam kegiatannya tidak membenkan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Penggunaan statemen ‘dan ataw’ dalam ayat 3 pasal ini mengindikasikan
bahwa Pemerintah belum/tidak merasa perlu untuk membedakan keduanya
secara tegas. Padahal keduanya memiliki perbedaan, baik secara prinsip maupun
operasional. Dalam hal im, faktor pangsa pasar kembali menjadi acuan.
Statemen dalam ayat berikutnya pasal-ini (Pasal 14}, relatif {ebih baik karena
hanya memasukkan kata ‘araw’.| Namunj inipun harus disadari bahwa ayat ini
adalah merupakan dasar operasional\BPR yahgZangkauannya jauh di bawah
Bank Umum.

Lemahnya perhatian Pemerintah terhadap  keberadaan Perbankan Syariah,
juga nampak dalam pandangan UU mengenai jenis-jenis bank, Dalam pasal 5
ayat (1), Undang-Undang secara tegas hanya menyebutkan adanya 2 (dua) jenis
bank, yakni; Bank Umum dan“Bank=Perkreditan Rakyat (BPR), dan tidak
menganggap perlunyal | keberadaan./bank [_umum) [syariah ataupun Bank
Perkreditan Rakyat Syariah, sebagai lembaga yang perlu disebut secara terpisah.
Hal ini lebih disebabkan karena UU berpegangan kepada prinsip bahwa prinsip
syariah adalah prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank, bukan
kelembagaan. Akibatnya, Bank Syariah tidak didefinisikan sebagai bank yang
berdiri sendiri.”* Padahal lembaga-lembaga tersebut, memiliki perbedaan, baik
secara prinsip maupun operasional. UU nampaknya berusaha membatasi
‘keumuman’ ketentuan dalam ayat (1) dengan ketentuan dalam ayat (2), yang

ternyata justru semakin memperkuat asumsi lemahnya perhatian Pemerintah

M Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 158-159.
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terhadap keberadaan perbankan syariah sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
Ketentuan ayat (2) pasal ini berbunyi :*

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan
tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan
tertentu.

Penggunaan pernyataan ‘atau memberikan perhatian yang lebih besar
kepada kegiatan tertentw’ dalafm ayat-ini/‘\memperkuat asumsi bahwa dalam
pandangan Pemerintah, perbankan kenvensional’dan perbankan syariah adalah
sesuatu yang secara prinsip maupunioperasional tidak memiliki perbedaan,
sehingga keduanya bisa dikemas dalam sate bentuk kebijakan.®

Permasalahan lain adalah lemahnya perhatian terhadap keberadaan Dewan
Pengawas Syanah (DPS); suatu, lembaga,yang memiliki kedudukan strategis
dalam sebuah usaha yang dijalankan dengan prinsip syariali. Dalam kacamata
syariah, keuntungan yang diperoleh dari sebuah usaha bukanlah sesuatu yang
menjadi satu-satunya tujuan. Iebihdari itu, syanah’juga akan mempertanyakan
apakah keuntungan tersebut diperoleh secara wajar, dan tidak mengandung
unsur eksplioitasi. Dengan demikian, keberadaan struktur Dewan Pengawas
Syariah (DPS), memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat berbeda dengan
Dewan Komisaris dalam struktur perbankan konvensional, maupun Badan

Pengawas dalam struktur organisasi Koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor

** Ibid, hal. 6.
% ihat, “Syahril: UU Perbankan Sudah Memadai”, Republika, Senin, 6 Januari 2003,
hal. 2.
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10 Tahun 1998, prinsip-prinsip pertimbangan ini nampak belum cukup
terakomodasi, Pasal 29 ayat (3) misalnya, mengatakan bahwa %’

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan

nasabah yang mempercayakdan dananya kepada bank.

Yang dimaksud dengan | iCara-carahyang; tidak merugikan bank dan
kepentingan nasabah’ ini harusdiarfikansdengan cara-cara yang tidak saja
merugikan secara materi tetapi-juga batini. Artinya, sebagai lembaga yang
bertugas melakukan pengawasan tidak |secara materi, tetapi batiniyah
berdasarkan nilai-nilai ajaran agama nasabah, maka keberadaan DPS harus
memiliki kedudukan dan disebutkan secara jelas dalam UU. Suatu hal yang
kembali tidak ditemukan. Dengan~deémikian, perlunya keberadaan lembaga
Dewan Pengawas Syanah dalam sebuah bank.yang.menyalankan prinsip syariah,
tidak mendapatkan tempatnya dalam UU.?® Keberadaan lembaga DPS hanya
disebut dalam peraturan di bawah UU, yakni dalam pasal 1 ayat (11) dan (12)
Peraturan BI Nomor: 4/1/PBl/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank
Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan
Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum

Konvensional. Ketentuan tersebut menyatakan, bahwa :*°

77 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum, hal. 15-16.

% Kenyataan inilah yang melatari rencana DSN-MUI untuk mengadakan pembahasan
mengenai peran DPS dalam industri perbankan. Lihat, “RUU Perbankan Syariah:. DSN Bahan
Peran DPS”, Republika, Selasa, 27 April 2004, hal. 2.

¥ Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum, hal. 156.
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Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Maijlis

Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk

menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang

melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. _

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya

direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan di tempatkan

pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan

Syariah Nasional.

Status dan kedudukan Dewan Syariah, sebagai lembaga yang menduduki
posisi sentral dalam struktur/lembaga perbankan syariah, yang hanya
diakomodasi oleh peraturan divbawah' UU, dalam bentuk Peraturan Bank
Indonesia (PBI), menjadi persoalan| tersendirii Idealnya, DSN memiljki
kewenangan yang lebih besar dari-yang ada-sekarang ini, sehingga posisinya
sebagai sebuah lembaga sentral dapat terselenggara dengan baik. Dengan
demikian, berdasarkan uraian, dan-analisa per-UU-an sébagaimana tersebut di
atas, membuktikan lemahnyal perhatiap’\ Pemerintah terhadap keberadaan
perbankan syariah di tanah air, Belum lagis-sulitnya untuk mendapatkan i{‘in
pembukaan jaringan dan BI sebagai regulator turut berpartisipasi terhadap
lemahnya perkembangan jaringan perbankan syariah.*

Dengan demikian, tidak adanya unsur kejiwaan yang murni dalam UU No.
10/1998, kurang tegasnya pemisahan antara perbankan syariah dan perbankan
konvensional, serta minimnya peran DPS, memperkuat indikasi lemahnya
perhatian pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Sehingga, dengan demikian, adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima jika

munculnya Fatwa adalah mumni karena keinginan untuk memberlakukan Syariat

3 «“penambahan Jaringan Terkendala Izin", Republika, Jumat, 29 Nopember 2002, hal. 2.
Lihat pula, “Regulasi Hambat Perbankan Syariah”, Republika, Selasa, 18 Januari 2005, hal. 15.
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Islam secara komprehensif dari MUI. Namun, pada saat yang bersamaan MUI
juga menyadari akan minimnya dukungan yang dimiliki, sehingga akhirnya
dalam ayat selanjutnya, MUI menyatakan bahwa “untuk daerah-daerah yang
belum ada LKSnya, diperbolehkan melakukan transaksi dengan lembaga
kenangan konvensional dengan alasan gdanya dharﬁrat/hc‘ijjah
1. Perkembangan Jaringan Perhankan'Syariah

Munculnya Fatwa MUI memang cukip memberikan angin segar bagi
perkembangan perbankan syarigh“di tanah air, batk dari sisi jaringan maupun
aset. Untuk melihat sejauhmana Fatwa memiliki kekuatan untuk memberikan
dampak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah, dapat dilakukan
dengan menggunakan jdua jkritepia=penilaian;~yakni~kenaikan~ Market Area
Coverage dan Market Share, sebagaimana. dilakukan oleh Alfi Wijaya dkk.*’
Market Area Coverage adalah jangkayan yang dimiliki oleh suatu bank syariah
untuk melayani nasabahnya. Dalami hal ini paramieter yang dgunakan adalah
jumiah jaringan kantor yang dimiliki oleh suatu bank syariah. Sedangkan
Market Share menunjukkan penguasaan pasar oleh suatu bank syariah, dengan
menggunakan tingkat kenaikan aset yang dimiliki oleh suatu bank syariah
sebagai parameternya. Kedua perhitungan ini, Market Area Coverage dan
Market Share dilakukan dengan menggunakan Data Statistik Perbankan Syariah
per November 2003 dan November 2004. Untuk melihat sejauhmana pengaruh
Fatwa terhadap perkembangan perbankan syariah, maka digunakan pula Data

Statistik Perbankan Syariah per November 2002.

3\ Alfi Wijaya dkk, “Reportase; Yang Tercepat Pertumbubannya”, Modal No. 12/1-
Oktober 2003, hal. 11-13.
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Perkembangan jaringan perbankan syariah mulai nampak ketika
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan atas UU
No. 7/_1992 menjadi UU No. 10/1998 yang menjadi dasar beroperasinya dua
sistem perbankan {(dual banking system) di Indonesia, yaitu sistem perbankan
konvensional dan sistem perbankan syariah. Jaringan perbankan syariah yang
pada tahun 1998 baru ada satu bank,umum, syariah dengan 10 (sepuluh) kantor
cabang, 1 kantor cabang pembantu sertd 19 kantor kas, berkembang menjadi 2
bank umum syariah dengan 204 kantor, 8 unit usaha syariah pada bank umum
konvensional dengan 52 kantor, masing-masing; Bank IFI (2 kantor), Bank BNI
(18 kantor), Bank Jabar (5 kantor);|Bank 'BRI{12 kantor), Bank Danamon (7
kantor), Bank Bukopin (3 kantor), Bank Internasional Indonesia (3 kantor),
Bank HSBC (2 kantor) dan 84 BPRS pada November 2003.>? Perkembangan ini
terus berlanjut, di mana Statistik Perbankan Syariah BI per No;/ember 2004
menunjukkan bahwa jaringan perbankan'syariah, sudab-berkembang menjadi
tiga bank umum dengan 248 kantor, 15 unit usaha syariah dengan 85 kantor dan
88 BPRS.* Pada saat yang sama, BI juga melapdrkan bahwa bank konvensional
memiliki jaringan sebanyak 7940 kantor.**

Sejumlah perkembangan inilah yang diakui oleh Ketua Dewan Syariah

Nasional (DSN) MUI, K.H. Ma’ruf Amin, bahwa target pertumbuhan bank

37 Direktorat Perbankan Syariah BI, Statistik Perbankan Syariak, November 2003,

33 Direktorat Perbankan Syariah BI, Statistik Perbankan Syariah, November 2004. Data
ini berbeda dengan laporan Republika bahwa pada November 2004, di Indonesia telah terdapat
tiga Bank Umum Syariah, 16 UUS dengan 355 jumlah Kantor dan 88 BPRS. Lihat “Keunggulan
Sistem Dual Banking”, Republika, Jum’at, 29 April 2005, hal. 3. Di Jawa Tengah sendin,
sampai dengan akhir Mei 2004, terdapat 11 kantor cabang umum syariah dan 4 kantor unit usaha
syariah. Lihat Novita Wulandari, “Keunggulan Komparatif Bank Syariah”, Suara Merdeka,
Senin, 22 Nopember 2004), hal. 4.

3 «“BMI Buka Bank Syariah Pertama di Bali”, Republika, Selasa, 7 Desember 2004, hal.
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syariah, telah tercapai.’® Sayangnya, klaim ini hanya menyebutkan kuantitas,

tanpa adanya penjelasan yang memadai mengenai perbedaan bank syariah

dengan bank konvensional, maupun perbedaan bank syariah dengan unit usaha

syariah. Suatu hal yang seharusnya mendapat perhatian khusus dart DSN MUI.

Tabel 1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
November 2003 November 2004
KP | KC {KCP| KK (Totall, Market 1/KP | KC [KCP| KK |Total{ Market |Kenatkan

Kelompok Bank Area Arsa | Market

Covera L’}overage Area

Covera

Bank Umum Syariah 70 | 2001 1127204 (0797% |3 | 87 | 37 |121/248] 745% | -52%
1. Bank Muamalat indonesia 1129182 80 {1181 46.1% |1 (36} 9 | 74 |120] 36.0% | -10.1%
2. Bank Syariah Mandiri 1 1411127132186 336% 1|49 )28 ! 47 [125] 375% | 39%
3. Bank Syariah Mega Indonesia 1110201 0]3 [ 09% | 09%
Unit Usaha Syariah 8 (38 6.00 /52)203% [15!56|/14] 0 {85 255% | 52%
1. Bank IF) 1110217 08% - A [ 11010 ]2 06% | 0.2%
2. Bank Negara Indonesia 1 [ 12 571770718 1770% (1 14,8 {0123 69% | 0.1%
3. Bank Jabar i T4ToTolsT 20 [1]4fojo]s5s] 15% | 05%
4. Bank Rakyat Indonesia 1gla™ | 0y [oluls 12l 7%} 1 1468 { 1 | Omb18 | 54% | 07%
5. Bank Danamon NBN O 0= PlC27%=) 1 |17 0N O™w8 | 24% | 0.3%

6. Bank Bukopin 1972 70 (O3 | 12% {1 1'37 010174 12% 0%

7. Bank Intsmasional Indonesia 11200 03[ 12% 0 1,310 ]01 4] 1.2% 0%
8. HSBC, Ltd. 1 ] 00 ™=0 )2 O8% L1001 110 ;2] 06% | 02%
9, Bank DKI T P11 01021 068% | 06%
10. BPD Riau L1 1[0t 0 2] 06% | 06%
11. BPD Kalsel tf 1 [N O [ 21 06% | 06%
12. Bank Niaga el 14400 | 6] 1.8% | 18%
13. BPD Sumut 1121010131 09% | 09%
14, BPD Acsh fj1joj{0|2] 06% | 06%
15. Bank Parmata T 111010 ] 2] 06% | 06%
TOTAL 10 [108] 26 1127256 ] 100% [ 17 [143] 51 [121]333] 100% | 100%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, Bank indonesia, November 2004 (diolah kembali)

Menariknya, walau secara kuantitas jumlah bank umum syariah bertambah

satu dengan bergabungnya Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta

penambahan jaringan sebanyak 44 kantor, namun Market Area Coverage bank

umum syariah mengalami penurunan sebesar 5.2 persen. Sebaliknya, adanya

3 K.H. Ma’ruf Amin, “Target Pertumbuhan Bank Syariah Tercapai”, Republika, Sabtu,
20 Nopember, 20604, hal. 2. Republika juga melaporkan bahwa saat ini sedikitnya terdapat 267
lembaga keuangan Islam dan Bank yang beroperasi di seluruh dunia, dan dalam waktu 10 tahun
diharapkan dapat merangkul 40-50% tabungan masyarakat. Bank Islam Inggris tercatat sebagai
bank terakhir yang diluncurkan, dan merupakan bank Islam pertama yang mengantongi izin Bank

Sentral Inggris.. Lihat

Dunia”, Republika, Sabtu, 20 Nopember, 2004, hal. 2.

“Bank Islam Diharap Bisa Menguasai Separuh Tabungan Masyarakat



90

tambahan 7 unit usaha syariah yang didukung oleh 19 kantor, masing-masing;
Bank DKI (2 kantor), BPD Riau (2 kantor), BPD Kaisel (2 kantor), Bank Niaga
(6 kantor), BPD Sumut (3 kantor), BPD Aceh (2 kantor) dan Bank Permata (2
kantor), serta penambahan 14 kantor pada unit usaha syariah lama,
mengakibatkan kelompok bank ini mengalami kenaikan Market Area Coverage
sebesar 5.2 persen.

Berdasarkan analisa tersebut, pérbankan- syariah memang mengalami
perkembangan jaringan yang éukup menggembirakan, tetapi untuk
menyimpulkan sebagai pengaruh positif Fatwa-masih perlu diteliti kembali,
dengan membandingkan tingkat. perkembangamrtersebut dengan perkembangan
Jjaringan perbankan syariah per November 2003.

Jaringan perbanKan syartah pet"November 2002 terdin atas 2 bank umum
syariah dengan 109 kantor dar~6/unit-usahia syanah dengan 25 kantor dan 83
BPRS.*® Sampai dengan November 2003, jurfilali-ini bertambah sebanyak 122
kantor, yang terdin atas 2 bank umum dengan 204 kantor dan 8 unit usaha
syariah dengan 52 kantor dan 84 BPRS.*’

Sementara untuk periode yang sama per November 2004, walaupun bank
umum syariah bertambah menjadi 3 dengan bergabungnya Bank Syariah Mega
Indonesia (BSMI) dan 7 unit usaha syariah, namun jaringan hanya bertambah
schanyak 77 kantor. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank umum
syariah yang tercatat paling banyak membuka jaringan baru dengan 39 kantor.

Dengan penambahan ini, BSM memiliki Market Area Coverage terbesar, yakni

% Direktorat Perbankan Syariah BI, Statistik Perbankan Syariah, November 2002.
%7 Direktorat Perbankan Syariah BL, Stagistik Perbankax Sxarigh, November 2003,
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37.5 persen atau naik 3.9 persen dari November sebelumnya. Sedangkan Bank
Muamalat Indonesia (BMI), yang pada November 2003 memiliki Market Area
Coverage sebesar 46.1 persen, pada November 2004 dengan pembukaan
jaringan sebanyak 2 kantor, justru turun lebih dari 10 persen menjadi 36 persen.
Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) sebagai bank umum syariah ketiga
dengan 3 buah jaringan memiliki Marker, A7ea~Coverage sebesar 0.9 persen.
Dengan demikian, walaupun ménambahhjumlah jaringan sebanyak 44 kantor
termasuk 3 kantor BSMI, total \Market Area-Coverage yang dimiliki oleh bank
umum syariah per November 2004 adalah sebesar 75.5 persen, atau turun 5.2
persen dari periode sebelumnya,
Tabel 2
Perbandingan Perkembangan Jaringan Perbdnkan Syariah

(sebelum dan setelah’FatwaVUI /N@. 1 Tahun 2004)

Nov. 2002 Nov:-2003 Nov. 2004
Jmi ™ (“Merket [aring| Jml' "{=Mearket |"Kenaikan| Jaring] Jm! | Market |Kenaikan
Kelompok Bank kantor| Area an |Kanfor! Area | Market | an |kantor| Area Market
Coverage| Baru Coverage| Area | Baru Coveraga | Area
Coveragel Coverage

Bank Umum Syarish . 109 | 81.3% | 95 | 204 | 79.7% | -1.6% | 44 [ 248 | 745% | 5.2%
1. Bank Muamalat Indonesia 66 | 463% | 52 | 118 | 461% | 3.2% | 2 | 120 | 360% | -101%
2. Bank Syerigh Mandiri 9 [321% [ 43 | 86 | 336% | 15% | 39 [ 125 | 375% | 39%
3. Bank Syariah Mega Indonesia 3 3 09% [ 09%
Unit Usaha Syariah 25 | 18T% | 27 | 52 | 203% | 24% | 33 [ 85 | 255% | 5.2%
1. Bank IFI 2 1.5% - 2 08% | 07% | - 2 06% | 02%
2. Bank Negara Indonesia 13 | 9.7% 5 18 | 70% | -27% | 5 23 | 69% | 0.1%
J. Bank Jebar 2 15% 3 5 2.0% 0.5% - 5 15% -0.5%
4. Bank Rekyat Indonesia 3 2.2% 9 12 | 47% 25% | 6 18 | 54% | 07%
5. Bank Danamon 3 2.2% 4 7 27% | 05% 1 8 24% | 03%
6. Bank Bukopin 2 1.5% 1 3 1.2% | 0.3% 1 4 1.2% 0%
7. Bank [ntemesional indonesia 3 3 1.2% 1.2% 1 4 1 12% 0%
8. HSBC, Lid. 2 2 08% | 08% - 2 06% | 0.2%
9. Bank DKI 2 2 06% | 06%
10. BPD Riau 2 2 06% | 0.6%
11. BPD Kalsel 2 2 06% [ 06%
12. Bank Niaga 6 6 18% 1.8%
13. BPD Sumut 3 3 08% | 09%
14. 8PD Aocsh 2 2 06% | 06%
15. Bank Permata 2 2 05% | 06%
TOTAL 134 | 100% | 122 T 256 | 100% | 333 ] 100%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, November 2004 (diolah kembali)
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Untuk bank-bank yang masuk dalam kelompok unit usaha syariah, dengan
adanya pembukaan jaringan baru pada unit usaha syariah lama dan
bergabungnya 7 UUS baru dengan 19 jaringan, memiliki total Market Area
Coverage sebesar 25.5 persen, atau naik 5.2 persen dari periode sebelumnya.
BNI Syariah dengan penambahan 5 jaringan mempakan UUS yang memiliki
Market Area Coverage terbesaf, yakni 6.9 persen dengan total jaringan
sebanyak 23 jaringan atau turun 0.1 pefseh. BRI, Syariah menyusul dengan 5.4
persen dengan total 18 jaringan|termasuk 6 jaringan baru, atau naik 0.7 persen,
Bank Danamon 2.4 persen dengan 8 jaringan termasuk 1 jaringan baru atau
turun 0.3 persen. Bank Bukopin-dan BIl Syariah masing-masing dengan 4
jaringan dengan penambahan 1 jaringan baru, sama-sama memiliki Market Area
Coverage sebesar 1.2 persen. Unit Usaha Syariah lama yang tidak menambah
jaringan, yakni; Bank Jabar memiliki-Marker'drea Coverage 1.5 persen dengan
5 jaringan atau turun| 0.5V persen,.dan Bank JF[ Syariah serta HSBC Bank
masing-masing dengan 2 jaringan, memiliki Market Area Coverage 0.6 persen
atau turun 0.2 persen dari periode November 2003.

Sedangkan untuk 7 UUS baru, masing-masing adalah; Bank Niaga, 6
jaringan (1.8%), BPD Sumut, 3 jaringan (0.9%), kerﬁudian Bank DKI, BPD
Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh dan Bank Permata, masing-masing dengan 2
jaringan, atau masing-masing memiliki Market Area Coverage sebesar 0.6

persen.
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2. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Selama tiga tahun terakhir, BI mencatat pesatnya perkembangan aset
perbankan syariah rata-rata 50 persen dan dana pihak ketiga sebesar 55 persen
per tahun. Data BI per akhir Desember 2003, menunjukkan bahwa total aset
perbankan syariah mencapai Rp. 7.86 triliun atau sebesar 0,69 persen total asset
perbankan nasional, Dana Pihak Ketiga {DPK) Rp~5,73 triliun atau sebesar 0,66
persen, dan pembiayaan Rp. 553 triliihatau “1,19 persen. Karena itu, BI
memproyeksikan bahwa perkembangan int ‘akan terus berlanjut, sehingga
mencapai satu persen lebih pada akhir 2004 dan pada 2011 lebih dari 5 persen.*®

Berdasarkan laporan Data Statistik Bl per November 2003, perkembangan
aset perbankan syanah adalah sebesar Rp. 7.44 triliun atau meningkat 56 persen
dari November sebelumnya, yakni sepesar Rp. 4.13 triliun, pembiayaan yang
diberikan mencapai Rp. 5.47 triliun ataw meningkat 64 persen, dan Dana Pihak
Ketiga sebesar Rp. 5.16 taliun atan ‘meningkat 57 persen,

Dalam periode yang sama per November 2004, aset perbankan syariah
sebesar Rp. 14.04 triliun atau naik 53 persen, pembiayaan Rp. 10,98 triliun atau
naik 50 persen, dan DPK sebesar Rp. 10.6 triliun atau naik 49 persen.

Dari data Tabel 3, dapat diketahui bahwa tingkat perkembangan aset
perbankan syariah sebelvm fatwa adalah relatif lebih baik daripada setelah fatwa
dikeluarkan. Sebelum Fatwa, total aset berkembang sebesar 55.6 persen,
sedangkan setelah fatwa dikeluarkan, perkembangan aset hanya mencapai

kisaran 53 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebelum Fatwa meningkat sebesar

%8 “Gubernur BI: Bank Syariah akan Berkembang Pesat”, Republika, Kamis, 4 Maret
2004, hal. 2.
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57 persen lebih dari periode sebelumnya, dan setelah Fatwa perkembangan yang
terjadi justru kurang dari 49 persen. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah
pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan perbankan syariah sebelum Fatwa
meningkat hampir 64 persen, namun untuk periode yang sama per November
2004 perkembangan pembiayaan hanya niendekati angka 50 persen, atau 13
persen lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 3

Perkembangan Aset Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Fatwa MUI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan November 2002 -Novemben 2003 % .| November 2004 %
Total Aset Rp. 4.134.803 Rp."7.441.755155.56%| Rp. 14.035.567 | 53.02%
DPK Rp. 2.955.753 Rp. 5.160.956 ; 57.27%! Rp. 10.559.028 | 48.88%
Pembiayaan Rph3.469.204 Rp= 57446 361w | 163:70% . Rpr10.978.618 | 49.619

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, November2004 (diolah kembali)

Dengan demikian, data di~atas menunjukkan/bahwa Fatwa tidak memiliki
cukup kekuatan untukymendongkrak.perkembangan Perbankan Syariah di tanah
air. Selain minimnya dorongan politik Pemerintah terhadap perkembangan
perbankan syariah, yang menurut Hendra Halwani, bukan satu-satunya kejadian
di dunia,” belum tepatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan
operasional Bank Syariah, befum luasnya jaringan Bank Syariah, dan minimnya
Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, turut melengkapi permasalahan

dan tantangan usaha pengembangan Perbankan Syariah di tanah air.”?

% Hendra Halwani, “Nature and Significance of Islamic Economics; Islam and the
Islamic Challenge in the Third Word Countries”, makalah disampaikan dalam International
Conference on Islamic Economics, “Islamic Economic and Change”, diselenggarakan oleh MSI-
PSEI Ul Yogyakarta, 12-13 Oktober 2002.

“ M. Syafi’i Antonio, Jbid. Bandingkan dengan Irfan Syauqi Beik dan Muhammad. Lihat
Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

hal. 140.
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Perbankan syariah memiliki sejumlah perbedaan prinsipil dengan sistem
konvensional, yang merupakan sistem lama yang dominan dan telah lama
berkembang di Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini belum cukup terakomodasi
dalam UU Nomor 7 Tahun 1998, maupun UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia. Betapapun harus kita akui bahwa kedua UU ini, telah
memberikan kesempatan terhadap betkembangnya indusﬁ’i perbankan syariah di
tanah air, dibandingkan UU sebelumny@ )Sejumlah perbedaan prinsip tersebut,
menuntut perlunya perbankan syariah diatur-dalam bentuk undang-undang yang
berdiri seadiri. Kebutuhan akanm adanya|undang-undang yang secara khusus
mengatur Perbankan Syariah rmenjadi -permasalahan pokok perkembangan
Perbankan Syariah di Indonesia.*!

Untuk mempercepat’ meningKatnya peémahaman masyarakat terhadap
operasional Perbankan Syariah, '~di- /afitaranya’ bisa dilakukan dengan
menyelenggarakan semirfag, lokakarya ‘matpun, kegiatan sosialisasi lainnya.
Dalam hal ini, Pemerintah (dan MUI) dapat belajar banyak dari keberhasilan
Program Keluarga Berencana (KB), dengan melibatkan seluruh komponen
masyarakat. Program Da’i yang terselenggara atas kerjasama MUI dengan
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), digunakannya
semua akses media termasuk yang dipertentangkan di kalangan umat Islam
dalam bentuk pembuatan patung keluarga dengan dua anak.

Sedangkan permasalahan minimnya SDM, bisa dilakukan dengan

memasukkan materi perbankan syariah dalam kurikulum yang berlaku dan

“' M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Cet. I, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2002), hal. 223-226.
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dimulai setidaknya semenjak pendidikan tingkat menengah,* maupun dengan
mempermudah ijin pembukaan Program/Jurusan Ekonomi Syariah di
PTAIN/PTAIS.

Kurangnya deposito dalam perbankan syariah yang disebabkan tidak
dapatnya suatu bank syariah menerima simpanan dari orang-orang yang hanya
ingin mendapat keuntungan tanpd menanggung tesiko (risk) apapun, adanya
likuiditas berlebihan, (excessive Jiquidity)ydanbiaya dan profabilitas, juga
merupakan kendala lain yang seringkali dihadapi“dalam usaha pengembangan
perbankan syariah.*

Karena itu, dalam upaya meningkatian|dan"menjalankan fungsi pelayanan
kepada masyarakat, Pemerintah perlu mengambil beberapa langkah dalam
rangka untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka
mendukung program pemulihan™dan—pemberdaydan ekonomi nasional, baik
melalui restrukturisasi | perbankan, maupun__dengdn pengembangan sistem
perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah perlu dilaksanakan karena
beberapa tujuan, seperti :**

(a) Kebutuhan jasa perbankan bagi masyérakat yang tidak dapét menerima
konsep bunga.
(b) Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip

kemitraan.

“2 Seperti kebijakan Pemerintah Kabupaten Tastkmalaya Jawa Barat dengan memasukkan
bidang studi Ekonomi Syariah sebagai muatan lokal. Lihat, “Ekonomi Syariah akan Diajarkan di
SLTP Tasik”, Republika, Jumat, 23 Januari 2003, hal. 2.

# Irfan Syauqi Beik, “Menuju Bank Sentral Syariah”, Republika, Jum’at, 13 Juni 2003,
hal. 5.

*4 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hal. 226-227.
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(c) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

Selain itu, strategi pengembangan bank syariah juga harus diarahkan untuk
meningkatkan kompetensi usaha, sejajar dengan sistem perbankan konvensional
yang dilakukan secara komprehensif dan mengacu kepada analisis kekuatan dan
kelemahan perbankan syariah di Indonesia. Posisi umat Islam yang merupakan
mayoritas penduduk, dukungan n€gara-negara Islam lain di seluruh dunia, dan
adanya konsep vang melekat (built in concept} sistem ekonomi Islam yang
mengandalkan pada sistem bagi \hasil _sangat sesuai dengan kebutuhan
pembangunan, merupakan kekuatan ($frénghts) yang mendukung perbankan
syariah dan sistem ekonomi Islam| secara umum. Sedangkan kelemahannya
(weaknesses) adalah belum adanya rumusan konseptual yang lengkap dan utuh
tentang lembaga ketangan syariah.

Selain faktor kekuatar™=(strenght) * dan ‘“kelemahan (weaknesses),
pengembangan bank syanah di Indonesia‘juga hanis mémpertimbangkan faktor
peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Beberapa faktor yang menjadi
peluang pengembangan bank syariah antara lain: (1) pertimbangan kepercayaan
agama, (2) adanya hukum yang mengatur bercperasinya bank Islam, dan (3)
adanya peluang didirikannya bank Islam sebagai instrumen ekonomi.
Sedangkan ancamannya adalah apabila penerapan lembaga keuangan syariah ini

dikaitkan dengan issue fanatisme agama.*’

4 Muhammad, Lembaga-lembaga, hal. 140.
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VALIDITAS FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2004

A. Perspektif Hukum Islam

Islam adalah syariat terakhir yang diturunkan. Syariat Islam memiliki
karakteristik tersendiri, yakni bersifat komprehensif dan universal
Komprehensif berarti bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan,
baik ritual (ibadah) maupun/sosial (muamalah). Aspek ibadah merupakan
hubungan manusia dengan Sang Khalig, sedangkan aspek muamalah merupakan
rule of the game, yang mengatur tata kehidupan sosial umat manusia. Syariat
Islam juga bersifat universal, yang berarti bahwa syariat Islam dapat diterapkan
pada setiap waktu dan keadaan, memiliki ¢dkupan yang luas dan fleksibel, serta
tidak membedakan antara muslim dan non-muslim.

Sumber utama syariat Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, yang
merupakan sumber hukum" pértama~dan kedua. Penurunan kedua sumber ini
telah berhent1 sejalan’ dengan/berakhimya.misi-kerasulan Muhammad saw. Ini
berbanding terbalik dengan sejarah kehidupan umat manusia, yang senantiasa
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dengan demikian banyak
persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya, baik dalam al-
Qur’an maupun al-Sunnah.’

Dalam upaya menjawab persoalan-persoalan baru tersebut, umat Islam

perlu menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir baru serta membentuk

! Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib fi al-Siydsah wa al-Aqa’id wa al-Tarikh al-Maz@hib
al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1989), hal. 160.

98
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norma baru dalam keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali
dalam bidang-bidang ekonomi. Inilah bukti otentik universalisme Islam dalam
bidang muamalah, yang ditandai dengan adanya fungsi fsawabit wal al-
mutaghayyirat (principles and variables). Larangan praktek riba, sistem bagi
hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain merupakan
contoh-contoh prinsip dalam sektor ;ekonomi—Sedangkan aplikasi prinsip jual
beli dalam modal kerja adalah SalahgSatu contoh variable yang merupakan
instrumen-instrumen untuk melaksanakan/prinsip=prinsip tersebut.’

Dengan demikian, maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1
Tahun 2004 tentang Bunga  (Interest/Faidah), adalah dalam kerangka
menjalankan fungsi atas apa yang menjadi prinsip ekonomi dalam pandangan
Islam, dan dalam siSi lain hal ini merupakan salah satu upaya Majelis Ulama
Indonesia (MUI) untuk mengaplikastkan §yariat Islam, sehingga akan senantiasa
up to date dan shalihun li-kulli zaman'wa al=-makan.

Sebuah hukum yang ditetapkan idealnya memenuhi “Tiga Nilai Dasar
Hukum”, yang meliputi; keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.* Untuk
memahami Fatwa ini, setidaknya dapat dilakukan dari dua perspektif, Hukum

Islam dan Sejarah Sosial Hukum Islam.*

M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek, Cet. 1, (Jakartz: Gema
Insani Press, 2002),, hal. 39.

* Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,
(Surakarta: UMS, 2002), hal. 15

* Dalam perspektif antropolgi budaya, Clifford Gerzt menyebutnya dengan istilah ‘mode!
for' dan ‘model off. Model for (model untuk) adalah model yang berupa pola dari sistem
pengetahuan, gagasan dan cita-cita dari suatu masyarakat tentang bagaimana seharusnya dan
sebaiknya. Sedangkan ‘model off (model dari) adalah pola kehidupan yang hidup dalam realitas
masyarakat yang terkadang tidak jelas kaitannya dengan ‘model untuk’. Lihat Sjafri Sairin,
Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif Antropologi, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), hal. 36.
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Hukum Islam, sebagaihma dirumuskan oleh para ulama membedakan
perbuatan manusia atas 5 (lima) kategori hukum, yaitu; wajib atau fardhu,
diseyogyakan (sunnah), diperkenankan (mubah), tidak diseyogyakan (makriih),
dan terlarang (haram).’

Dalam kaidah hukum Islam, dikatakan bahwa :

7o p LN WAV B RS RN I WA S

Hukum pokok sesuatu |adalah” boleh sebelum adanya dalil yang
menunjukkan keharamannya.

Dalam kaidah lain, dikatakan bahwa:

Ty O e I £ 3 maall BTy 5 4aalld oS

Hukum pokok=dalam" melakukan" transaksi dan” muamalah adalah sah
(boleh), sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatalan atau keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut,\maka huktm bérmuamalah bagi umat Islam,
termasuk beberapa perangkat transaksi yang diperlukan adalah mubah (al-
ibahah). Umat [slam memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana bentuk-
bentuk transaksi yang dibutuhkan, selama mereka tidak terlibat dalam
kesepakatan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal,

sebagaimana dibatasi oleh sabda Nabi SAW.

° Dalam mazhab Hanafi, wajib dan fardhu dibedakan. Berbeda dengan wajib, fardhu
adalah keharusan yang secara eksplisit disebutkan dalam sumber tekstual. Aliran atau mazhab ini
juga menyisipkan satu kategori, yaitu makruh tahrim, yang diartikan sebagai larangan yang tidak
secara eksplisit disebutkan dalam sumber tekstual. Kategori sisipan ini dibedakan dengan haram,
yaitu larangan yang berdasarkan ketentuan eksplisit dalam sumber tekstual. Lihat Abdurrzhman
Wahid, “Nilai-Nilai Normatif dan Reaktualisasi Ajaran Dalam Islam”, Pengantar dalam Sa’di Abu
Habieb, Ensiklopedi Ijma, terj. MA. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, Cet. II, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2003), hal. ix-xvii

§ Jalal al-Din al-Suyuthi, al-4spbdh wa al-Nazdir, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 43

7 Abdul Hamid Hakim, al-Baydn, (Jakarta: Sa'diyyah Putra, t.t.), hal. 320
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“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan

kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram.”

Dengan demikian, hukum asal bermuamalah kemudian dibatasi oleh hadis
di atas. Islam melarang umatnya tntuk memakan harta dengan cara-cara batil,
sebagaimana telah dijelaskan dalath Ficman Allah)SWT dalam Q.S. al-Nisa (4):

29. Termasuk dalam cara-cara batil adalah praktek, pengambilan riba.

Penggunaan statemen “\,5L5Y” dalam QS al-Nisa (4): 29 di atas, dalam

kaidah ushit/ al-figh mengandung pengertian perintah untuk meninggalkan atau

larangan (). Suatu larangan, apabila tidak diikuti garinah (ketentuan) yang

menyertainya, bisa diartikan sebagai suatu larangan.yang berlaku secara mutlak

(,—4 5—lks). Artinya, bahwa larangan untuk meninggalkan ‘pekerjaan memakan

riba’ adalah mutlak dan mengesampingkan pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi. Baik transaksi itu terjadi antara muslim dengan non-muslim, antara
muslim dengan muslim, maupun antara mereka yang berstatus budak, bukanlah
sesuatu yang dibedakan. Begitupun mengenai tempat di mana transaksi
dilakukan.® Fatwa tidak mencantumkan Q.S. al-Nisa (4): 29 ini sebagai salah

satu otoritas.

® an-Nawawi al-Syafi'i, al-Majmu’ Sparh al-Muhadzdzab, J. 1X, (t.t.p: Mathba’ah al-
‘Ashimah, t.t.), hal 442
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Dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/faidah), MUI
menyebutkan dua otoritas wahyu sebagai sumber rujukan, yaitu; Q.S. al-
Baqarah (2): 275-280, dan Q.S. al-Imran (3):130. Ini berbeda dengan kalangan
ahl figh pada umumnya yang menjelaskan bahwa pengharaman riba dalam al-
Qur’an dilaksanakan secara bertahap (tadarrw) melalui empat kali peﬂurunan
wahyu,” Ini adalah suatu hal yang g@kup-menarik unituk dicermati.

(a) Otoritas pertama, QS. Al-Baqarah (2)275:280;
Mlmgmr}u LS W Gonsi 1 1 Jnujmw.ul
(.:_;;j‘raﬁm_;b _,JILLL&.::JIL..,I bjuvmm«:;};ifg,_f
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguinya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil

? Masing-masing adalah Q.S. al-Rum (30):39, al-Nisa’(4): 160-161, al-‘Imran (3); 130,
dan al-Bagarah (2):275-280. Namun dengan alasan bahwa konteks riba dalam Q.S. al-Nisa’{4):
160-161 menggunakan ‘falwih’, bukannya ‘fashril’, beberapa ulama seperti Muhammad Ali ai-
Shabuny tidak menyebut ayat ini sebagai salah satu ayat yang melarang praktek riba. M. Ali al-
Shabuny, Tafsir, hal. 276-277. Juga Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dgn
Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga (Islamic Banking and Interest; A Study of
the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation) atih bahasa M. Ufuqul Mubin dkk,
Cet. [, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 28-53.
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riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.”

rwf RHLRIE pEVIIYERT oS TS TN U EE

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat

dosa.”

- e 4
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“Sesungguhnya<orang-orang "vang beriman, mengerjdkan amal saleh,
mendirikan sembahyang dan_menundikan zakal, mereka mendapat pahala
di sisi Tuhannya., Tidak add kekhawatiran™erhadap mereka dan tidak

(pula) mereka bersedih hati.”

P ee
|
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkanlah sisa riba (vang belum dipungut) jika kamu orang-orang

yang beriman.”
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“Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat
(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.™

st 158 o3 3 am A 5522 W35S o3
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“Dan jika (orang berhutang“itu) dalant kestikaran, maka berilah tangguh
sampai dia berkelapangan=Dan~menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat yang disebut sebagai rujukan pertama (Q.S. al-Baqarah (2):275-280)
dan turun pada tahun 8 H (630 M) ini, oleh para ulama selama ini justru
ditunjuk sebagai wahyu terakhir yang turun mengharamkan praktek riba.

Menurut ayat ini, orang yang memakan riba digambarkan sebagai orang
yang tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan

setan karena ketenteraman jiwanya terganggu. Namun demikian, Allah masih
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memberikan kelonggaran bagi mereka yang belum “sampai kepada mereka
larangan Tuhannya” "

Larangan riba dalam konteks ayat ini, mengarah kepada nba nasi’ah yang
banyak dipraktekkan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah.!! Namun apabila
larangan itu telah sampai kepada mereka, dan mereka tetap saja mengambilnya,
maka mereka diancam akan ditetapkan|sebagai penéhuni neraka yang kekal di
dalamnya. Penegasan Allah dalam-ayatdni kemudian diikuti déngan pernyataan
tentang kehalalan jual beli,'? perintah‘untuk bertadbat dengan meninggalkan sisa
riba,” dan ancaman bagi mereka yang tidak mau:meninggalkan riba, karena hak
orang yang berbuat baik dengan meminjamkan ‘kepada orang lain adalah
sejumlah harta pokok, sehingga mereka tidak menganiaya_dan tidak pula
teraniaya,'* dengan memberikan tambahan waktu kepada orang yang meminjam
sehingga mereka mendapat kelapangaf, dan ‘akan lebih baik kalau hutang itu
kemudian disedekahkan ataul dibebaskan."

Substansi pengharaman riba dalam konteks ayat ini, sebagaimana
dijelaskan oleh kalangan Mufassir klasik, seperti; Thabari, Zamakhsyari (w. 538
H/1144 M), dan Ibn Katsir (w. 744 H/1337 M), tidak memiliki perbedaan
dengan makna yang dipakai pada masa awal turunnya wahyu yang melarang

riba, dan merujuk langsung terhadap praktek riba pra-Islam.'®

2 3S. Al-Bagarah (2): 275
I Riba nasi'‘ah yaitu pembayaran lebih yang dipersyaratkan oleh orang yang
meminjamkan. Lihat al-Qur’an dan Terjemahnys, hal. 69.

12 3S. Al-Bagareh (2): 276

' 3S. Al-Bagarah (2): 278

4 QS. Al-Bagarah (2): 279

13 Q8. Al-Bagarah (2): 280

16 Abdullah Saeed, Bank Islam, hal. 42.



106

(b) Otoritas kedua, Q.S. al-Imran (3):130, yang berbunyi :

b
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“Hai orang-orang yang beriman, ganganjal~kamu memakan riba dengan
berlipat  ganda dan bertakwalahd kamu “kepada Allah agar kamu
memperoleh keberuntungan. |’

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, di antaranya dari segi
kebahasaan, ayat ini menggunakan-statemen [janganiah kamu memakan riba’,
yang dalam analisa Thabari (w. 310 H/923 M), menunjukkan diperbolehkannya
mengkonsumsi riba sébelum Islam datang.'™ Defigan defnikian; Setelah ayat ini
turun, riba menjadi sesuatu yarig-haram 4agi umat'Islam. Namun demikian,
pengharaman masth pargial (juz i), 'dan belum menyelunh-(ku/ly), karena yang
diharamkan adalah riba fakhis atau riba yang terlalu keji karena sangat
mencekik, bunganya berlipat ganda dan sangat mémberatkan peminjam
(debitur).'®

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah keterkaitannya dengan konteks

sosial turunnya ayat, terkait dengan peristiwa tragis yang dialami oleh umat

'7 Ibid, hal. 37-38.

'® Pengharaman riba dalam konteks ini sama dengan status ketiga pengharaman minuman
keras pada Q.S. al-Nisa (4):43, di mana minuman keras hanya diharamkan pada waktu-waktu
salat.
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I[slam dalam Perang Uhud. Karena itu, untuk memahami dalalah ayat ini, harus
pula dipahami konteks peristiwa yang melingkupinya.'®

Sejarah telah menjelaskan kepada kita, betapa sebenarnya dalam peristiwa
perang Uhud, umat Islam hampir saja memperoleh kemenangan, tetapi
kemudian dikalahkan secara tragis oleh orang kafir. Dalam peristiwa itu,
terbunuh 70 orang syahid yang meninggalkan banyak anak yatim, para janda
dan orang lanjut usia. Lebih menyedihkan lagi, kekalahan tersebut terjadi
sebagai akibat kesalahan sebagian kecil umat Islam, yang terpengaruh oleh
harta. Dalam konteks seperti itulah ayat ini turun: Keluarga syuhada ini sangat
membutuhkan bantuan finansial”| untuk ||m€nopang kehidupan mereka
selanjutnya. Di tengah_hilangnya penopang kebutuhan hidup mereka, adalah
sebuah kesulitan tersendiri apabila mereka harus membayar hutang-hutang yang
mereka ambil dalam rangka mencukupi” kebutuhannya. Hutang yang tadinya
kecil akan dapat meningkat'dan.terus-berkembang.menjadi‘besar yang akhimya
dapat menghabiskan seluruh kekayaan pihak yang berhutang (debitur)
meningkat secara berlipat ganda, dan debitur mustahil dapat melunasinya. Ini
menunjukkan bahwa praktek riba pada masa pra-Islam (riba jahiliyyah) adalah

meliputi segala bentuk tambahan (peningkatan) jumiah hutang yang menjadi

1 Komaruddin berpendapat, bahwa “teks hanyalah salah satu aspek dari realitas
kehidupan beragama. Pemahaman agama yang hanya menyandarkan pada otoritas teks tanpa
memahami dan mengapresiasi konteks psikologis, sosial dan demografis di mana sebuah teks suci
dilahirkan, maka dimensi universalitasnya bisa jadi akan terkalahkan oleh dimensi tekstualnya,
sehingga yang lebih mengemuka adalah wajah agama yang partikularistik. Lihat Komaruddin
Hidayat, Wahyu di Langit Wahyu di Bumi, Doktrin dan Peradaban Islam dalam Panggung
Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 3
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tanggungan debitur, apabila tidak dapat mengembalikan hutangnya pada waktu
yang telah ditentukan.”

Mengenai Q.S. al-Riim (30): 39, yang selama ini diyakini oleh kalangan
ahli hukum Islam sebagai wahyu pertama yang membicarakan larangan riba,
namun tidak disebut sebagai sumber otoritas, bisa dipahami mengingat tidak
adanya ketegasan ayat. Ayat inisoleh-Kalangan mufassir klasik dipergunakan
untuk mengartikan riba sebagai giff (pemberian), sehingga Ashari (w.370 H/980
M), dan Ibn Manshur, menjelaskan bahwa miba terdiri atas riba yang dilarang
dan riba yang dibolehkan (legal) menurut hukum‘.21 Sebuah penafsiran
(interpretasi) yang mengundang ‘perdebatan, karena tidak adanya bukti sejarah
pemakaian istilah riba yang digunakan dalam makna giff (pemberian). Istilah
riba dengan makna ini bahkan tidak nampak pada masa secbelum dan setelah
datangnya Islam.

Demikian halnya dengan Q.S. al-Nisa’_{4): 16b-161, tentang informasi
telah dilarangnya riba bagi orang Yahudi, tetapi mereka tetap memakan
(mengambilnya), sehingga mereka menerima laknat dan azab dari Allah SWT.

Konteks riba dalam ayat ini menggunakan ‘falwih’, dan bukannya ‘tashrih’,

2% Interpretasi Thabari ini dibantah oleh Jassas (w. 370 H/980 M), dari mazhab Hambaly
yang menuduh bahwa pernyataan Thabari ini tidak didukung oleh fakta sejarah. Menurutnya, riba
yang dikenal dan dipraktekkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyyah adalah meminjam uang
(dinar/dirham) dengan menetapkan batas khusus (waktu) mengenai kesepakatan kelebihan dari
nilai pokok pinjaman maupun di atas jumlah pinjaman. Lihat dalam Abdullah Saeed, Ibid, hal. 40.

1 Riba yang sah menurut hukum dalam pandangan Ibn Manshur adalah setiap bentuk
pemberian seseorang kepada orang lain yang diharapkan hanya untuk mengharapkan sesuatu yang
lebih baik di masa mendatang (akhirat).
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yang bisa diartikan sebagai tidak adanya keharaman riba bagi orang Islam dalam
ayat ini.??

Dengan alasan ini, maka realitas Fatwa yang hanya merujuk kepada dua
otoritas wahyu, tidak berdampak jauh pada lemahnya kualitas Fatwa.

Berbeda dengan otoritas ayat yang disebut, Fatwa banyak sekali
menyebutkan hadis sebagai sumbeT oterjtas. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) hadis
tentang riba yang disebutkan oleh Fatwa, yang beberapa di antaranya memiliki
kedekatan secara maknawy.

Hadis yang menerangkan bahwa Rasulullalh SAW. melaknat orang yang
memakan dan mengambil riba ‘misalnya, didlang sebanyak tiga kali, yakni;

nomor 1, 2 dan 6. Teks lengkap ketiga hadis ini adalah:

23wu,¢)4;'u1‘)uguu)q&,c_hw ulfy)l._.)\‘}ﬂgﬁn J,_,JO,JJui‘nu,;Op

Dari Abdullah r.aqia berkata:..Rasulullahss.aw. melaknat orang yang
memakan (mengambil) |dan “memberikan_ xibu.’f-Rawi berkata: saya
bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan
dua orang yang menjadi saksinya? " la (Abdullah) menjawab: “kami hanya
menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).
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Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasululiah s.a.w. melaknat orang yang

memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang vang

22 Muhammad Ali al-Shabuny, Tafslr, hal. 276-277. Barangkali karena alasan ini pula,
sehingga Abdullah Saeed dalam analisisnya tidak merasa perlu untuk menyebut ayat ini sebagai
salah satu dalil yang menunjukkan dilarangnya praktek riba. Lihat lebih dalam Abdullah Saeed,
Bank Islam, khususnya hal. 28-53.

2 Imam Muslimy, Shahfh Mustim, J. 11, (Semarang: CV. Thaha Putra, t.t.), hal. 697. Bab
La’'ni Akil al-Ribd wa Mu’kilihi”. Hadis Riwayat Usman Ibn Ali Syaibah dan Ishaq ibn Ibrahim,
dari Mughirah, dari ‘Alqamah, dari Abdullah.

** Opcit. Shahih. Hadis dari Muhammad ibn Shabah, Zubair ibn Harb dan Usman ibn Abi
Syaibah, dari Husyaim, dari Abu Zubair, dari Jabir ra.
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menyaksikannya.” la berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR.
Muslim).
Kedua hadis di atas diambil dari Shahih- Muslim. Sedangkan hadis

ketiga, berbunyi:
4.,7‘5) QML&}AK}A‘, b)ldﬂuﬂ g&‘d}ﬂu OTJMQ.!‘ 3))‘..\...9*_’9

Dari Abdullah bin Mas'ud:) “Rasulullah=SAW melaknat orang yang
memakan (mengambil) riba, /memberikan, dua orang yang menyaksikan,
dan orang yang menuliskannyu. (HR. 1bn Majjah)

Selain tiga riwayat hadis ini,-beberapa-riwayat lain menyiratkan makna
yang sama, yakni, adanya ancaman dalam bentuk laknat Allah bagi mereka yang
bersekutu dalam sebuah™ransaksi| ribawi®> Dalam terminologi Ilmu Hadis,
hadis-hadis yang memiliki kedekatan makha Sepérti ini, bisa dikategorikan
dalam kelompok hadisy mutawatir ssecara maknac(a/smutgwatir al-ma’nawy),
dan, termasuk hadis yang menduduki peringkat pertama dalam istinbath al-
ahkam. Pengetahuan yang pasti yang dihasilkan dari hadis-hadis mutawatrir
maknaw? mendapat pembenaran logisnya dalam korobosi tiap hadis yang
memberikan dukungan arti yang sama kepada hadis lain, Perbedaan yang
dimaksudkan di sini adalah terkait dengan rangkaian periwayatan dan isi verbal
hadis. Karenanya, tingkat kemungkinan yang dinisbatkan kepada masing-

masing hadis, langsung hilang begitu dikumpulkan menjadi satu kesatuan.?®

* Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidzi, dari Jabir ibn
Abdullah. Lihat Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J. 111, hal. 124

* Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam; Penganta: Untuk Ushul Figh Mazhab
Sunni, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 95.
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Otoritas hadis lain yang disebutkan, adalah hadis yang menginformasikan
akan datangnya suatu masa di mana semua orang akan memakan riba, atau
minimal terkena debunya, yang terdiri atas 2 (dua) buah hadis,?’ dan 2 (dua)
yang lain membicarakan beratnya dosa riba,?® nampaknya lebih cenderung
dalam upaya menakut-nakuti umat Islam agar menjauhi transaksi riba,
sebagaimana juga dilakukan ol Tmam Ibn, Majjah yang memasukkah hadis-
hadis ini dalam Bab al-Taghlidz fi al-Riba.

Sebenarnya, hadis-hadis yang ‘termasuk dalam pembahasan ini banyak
sekali, seperti hadis yang menyatakan friba sebagai bagian dari tujuh perkara
yang merusakkan, sehingga beliaw berpesan kepada kita agar menjauhi 7 (tujuh)
perkara tersebut,” dan bahwa dosa memakan riba bagi Allah, adalah tiga puluh
enam kali lebih berat daripada dosanya orang yang berzina, memiliki tiga puluh
enam tingkat dan serendah-rendahnya-adalah’seutnpama laki-laki yang berzina

dengan ibunya sendiri,’? dan lain-lain.

7 Ppertama, adalah HR. al-Nasa’i, dari Abu Hurairah ra. yang menyatakan bahwa
Rasulullah s.a.w. telah bersabda, “akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka
(terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena
debunya”. Lihat al-Nasa’l, Sunan al-Nasa’i, Kitab al-Ba’l, Bab Ijtinab al-Syubuhat fi al-Kasbi.
Sedangkan hadis kedua adalah HR. Ibnu Majjah dari Abu Hurairah r.a. yang menyatakan bahwa
Rasulullah s.a.w. telah bersabda; “sungguh akan dayang kepada umat manusia suatw masa di
mana tak satupun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan
(mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” Lihat Ibn Majjah, Sunan Ibn Majjah, Kitab al-
Tijarah, Bab al-Taghlidz fi al-Riba.

2 HR. Ibn Majjah, dari Abu Hurairah, Sunan fbn Majjah, Kitab al-Tijarat, Bab al-
Taghlidz fi al-Riba, dan H.R. Ibn Majjah, dari Abdullah ibn Mas’ud, Sunan ibn Majjah, Kitab al-
Tijarat, Bab al-Taghlidz i al-Riba. Dalam versi lain, dari Abdullah [bn Hanazalah, Rasulullah saw
bersabda ;, “Satu dirham riba yang diterima seseorang dan dia tahu, adalah lebih buruk daripada
berzina 36 kali”. Imam Baihaqi, Syu’abul Imdn, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Amaliyyah,
1995 M/1415 H), IV : 393-394, hadis no. 5518. Hadis dari ‘Ali Ibn Ahmad Ibn ‘Abdan, dari
Ahmad Ibn ‘Ubaid dari Muhammad Tbn al-Fadl Ibn Jabir dari Yahya Ibn Ism#’il dari Ibn ‘Abbas,
dengan tambahan “neraka lebih layak bagi orang yang dagingnya tumbuh karena barang haram”.

* HR. Bukhari dari Abu Harairah. Lihat Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, J. 111, (Beirut:
Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.t.), hal. 124

* Hadis Riwayat ad-Daruquthniy, dari Abdullah ibn Handzalah, Jbid.
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Hal lain yang menarik untuk dicermati dalam penulisan otoritas hadis ini
adalah referensi yang digunakan. Dari ketujuh otoritas hadis yang disebutkan, 2
(dua) buah hadis di antaranya diambil dari Shahth Muslim, satu dari Sunan
Nasa'i, dan terbanyak yakni 4 (empat) buah hadis diambil dari Sunan /bn
Majjah. Dalam hal ini, Fatwa mengesampingkan pendapat yang menyatakan
bahwa hadis yang memiliki Awalifas, ferbaik adalah hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudiatihadisshadis yang diriwayatkan oleh
Imam Mushim, dan seterusnya.

Tidak disebutkannya Shahih al-Bukhdri, |sebagai salah satu dasar
pengambilan hadis, memang tidak berdampak “lebih jauh terhadap rendahnya
mutu fatwa, karena beberapa di antara_otoritas yang disebutkan Fatwa, pada
kenyataannya juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari. Tetapi hal ini setidaknya
akan memberikan nilar tambah™Fatwa “di hadapém mereka yang memiliki
pandangan demikian.

Begitupun dengan hadis ‘enam komoditi’ yang selama ini dikenal sebagai
sumber utama kajian riba dalam perspektif hadis,’! namun tidak disebut sebagai
sumber otoritas Fatwa, bisa dipahami sebagai bentuk upaya MUI untuk
menghindari terjebaknya Fatwa dalam perdebatan awal mengenai apa yang
dimaksud dengan riba.

Selain otoritas dalam bentuk wahyu al-Qur’an dan Hadis, otoritas ketiga

yang disebutkan Fatwa adalah kesepakatan ulama (a/-Ijma’) tentang keharaman

3 Muslim, Shahih, V, hal. 44.
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riba dan bahwa riba merupakan salah satu dosa besar (al-kaba’ir), yang diambil
dari Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, karya al-Nawawi.

Untuk memperkuat validitasnya, Fatwa juga mengutip beberapa sumber
lain, yang terdiri atas, pendapat ulama, argumentasi bahwa bunga pinjaman
lebih buruk daripada riba yang diharamkan al-Qur’an, ketetapan keharaman riba
oleh berbagai forum internasional,-danbeberapa-fatwa organisasi masa Islam di
tanah air, seperti; MUI, Muhammadiyah!dan NU; Fatwa organisasi masa lain,
seperti; Persis (Persatuan Islam) dan al-Irsyad fidak dijadikan pertimbangan oleh
Fatwa.

Beberapa pendapat (a/-gaul)-uldma vyafig dikutip antara lain; al-Nawawi
dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Tbn al-‘Araby dalam Ahkam ai-
Qur'an; al-‘Aini dalam ‘Umdar al=Qari; “al*Sarakhsyi dalat al-Mabsith:*
Raghib al-Asfihany dalam al-Mufradatfi Gharib al-Qur 'an, Muhammad Ali al-
Shabuny dalam Rawa'i jal~Bayan (fi Tafsti Ayat af—Qur ‘an;, Muhammad Abu
Zahrah dalam Buhirs fi al-Riba; Yusuf al-Qardhawi dalam Fawa'id al-Buniik;
dan Wahbah al-Zuhaily dalam al-Figh al-Islam wa Adillatuh.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (inferest/faidah) terdiri
atas 3 (tiga) pasal, masing-masing; Pengertian Bunga (interest/fdidah), Hukum
Bunga (interest), dan Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

Pasal 1 terdiri atas dua ayat, yang berbunyi:

32 Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Sah! (w.483 H/1090 M), dan dikenal sebagai
Syams al-A'immah (matahari para Imam). Beliau adalah pemikir figh, ilmu kalam dan hadis
mazhab Hanafy, al-Mabsuth adalah salah satu karya terbesarnya. Ibnu Kamal Pasya
memasukkannya sebagai Mujtahid fi al-Masail. Likat Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-pakar
Figh Sepanjang Sejarah, (Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushiiliyyin), terj. Husein Muhammad, Cet.
1, (Yoyakarta: LKPSM, 2001), hal. 162-163
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(1) Bunga (interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan dalam
transaksi pinjaman uang (al-gardh) yang diperhitungkan dari pokok
pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,
berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan
pada umumnya berdasarkan persentase.

(2) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (2 ,— %) yang terjadi

karena penangguhan dalam pembayaran ( }—Y%..;) yang diperjanjikan
sebelumnya (Laz. & ~2). Dan inilah yang disebut riba nasi‘ah.

Definisi ini sejalan dengan definisi —kelompok MNeo-Revivalis dan
bersumber dari pengertian dalam!Q.S.@1sBaqarah (2). 275-280, yang secara
jelas menyatakan bahwa yang boleh diambil hanyalal_l uang pokok. Tidak ada
jalan lain, menurut mereka, kecuali mengartikan-riba sesuai dengan pernyataan
tersebut. Artinya, adanya ketidakadilan -mgupun sebaliknya dalam sebuah
transaksi pinjaman, bukanlah sesuatu yang relevan untuk terus diperdebatkan.
Ini adalah pendapat‘kelompok’ Neo=Revivalis=yang l€bih" menekankan pada
bentuk legal larangan riba. Mawdudi.dan=Sayyid \Quthb, pendukung utama
kelompok ini menyatakan bahwa unsur ketidakadilan adalah raison d’etre dari
larangan riba. Dalam penafsiran Mawdudi, riba adalah jumlah yang diterima
oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga pasti.”
Tokoh-tokoh lain, seperti, Chapra dan Muhammad Uzair, menyatakan bahwa

bunga dengan segala bentuknya adalah sama dengan riba.**

. Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam
Dalam kajian perspektif sejarah sosial Hukum Islam, hal ini bisa dilihat di

antaranya dengan penamaannya dengan figh. Penamaan dengan istilah figh ini,

33 Ibid, hal. 87.
3 Ibid, hal, 88.
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dalam analisa J.A. Williams, menunjukkan totalitas ruang lingkupnya dalam
kehidupan umat manusia. Berdasarkan asumsi ini, maka penerapan hukum
Islam dalam segenap aspek kehidupan harus dianggap sebagai upaya
pemahaman itu agama sendiri.

Hukum [slam dapat ditinjau pada pengaruh hukum Islam pada terjadinya
perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya, mnémh masyarakat muslim
terhadap perkembangan hukum Islam##da hubungan timbal balik di antara
keduanya. Hubungan ini dapatCdihhat\pada terjadinya perubahan orientasi
masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam
karena terjadinya perubahan masyarakat m{islim// dan perubahan masyarakat
muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalafn hukum Islam.

Dengan démikian, adalah suatu” hal 'yang mungkin apabila ide hukum
kemudian muncul dalam bentuk reglitas: yang berbieda atau bahkan sama sekali
berlainan dalam realitas| kehidupan masyarakat. . Menufut\Emile Durkheim,**
hukum adalah suatu fenomena sosial, suatu kenyataan dalam masyarakat.
Sebagai sebuah kenyataan atau realitas, maka hukum lebih nampak sebagai
sebuah realitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sejarah telah mencatat dan menjelaskan kepada kita, betapa pola budaya
suatu masyarakat dan tingkah laku sosialnya dapat memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Dalam hal ini, munculnya

* E. Durkheim dikenal sebagai sosiolog pertama yang mencurahkan perhatiannya
terhadap masalah ini. Melalui studinya tentang hukum, ia mencoba menjelaskan teori
terbangunnya masyarakat yang didasarkan pada solidaritas sosial. Manivestasi nyata dari
solidaritas tersebut lantas tercermin dalam hukum yang merupakan lambang yang dapat diamati
dan diukur bagi solidar sosial dibelakangnya. Lihat Alan Hunt, The Sociological Movement in
Law, (London: Macmillan Press, 1978), hal. 60-67.
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aliran-aliran hukum dalam Islam menjadi contoh yang kongkrit. Termasuk di
antara faktor dominan yang memicu lahirnya aliran-aliran tersebut adalah
perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang
dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H sampai pertengah abad ke-4 H.,
yang menyebabkan lahimya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan fugaha
(ulama figh) mengenai suatu masatah - hukpm;

Adanya pengaruh hukum|Islam pada terjadinya perubahan masyarakat,
nampak jelas pada permulaan disyaniatkanfiya Islam. Kondisi masyarakat Arab
saat itu, digambarkan sebagai |suatu tatanan masyarakat yang penuh dengan
kebodohan (jahiliyah). Oleh karenal|itu, merekd kemudian disebut sebagai
msyarakat Arab Jahiliyyah. Mereka memiliki pola pikir, sikap dan tingkah laku
terpuji dan tercela."Dalam’ hal ini, Tslam mienéfima dan mengémbangkan yang
terpuji,’” menolak dan meluruskan yang tercela, “seperti kebiasaan berjudi dan
mabuk-mabukkan.*’

Dengan demikian, hukum Islam (figh, syariah) memiliki fungsi ganda,
sebagai hukum sekular dan sebagai nilai-nilai normatif.*® Sebagai hukum, ia
berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai citra I[slam.
Sebagai norma, ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu
dengan konteks spiritual. Adanya dua fungsi ganda ini merupakan ciri spesifik

hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum Islam. Sebab, sebagai

36 Sudirman Tebba, Sosiologi, hal. 4

*" Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah,
1967), hal. 196.

** Ahmad Amin, Fajr al-Islam, (Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1975), hal.
76-77.

¥ Q.S. Al-Maidah (3): 90

“ Sudirman Tebba, Sosiologi, hal. 1
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sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di
sekelilingnya. Ini adalah proses adaptasi fikiran-fikiran/idea-idea manusia dan
sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Sedangkan dari
segi norma, ia memberikan arti bahwa interpretasi idea-idea dan ketetapan-
ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Ini pula yang
membedakan pembentukan pola eita-masyarakat Islam dengan bukan Islam.
Pola cita masyarakat Islam diturunkanoleh Tuhan dalam bentuk wahyu dan
terbentuk secara cepat (revolusi),(sedanigkafi’pembentukan pola cita masyarakat
Islam terbentuk berdasarkan pengalaman dan penfikiran sosial secara evolusi.!

Riba adalah sebuah praktek ‘muamalah (yang diharamkan dengan nash al-
Qur’an maupun al-Sunnah. Demikian halnya praktek pémbungaan uang dalam
perekonomian moderh,’ dan’ mendapat® dukungan ‘dari beberapa ahli ekonomi,
sudah memenuhi kriteria riba sebagaimana-yang\dimaksudkan dalam nash al-
Qur’an dan al-Sunnah.

Dalam kenyataan empiris, tidak ada pengorbanan apapun yang
dikeluarkan/dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman (pemilik modal),
yang oleh karenanya menjadikan ia berhak atas sejumlah kompensasi bagi
pengorbanan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Uraian ini cukup
menjawab pertanyaan mengenai akurasi Fatwa MUL Namun demikian, akurasi
ini periu diimbangi dengan melihat realitas kehidupan di masyarakat. Artinya,

bahwa untuk melihat kesesuaian antara fatwa dengan kondisi riil di lapangan.

! Ibid, hal. 2
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Allah swt. memerintahkan kepada kita untuk memudahkan. Kemudian dalam
pasal 2, berbunyi:

(1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang
terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan
demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk
riba, dan riba haram hukumnya.

(2)Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan
oleh bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga
Keuangan lainnya maupun-dilakukan-oteh individu.

Dalam ayat (1) pasal ini; kita mendapati statemen yang berbunyi,
‘....praktek pembungaan vang saat ini telah memenuhi kriteria riba _f'ang terjadi
pada zaman Rasulullah SAW.’ Ini/adalah” pendekatan dengan al-giyas
(analogi), ** yakni dengan melihat’aspek ‘moral pelarangan riba.

Beberapa ulama'yang \kemiudian” dikenal [sebagai’\kelotpok Reformis,
seperti; Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said an-Najjar (1989)
dan Abdul Mu’min al-Namir (1989), dan beberapa_ulama klasik, seperti; Razi,
Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyyah.,, menginterpretasikan. aspek moral
pelarangan riba bersumber dan pernyataan al-Qur’an; ‘/a@ tadzlimiina wa-la
tudzlamiin (kamu tidak menganiaya dan tidak pula terantaya). Riba adalah yang
menyebabkan adanya ketidakadilan (al-zu/m).

Kenyataan bahwa pemberi pinjaman (lender) akan semakin kaya,
sementara peminjam akan semakin miskin dalam pandangan Razi,* dan adanya

kasus penangguhan pembayaran hutang oleh kalangan miskin dalam pandangan

Ibn al-Qayyim, mengindikasikan adanya aspek moral pelarangan riba.

“2 penjelasan mengenai al-giyas dan kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum
sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya.
“ Abduilah Saeed, Bank Islam, hal. 73.
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Argumentasi inilah yang kemudian mendasari pandangan kalangan reformis,
bahwa secara moral riba tkut menopang terjadinya perubahan sosial ekonomi
masyarakat.* Riba adalah yang tujuan akhimya mencerminkan tindakan
amoral, dan secara langsung berhubungan dengan sosial ekonomi yang
mendasari saling keterikatan antara peminjam dengém pemberi pinjaman.*’

Dengan demikian, walaupun terjadi penambahan atas sejumlah harta

pokok asalkan tidak menimbulkan eksploitasi,~seperti pemberlakuan bunga
dalam perekonomian modern, Taenurut” mercka  adalah sesuztu yang bisa
diterima sepanjang tidak dilakukan dengan berlipat ganda (ad 'afan muda’afah),
seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Imran/(3).130.

Penggunaan al-giyas sebagai salah sumber hukum, harus memenuhi empat
rukun al-giyas (al*arkan al-giyas);yaitu; (1)adanya pokok atau J-a¥!, vaitu
persoalan yang telah disebutkan-hulkumnya di/dalam nash, (2) adanya cabang,
yaitu suatu persoalan (peristiwa'baru) yang betumii-ada ketentuan hukumnya di

dalam nash, (3) adanya ketetapan hukum pada pokok, dan (4) adanya ‘illar (i)

yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok, dan ia menjadi dasar
disyariatkannya hukum.

Dalam kasus Fatwa MUI Nomor 1 tentang Bunga, maka tiga rukun yang
disebutkan pertama masing-masing adalah riba sebagai pokok, bunga sebagai

cabang dan haram sebagai ketetapan hukum riba (hukum pokok).

44 +
Ibid.
# Muhammad Asad, The Massage of the Quran, (Gibraltar: Dir al-Andalus, 1984), hal.
633.
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Namun demikian, apabila kita meminjam argumentasi kelompok
Reformis, bahwa pengharaman riba terkait dengan tema ketidakadilan (al-zulm)
sebagai isu utama pengharamannya, maka hukum bunga yang ditetapkan oleh
kalangan perbankan dalam sistem perekonomian modern, jelas akan kasuistis.
Bunga (sebagai bentuk aplikasi riba dalam masa modern), bisa menjadi haram
dan bisa jadi tidak. Ini adalah pefumpamaan,dua‘sisi mata uang. Akibat lebih
jauhnya, eksistensi lembaga perbankan’ syariah-dapat menjadi sesuatu yang
kembali dipertanyakan. Perbedaan; aritara halat dan haram adalah jelas, dan ini
menjadi prinsip,‘ Ada dua kemungkinan yang dapat kita jadikan bahan kajian
lebih lanjut, walaupun tetap saja mengindikasikan bahwa sisi ini nampaknya
sedikit lepas dari perhatian MUL

Kemungkinan pertama adalah bahwa akibat digunakannya pendekatan
analogi sudah disadan sepenuhnya olelr MUT. ‘Artinya, MUI sudah menyadan
bahwa validitas Fatwa yang sudah.kuat dengan dasar érgumentasi al-Qur’an,
al-Sunnah dan al-[jma’, justru akan sedikit melemah dengan munculnya
statemen dalam pasal 2, yang berakibat dipertanyakannya kembali eksistensi
perbankan syariah. Apabila tidak disadari, berarti MUI telah bersikap kontra-
produktif, mengingat justru MUI-lah yang membidani lahirnya perbankan
syariah di tanah air. Dengan demikian, maka interpretasi ini perju dihindari.

Dalam sisi lain, realitas ini bisa jadi muncul, jgstru karena kejelian MUI
dalam melihat masih minimnya dukungan politik Pemerintah terhadap
eksistensi perbankan syariah sebagaimana telah Penulis jelaskan dalam analisa

per-UU-an, Artinya, dalam hal ini MUI menerapkan prinsip:
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458 Y 4S8 a0

“Sesuatu yang tidak bisa ditemukan seluruhnya, maka tidak boleh

ditinggalkan semuanya’.

Terwujudnya konsepsi sistem perekonomian yang bebas riba adalah svatu
yang dicita-citakan. Apabila cita-cita ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai,
maka keberadaan sistem yang muiai mengakomodasi sistem bagi hasil (profir
and loss sharing), tidak boleh ditinggalkan sama-sekali.*®

Dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2,-dikatakan bahwa A7

(1) Untuk wilayah yang siudah adaA kantot/jaringan Lembaga Keuangan
Syari’ah dan mudah dijangkau; tidak'dibolehkan melakukan transaksi
yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

(2) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan
Syariah, |diperbolehkan” melakukan-kegiatan /transaksi di lembaga
keuangan konvensional berdasarkan prinsip diarurat/hajat.

Adanya statemen ‘kanfor’faringan’sdalam jFatwa merupakan bentuk
akomodasi realitas di masyarakat, Kenyataan menunjukkan bahwa walapun
perkembangan perbankan syariah yang terjadi di tanah air berjalan dengan
baik, namun masih jauh dai kebutuhan minimal untuk mencukupi kebutuhan
jasa perbankan.

Pada tahun 2004, jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia baru

mencapai 19 (sembilan belas) buah, termasuk Bank Permata yang sudah

melakukan Solf Launching pada bulan Ramadhan 1425 H yang lalu. Bank

* Diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, system perbankan di
Indonesia secara resmi mengadopsi sistem dual banking. Sistem ini mempermudah nasabah dalam
transaksinya dengan perbankan. Sedangkan keraguan sebagian kalangan akan bercampurnya dana
halal-haram, telah diatur dalam PSAK 59. Lihat “Keunggulan Sistem Dual Banking”, Republika,
29 April 2005, hal. 3.

#7 Lihat Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah). Cetak Miring
dilakukan oleh Penulis.
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Tabungan Negara (BTN) tercatat sebagai bank terakhir/ke-20 yang diharapkan
dapat menjalankan prinsip syariah pada tahun ini.*®

Kondisi ini menuntut Fatwa untuk bersikap realistis dengan
memandangnya sebagai situasi darurat. Sebuah sikap yang berdampak pada

implikasi hukum bunga selanjutnya, yakni diperbolehkannya melakukan

sesuatu yang sebelumnya dilarafig (S54adVie. 3\, 5 —alt). 49 Bunga, yang

dalam pasal sebelumnya dikatakin sebagat sésuatu yang haram karena dinilai
sebagai manifestasi riba dalam’ sistem mrekonoﬁian modemn, kemudian
dengan alasan dlarurat/hajat, larangan ini. kémudian berubah menjadi sesuatu
yang dibolehkan. Ini artinya bahwa hukum bisa jadi berubah karena terjadinya

perubahan dalam waktu, tempats/perilakir;fiat dan kemanfaatatinya.

".L“J,é.hj CJ\,JU J‘}:—QU -.Sﬁi, ‘AJ)S’\ Ry (&}Q‘ gy

Namun demikian,’ diperbolehkannya-.hulkum/~yang berdasarkan

pertimbangan darurat ini kemudian dibatasi dengan kaidah lain yang berbunyi:
" i ki 59 al) pele

“Sesuatu (hukum} yang diperbolehkan karena alasar darurat, berlaku
sebatas alasannya”.
Implikasi dari kaidah ini umat Islam dituntut untuk bersikap proaktif dan

sebisa mungkin menghindari penggunaan jasa perbankan yang belum/tidak

4 K.H. Ma’ruf Amin, “Target Pertumbuhan Bank Syariah Tercapai”, Repubhka (Sabtu,
20 Nopember 2004), hal. 2.
* Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Asybak, hal. 60
3% Lihat dalam Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM-Unisba, 2002),
hal. 68
*! yalal al-Din al-Suyuthi, al-Asybah, hal. 60
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menerapkan prinsip syariah. Hal ini bisa ditemukan dalam statemen dalam
Pasal 3 ayat 1, yang kembali memperkuat validitas Fatwa.

Sayangnya, penguatan ini tidak disertai dengan penjelasan yang cukyp
dengan digunakannya statemen ‘kantor/jaringan’. Penggunaan statemen ilni
membuka peluang terjadinya perdebatan baru mengenai apa yang dimaksud
Fatwa sebagai ‘kanfor/jaringan’~LembagaKeuangan Syariah. Apabila yapg
dimaksudkan di sini adalah lembagaskeuangan| setingkat bank, baik dalqm
bentuk bank umum syariah, |unit \uSaha"syariah maupun Bank Perkreditén
Rakyat Syariah (BPRS), maka kondisi dlarurat/hajat akan memiliki cakupan
wilayah yang teramat luas,’> méngingat masih sange;t minimnya jumlah bapk
syariah yang beroperasi di Indonesia. Sebaliknya, apabila yang dimaksudkan
dengan ‘kantor/jaringan’ "adalah’juga memasukkan /Iémb4ga’ mikro syariah
seperti halnya Baitul Mal wat-Tamwil/ABMT),/maka kondisi dlarurat/hapt
akan berbanding terbalik! dengdn kemungkinan-pertama. MUI nampaknya
membiarkan masyarakat untuk mengembangkan asumsinya sendiri. Beberapa
pemyataan yang dikeluarkan oleh Pimpinan MUI, belum satupun yang dapat
dianggap sebagai bentuk penjelasan terhadap penggunaan statemen ini.

BMT adalah leﬁbaga keuangan mikro syariah yang selama ini beroperasi
berdasarkan UU perkoperasian. Minimnya penjelasan atas penggunaan
statemen di atas, berdampak lebih jauh terhadap efektifitas Fatwa di
masyarakat. Kondisi ini nampaknya juga dipengaruhi minimnya usaha

sostalisasi atas Fatwa. Padahal, setiap usaha sosialisasi yang dilakukan akan

5% Ibid. Sampai dengan akhir Mei 2004, di Jawa Tengah terdapat 11 {sebelas) kantor
cabang umum syariah dan 4 kantor unit usaha syariah. Lihat Novita Wulandari, “Keunggujan
Komparatif Bank Syariah”, Suara Merdeka, (Senin, 22 Nopember 2004), hal. 4.
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sangat membantu mewujudkan terciptanya kultur-kultur keagamaan di
masyarakat, yang akan mengekspresikan nilai-nilai keagamaan.”® Situasi ini
jauh berbeda dengan ketika Fatwa tentang Keluarga Berencana (KB)
dikeluarkan.

Saat itu, MUI dengan dukungan penuh Pemerintah Orde Baru begitu giat
mensosialisasikan perlunya keberhasilan-Program ‘Keluarga Berencana dalém
upaya menekan angka pertumbuhan pefiduduk.“Semua media yang memiliki
akses langsung dengan rakyat, meliputi; surat kabar, televisi, radio, dan Da’i
Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKBN), dikerahkan untuk mendukung
suksesnya Program (Fatwa) Keluarga/[Bérenicanal( Untuk tujuan yang sama, -
terlepas masih adanya ikhtilaf di kalangan ulama- Pemerintah juga
menggunakan media‘seni patung, yang di terﬁpatkan ditempat=tempat strategis
pada hampir setiap sudut kota!

Efektifitas Fatwa sebagai sebuah metode~penetapan‘hukum dalam realitas
kehidupan masyarakat Muslim, seharusnya ditandai, di antaranya dengan
adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap bunga, sebagai sesuétu
yang haram. Ajaran agama bukan lagi sekedar permasalahan doktrinal, tetqpi
sudah memasuki dimensi fungsional, karena menjadi acuan setiap individu
dalam segenap aspek kehidupannya.®* Dengan demikian, Fatwa tidak sekedar

menjadi catatan sejarah. Hal ini nampaknya masih memerlukan perjuangan

%3 Komaruddin Hidayat, Wahyu di langit, hal. 3-4

% Keadaan di mana agama memberikan acuan hidup kepada seseorang untuk
memberikan makna bagi setiap tindakan dan peristiwa, baik di kala suka maupun duka, oleh
Komaruddin Hidayat, disebutnya sebagai dimensi personal (personal dimension), dan merupakan
salah satu dari tiga dimensi yang dibutuhkan untuk memahami kehidupan beragama Dua dimensi
lainnya adalah; dimensi kultural (cultural dimension) dan dimensi ultima (nltimate dimensign).
Komaruddin Hidayat, Ibid.
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panjang, dan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Muslim secara
all our. MUL sebaiknya mengambil pola yang sama dengan fatwa tentang
Keluarga Berencana (KB), di antaranya melalui pencanangan keluarga
sejahtera dan juru dakwah BKKBN, yaitu dengan melibatkan secara langsung
pihak-pihak yang terkait dengan bisnis perbankan syariah maupun yahg tidak
terkait langsung, seperti; organisasi-masaIstam, institusi-institusi pendidikan
Muslim, kalangan cendekiawan muslim, dan |lain-lain, harus siap atau

disiapkan sebagai agen-agen perubahan (agent of change).>

%% Adanya pelaku, yakni manusia-manusia yang hidup dalam suatu tempat dan selalu
terikat dengan hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan, menurut Yusuf Qardhawi adalah syarat
kedua terjadinya perubahan masyarakat. Yusuf Qardhawi, Membumikan, hal. 245-246. Seperti
terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Arab pada permulaan Islam, yang dipimPin
langsung cleh Nabi Muhammad saw. Sudirman Tebba, Sosiclogi, ha!. 3
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

I. Munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor { Tahun 2004 tentang
Bunga, di dorong oleh adanya, faktor sosial budaya dan keinginan MUI
untuk memperkuat legalitas“perbarikan syatiah di tanah air. Faktor politik
dalam arti kebijakan Pemérintah, ‘berdasarkan analisa Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maupun beberapa peraturan perbankan
lainnya, walaupun ada namun bukan merupakan faktor yang dominan.

2. Dilihat dari Hukum Islam, Fatwa MU!I Nomor | Tahun 2004 tentang Bunga,
walaupun tidak cukup dalam ' mengadopsi’otoritas teks, bisa dilihat sebagai
sesuatu yang tidak mehgurangi aspek 'validitasftya. Palam argumentasi awal,
Fatwa nampaknya lebih condong kepada aliran Neo-Revivalis, sebuah aliran
yang diyakini sebagai pencetus ide dasar perbankan syariah. Namun realitas
minimnya jumlah perbankan yang tersedia, Fatwa kembali mengakomodasi
argumentasi aliran Reformis, yakni dengan identifikasi ‘ilat, al-zulm.
Terakomodasinya argumentasi kedua ini, memaksa Fatwa untuk
memberlakukan konsep al-darurat/al-hajjah bagi daerah-daerah yang belum

tersedia kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah (LKS).
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3. Penggunaan statemen ‘kantor/jaringan’ yang tidak disertai dengan
penjelasan yang cukup membuka peluang munculnya kebingungan

masyarakat. Artinya, Fatwa belum sepenuhnya bisa diterapkan (applicable).

B. Saran-saran
Untuk itu, apabila MUI menghendaki Fatwa sebagai dasar legalitas
berkembangnya perbankan syariah di Indonesia;, sebaiknya diambil beberapa
langkah dan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek sebagai berikut :

1. Dalam jangka pendek, Pemerintah /dan MUI perlu segera melakukan
langkah-langkah terpadu “untuk™ mensoesialisasikan Fatwa dengan
melibatkan semua unsur masyarakat, khususnya muslim. Termasuk
penjelasan mengenaiapa ‘yang dimaksudkannya| sebagai “kantor/jaringan
Lembaga Keuangan Syariah’

2. Dalam jangka panjang ~Pemerintah jsebaiknya; menetapkan peraturan
mengenai perbankan syariah tersendiri yang terpisah dan memiliki
kedudukan sejajar dengan perbankan konvensional.

3. Strategi pengembangan bank syariah harus diarahkan untuk meningkatkan
kompetensi usaha, sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang
dilakukan secara komprehensif dan mengacu kepada analisis kekuatan dan

kelemahan perbankan syariah di Indonesia.
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Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG

MENGINGAT

a.

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

. & ] M .
g g ey

bahwa umat (islam—Indondsia masih mempertanyakan status
hukum bunga (interst/fa’idah) yang dikenakan dalam transaksi
pinjaman (al-gardh)yfatau \utang) piutang (al-dayn), baik yang
dilakukan oleh lémbaga keuangan) individu maupun lainnya;

. bahwa [jtima’ [Ulama“Kiomisi Fatwa sc-Indoncsia pada tanggal 22

Syawwa! 1424 -H./16 Desember(2003 tclah menfatwakan tentang
status hukum bunga;

bahwa oleh karena (itw, Maj.clis Ulama Indonesia memandang
perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan
pedoman.

JFinan Allah SWiFran@ralain:
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mercka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang tclah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
DAKF-Hasam\R-Kep-Fabra I’iungn%



Fatwe tentans: Bungo

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terscrah)
kepada Allah, Orang yang mengulangi (mcngambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mercka
kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah, Dan Allah tidak menyukai seliap
orang yang tetap dalam kckafiran, dan sclalu berbuat dosa.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal
saleh, mendirikan scmbahyang dan menunaikan zakat, mecrcka
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kckhawatiran
terhadap mercka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan
Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianitaya. Dan jika (orang

-berhutang itu) dalanf kesukaran, /maka berilah tangguh sampai

dia berkelapangan. Dan menyedckahkan (sebagian atau semua
utang) ity, lebih baik’bagimd, jika kamu mengetahui.
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Hati orang-orang yang berimian,Janganiah kamu memakan riba

"dengan berlipat ganda.dan bertakwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapat-Keberuntungan(Ali ‘Imran [3}: 130).

. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain: .
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Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat
orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.”
Rawi berkata: saya bertanya: *(apakah Rasulullah meciaknat
juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi
saksinya?” la (Abdullah) menjawab: “kami hanya
menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

-
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Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasululiah s.a.w. melaknat orang
yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan,

dan dua orang yang menyaksikannya.” la berkata: “Mereka
berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda:
“Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana
mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan
{mengambil)-nya, ia akan terkcna debunya.” (LR, al-Nasa'i).

- . » Ll - . ] P o e

O W (1LY I A Lo i gyl 36 206 a5 e

DS i 3wl ot oy S =5 of wiidf o
(Yo :rj_) M g Bladt et ol

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullali bersabda; “Riba
adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah
(sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (FR.
[bn Majah).
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Dari Abudullah{“dari_Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba
mempunyai;tujuli pululistiga pintu {cara, macam).” (HR. Ibn
Majah). - '
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Dari Abdullah bin Mas’ud:*Rasulullah s.a.w. melaknat orang
yang memakan (mengambil) riba, \memberikan, dua orang
yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn
Majah). :
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Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah bersab&a:

- “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di

mana-tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa)
memakan riba, Barang siapa tidak memakan (mengambil)-
nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah

salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi,
al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, [t.1.: Dar al-Fikr, t.th], juz
9, h. 391).
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MEMPERHATIKAN:

WG Gy wiar e 7

1. Pendapat para ulama ahli figh bahwa bunga yang dikenakan dalam

transaksi pinjaman (utang-piutang, al-gardh; al-qardh wa al-
iqtiradf) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah
SWT,, scperti dikemukakan, antara lain, olch :

. Imam Nawawi dalam A/-Majmu .
R oi',m 4 ol U Gl LS (075000 36 (s Py e
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Al-Nawawi berkata, al-Mawardi bérkaia: Sahabat-sahabat kami
(ulama mazhab Syafi'i)iberbéda pendapat tentang pengharaman
riba yang ditegaskan “oleh al-Qurlan, atas dua pandangan.
Pertama, pengharaman fersebut bersifat mjmal (global) yang
dijelaskan oleh —sunnalt.) Setiap chukum tentang riba yang
dikemukakan oleh 7 Sunnah " adalah merupakan penjelasan
(bayan) terhadap kemujmalan~ al;Qur’an, baik riba nagd
maupun riba nasi‘ah.

Kedua, bahwa pengharaman siba, dalam ,al-Quelan sesung-
guhnya\hanya mencakup ribay nasa’ fyang, dikenal oleh
masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta
(piutang) diseb@bkan penambahan jnasa (pelunasan). Salah
seorang di antara’ mereka™apabila’ jatuh tempo pembayaran

- piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia
menambahkan pilitangnya’ dan ‘mepambakkan pula masa
pembayarannya. Hal"seperti itu"dilakukan lagi pada saat jatuh
tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: ... janganlah
kamu memakan riba dengan berlipat ganda...”. Kemudian
sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (nagd)
terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'4n.

b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an : i
LgLLnf;.JubJ oT}dlu_ooM,Jl_, zo:b)ifiﬁl]l,_snb)\)
R G NI ES) D
c. Al-“Aini dalam ‘Umdah al- Qary : | :
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d. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
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e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an :
of
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2. Bunga uang\atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih
buruk ‘dari/ riba (yang/(diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran,
karena/ dalam/ riba~tambahan hanya dikenakan pada saat si
peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman
pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan
sudahlanigseng dikenakan scjakiterjadi transaksi.

3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh beibagai Forum

Ulama Internasionaly antara {ain:

a. Magjma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei
19685,

b./Majma’ “al-Figh._al-Islamy Negara-negara OKI yang
diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi’ul Awal 1406 H/22-
28 Desember 1985.

‘c. Majma' Figh Rabithah al-‘Alam al-Islamy, Keputusan 6
Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19
Rajab 1406 H.

d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979

e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Descmber
1999.

4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai
dengan syari’ah.

5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di
Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk
mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian
khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di
Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam
dengan sistem tanpa bunga.
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.-Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia fcntang

Fatwa Bunga (intcrest/fa’idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16
Desember 2003,

. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11-Dzulqa’idah

1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa’idah 1424/17 Januari 2004;
dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT
MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST/FA'IDAH) :
Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1.

Bunga (interest/fa ‘idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam
transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diper-hitungkan dari
pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil
pokok tersebut, berdasarkan-tempo.waktu, diperhitungkan secara
pasti di muka, dan padaunfumnya betdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (zipada’y) tanpa imbalan {=sc 25 yang
terjadi karena penangguhan dalam pembayaran N 83l ) yang

diperjanjikan scbelurinya, (&8i. 2% A4, Dan inilah yang
disebut riba nasilaft.

Hukum Bunga (Interost)

L.

Praktek pembungaanuang sdat initélah memenuhi kriteria riba
yang terjadi pada’zaman-Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah.
Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah
satu bentuk riba, dap=ibaharamshukumaya.

Praktek pembungaam=terscbut™hukumnya adalah~haram, baik
dilakukan oleh«Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian,
Koperasi, dan Leémbaga Keuangan Jlainnya maupun dilakukan
oleh individu.

Bermu’amalall dengan Leéembaga-Keuangan Konvensional

L.

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga
Keuangan Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolchkan
melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lcmbaga
Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi
di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip
dharurat/hajat.

Jakarta, 05 Dzulhijjah,1424H

24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KQ¥ A,

Drs. Hasanudlin, M.Ag

K.H._’Ma’rqumin
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